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BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 277 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam
Negern Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun
2025-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern Perencanaan — Pembangunan — Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor <41, Tambahan
Lembaran Negara I:'tc]:l-ublik Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7040);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyvusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20235 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Hencana Kerna
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor
1114);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencansan Pembangunan dan
Keusngan Dacrah schagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutalkhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;




Menetapkan

10, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

11, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 107);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ([Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2025-2029,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penvelenggara  pemerintahan  daerah  yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.
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Dewan — Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah wyang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut
Disbud adalah Perangkat Daerah yang bertugas
sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
kebudayaan dan Tugas Pembantuan wvang
diberikan kepada Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan
Inovasi Daerah atau yang disebut dengan
Bapperida adalah Perangkat Dacrah yang bertugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang Urusan  Pemerintahan  bidang
perencanaan, penelitan, dan pengembangan
daerah.

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran vang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan  anggaran
Perangkat Dacrah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
vang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Dacrah Kabupaten Bandung untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yvang sclanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen  perencanasan Daerah Kabupaten
Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Disbud yvang selanjutnya disebut
Renstra Disbud adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 [satu) tahun,
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Rencana Kerja Disbud yvang selanjutnya disebut
Renja Disbud adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periede 1 (satu) tahunan.
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
yvang selanjutnya disingkat RKA PD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu
Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara
vang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan PPAS APBD.

BAB 11
RUANG LINGKUP RENSTRA DISBUD

Fasal 2

Dokumen Renstra Disbud merupakan dokumen
perencanaan strategis Disbud untuk periode 5 (lima)
tahun sesual dengan tugas dan fungsi Disbud yvang
memuat tujuan, sasaran, indikator, target kineria,
strategi dan kebijakan dalam Renstra Disbud vang
berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029,

Pasal 3

Dokumen Renstra Disbud bertujuan untuk:

a.

menjaga kesinambungan serta konsistensi
pelaksanaan pembangunan dengan wvisi misi
RPIJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi
Disbud dalam kerangka waktu sesuai kapasitas
Dasbud dalam implementasinya;

menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah
Daerah terkait perkembangan pelayanan Disbud
agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi
masyarakat;

memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah
diarahkan untuk menangani isu strategis yvang
menjadi prioritas pelayanan Disbud;
menyediakan dasar (benchmark) untuk mengukur
sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan
dan sasaran Disbud;

merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah
yvang jelas untuk mencapai tujuan; dan
membantu dalam melakukan evaluasi kinerja
Disbud.
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BAB 111
SISTEMATIKA RENSTRA DISBUD

Pasal 4

Renstra Disbud Tahun 2025-2029 menjadi
pedoman Disbud dalam menyusun Renja Disbud.
Renstra Disbud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.

bab | pendahuluan paling sedikit memuat:

1. latar Belakang;

2. dasar hukum penyusunan;

3. maksud dan tujuan; dan

4. sistematika penulisan.

bab 1l gambaran pelayanan, permasalahan

dan isu strategis Disbud paling sedikit

memiat;

1. gambaran pelayanan Disbud; dan

2, permasalahan dan isu strategis Disbud.

bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan paling sedikit memuat:

l. tuyjuan dan sasaran Renstra Disbud
Tahun 2025-2029;

2. strategi Disbud dalam mencapai tujuan
dan sasaran Renstra Tahun 2023-2029;
dan

. arah kebijakan Disbud dalam mencapai
tuyuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-
2029,

bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan

kinerja penyelenggaraan bidang wrusan

paling sedikit memuat:

1. uraian program, kegiatan, subkegiatan,
beserta kinerja, indikator, target, dan
pagu indikatif;

2. uraian  subkegiatan dalam rangka
mendukung Program prioritas
pembangunan daerah;

3, target keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran Renstra tahun 2025-2029
melalui indikator kinerja utama Disbud;
dan

4, target kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah Tahun 2025-2029
melalui indikator kinerja kuneci.

wl
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e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
1. kesimpulan;
2. kaidah pelaksanaan; dan
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.
Dokumen Renstra Disbud sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISBUD

(1)

(2]

(2

(4)

Pasal 5

Disbud melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra Disbud dan
evaluasi hasil Renstra Disbud sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dilaporkan
kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
Bapperida melakukan verifikasi atas hasil
pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Disbud
terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Disbud.
Kepala Disbud menindaklanjuti hasil verifikasi
sebagaimana pada ayat (2) sebapai bahan
penyempurnaan dan perbaikan Renstra Disbud.
Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi
sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABV
PERUBAHAN RENSTRA DISBUD

Pasal &6

Perubahan Rensira Disbud dapat dilakukan apabila :

H.

b.

perubahan Renstra  Disbud mempedomani
perubahan RPIMD;

perubahan Renstra Disbud dilakukan sekurang
kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran,
program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan;
dan

apabila terdapat perubahan kelembagaan Disbud,
maka Renstra Disbud dapat dilakukan perubahan
dengan tetap mempedomani program, indikator
program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.




Pasal 7

Perubahan Renstra Disbud sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

)

(4)

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Indikator kinerja dan indikasi pendansan yang
tercantum dalam Dokumen Renstra Disbud Tahun
2025-2029 dapat berubah sesuai dengan
perkembangan peraturan yvang berlaku pada tahun
berkenaan.
Dalam hal pelaksanaan Renstra Disbud terjadi
perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi
tidak mengubah indikator sasaran pembangunan
Jangka menengah, perubahan dapat dilakukan
dalam Renja Disbud.
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja
dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun
keseluruhan pada bagian tersebut.
Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam
Peraturan Bupati ini merupakan angka yang
bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan
kebijakan pemerintah pusat, kebijakan
pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan
daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati  ini  dengan
pecnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

AD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 277
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LAMPIEAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 277 TAHUN 2025

TENTANG  RENCANA  STRATEGIS  DINAS
KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 20252029, serta Surat
Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8. /042 / 398 / BAPPERIDA Tentang Surat
Edaran Agenda Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029, menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah dilakukan secara berjenjang dan sisternatis sesuai dengan periodisasi
dan substansinya, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun Peranglkat
Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, sementara penyusunan Renstra PD
menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Perangkat Daerah, termasuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung,
sebagai unsur pelaksana wurusan pemerintahan daerah, memerlukan
perencanaan strategis yang baik dan terukur sebagai dasar pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan. Renstra PD merupakan instrumen
perencanaan vang disusun dengan mengacu pada visi, misi, serta arah
kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD, dan bersifat
indikatif.

Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini telah memiliki dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung
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Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2024, serta dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029
vang telah ditetapkan melalul Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, Dengan
demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari sistem
perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan vang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam
upaya memajukan kebudayaan daerah secara berkelanjutan.

Dinas Kebudayvaan Kabupaten Bandung, sebagal salah satu Perangkat
Daerah yang mengemban urusan pemerintahan bidang kebudavaan, memiliki
kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Stirategis [Renstra) sebagai
landasan perencanaan jangka menengah lima tahunan. Penyusunan Renstra
ini merupakan langkah awal yang penting dalam rangka pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun
2025-2029, serta menjadi pedoman dalam menyusun arah kebijakan dan
prioritas pembangunan sektor kebudayaan secara terarah, terukur, dan
berkelanjutan,

Adapun keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD
ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka keterkaitan Sasaran RP.JJMD dengan Tujuan PD

Sumber : Hasil analisis Disbud, 2025

Dalam proses penyusunannya, Rensira Dinas Kebudayaan didasari oleh
analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, yang mencakup
identiikasi atas kekuatan (strengths), kelemahan [weaknesses), peluang
fopportunities), dan tantangan (threats). Analisis lingkungan internal dilakukan
untuk menggali berbagai permasalahan dan potensi yang ada dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama ini. Sementara itu, analisis
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lingkungan eksternal bertujuan untuk mengantisipasi dinamika perubahan di
luar organisasi, termasuk perkembangan sosial, ekonomi, tekneologi, dan
regulasi, yang dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan
kebudayaan,

Renstra Dinas Kebudayvaan Kabupaten Bandung disusun untuk
merumuskan strategi pembangunan kebudayaan yang efektif dan efisien, serta
memberikan arah dalam pengambilan keputusan yang adaptif terhadap
perubahan. Dokumen ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,
Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Kebudayaan serta berpijak pada arah kebijakan yang tertuang
dalam RPJMD. Renstra ini bersifat indikatif, dan juga berfungsi sebagai
dokumen publik vang menggambarkan komitmen pelayanan Dinas Kebudayaan
kepada masyarakat selama kurun waktu lima tahun mendatang.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Kebudayaan juga menjadi
acuan utama dalam pelaksanaan fungsi organisasi, dengan mempertimbangkan
kondisi internal serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian
kinerja. Keterlibatan pemangku kepentingan (stakecholders) menjadi bagian
penting dalam penyusunan dokumen ini, guna memastikan bahwa setiap
strategi dan program yvang dirumuskan benar-benar selaras dengan kebutuhan
masyarakat dan mendukung pencapaian visi pembangunan kebudayaan
daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung Tahun 2025 - 2029, mengacu pada :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44321);

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5168);

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
{Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6035);

. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di
Provinsi .Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7040);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Ewaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Janpka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daecrah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi




Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pemmbangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Fencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2023-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 3);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomeor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 65);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangksa Panjang Daerah Tahun 2025-2045
|[Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
[Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomaor 121);

., Burat Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8./042/398/ BAPPERIDA

Tentang Agenda Penyvusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten

Bandung Tahun 2025-2029 adalah scbagai berilout :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan pedoman
perencanaan strategis vang menjadi arah kebijjakan pembangunan
kebudayaan daerah secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan guna
mewyjudkan masvarakat Kabupaten Bandung vyang berkarakter,
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berbudaya, dan memiliki jati dirli yvang kuat melalui pelestarian dan

pemajuan nilai-nilal budaya lokal.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten

Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan
scktoral di bidang kebudayaan dalam bentuk tujuan, sasaran,
strategi, dan arah kebijjakan yang operasional dan terukur.

b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Kebudayaan dalam merencanakan dan melaksanakan
program/kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

c. Memberikan kerangka acuan strategis bagi seluruh pemanglu
kepentingan (stakeholders) pembangunan sektor kebudayaan di
Kabupaten Bandung dalam membangun sinergi lintas sektor dan
lintas wilayah.

d. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sektor
kebudayaan, melalui penyusunan indikator kinerja utama (IKU)
vang jelas dan dapat diukur setiap tahunnya.

1.4 BSistemaltika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung adalah sebagai berikut :

BAB |

BAB II

PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra,

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGEKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah
dalam penvelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas Perangkat Daerah vang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan
hambatan utama vang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui
Renstra Perangkat Daerah ini.



BAB ITI

BAB IV

BAB V

) e 253

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi informasi tentang peran tugas, fungsi, dan struktur
organisasi Dinas HKebudayaan Kabupaten Bandung dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daersh, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian capaian penting vang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung vang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, kinerja pelayanan
perangkat daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang
masih dihadapi serta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Dinas Kebudayaan dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Di bab ini menjelaskan pula
tentang [dentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Kebudayaan, telaahan visi, misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan
Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu Strategis,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan uraian program, kegiatan dan sub
kegiatan, beserta kinerja indikator, target, dan pagu indikatif,
Dikemukakan juga indikator kinerja Perangkat Daerah vang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapalan tujuan dan sasaran RPJMD dan  target kinerja
penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2025 - 2029
melalui Indikator Kinerja Kunci {IKK).

PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan
pemerintahan daerah.
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BAB Il

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS

KEBUDAYAAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025

Tugas Pokok Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam penyusunan kebijakan serta menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kebudayaan, yang meliputi pengembangan

kebudayaan, pelestarian sejarah, budaya dan museum, serta pengelolaan

kawasan pemajuan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kebudayaan

menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudavaan;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang
terkait dengan kebudayaan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional untuk
pengembangan, pelestarian, dan pemajuan kebudayaan daerah;
pengelolaan administrasi dinas secara menveluruh dan akuntabel:
SErta

pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan kewenangan vang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025

tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, bahwa
susunan organisasi Kebudayaan adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.1 Bagan struktur organisasi Disbud Kabupaten Bandung
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Sumber ; Hasil analizis Disbud, 2025
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Gambar 2.2 Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan
Kebudayaan

STRUKTUR UPTD DINAS KEBUDAYAAN
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Sumber ; Hasil analisia Digbud, 2025
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A. Kepala Dinas
Mempunya: tugas  pokok  memimpin, mengatur,
merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang Kebudayaan. Fungsi Kepala Dinas
Kebudavaan adalah :
1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya.
2] Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3] Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya.
4] Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Bupati sesusi
dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris  yang
mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan
program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengolahan
keuangan. Sekretaris membawahkan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
C. Bidang Pengembangan Kebudayaan

Bidang ini bertugas mengembangkan potensi kebudayaan
daerah, termasuk mengelola cagar budays, serta dokumentasi
sejarah dan permuseuman. Kepala bidang ini mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan teknis, menyusun rencana kerja, serta
memantau dan mengevaluasi capaian kinerja. Di bawah bidang ini
terdapat jabatan fungsional seperti Pamong Budaya yang berperan
dalam perencanaan dan pelaksanaan program teknis.
D. Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya, dan Museum

Bidang ini bertanggung jawab atas pelestarian warisan
budaya, kesenian tradisional, sejarah lokal, dan pengelolaan
museum. Tugas-tugasnya mencakup pengembangan kapasitas
SDM budaya, pelindungan dan pengelolaan cagar budaya, serta
penguatan lembaga-lembaga sejarah dan kesenian tradisional.
Kepala bidang ini juga memiliki kewenangan dalam pembentukan
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tim kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan Lkegiatan
pelestarian budaya.
E. UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan

Unit Pelaksana Teknis Daerah ini memiliki peran dalam
mengelola kawasan yang ditetapkan sebagal pusat kegiatan
pemajuan kebudayaan. UPTD bertanggung jawab kepada kepala
Dinas dan dipimpin cleh seorang Kepala UPTD yang membawahi
Subbagian Tata Usaha. UPTD menyelenggarakan pembinaan,
pengembangan, dan pengendalian kawasan kebudayaan, serta
menyediakan laporan kinerja dan dokumentasi pengelolaan teknis
operasional kawasan budaya.
F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara professional
berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan
dengan kebutuhan,
G. Pelaksana

Disemua unit organisasi terdapat jabatan pelaksana yang
membantu tugas-tugas administratif dan teknis. Tugas pelaksana
meliputi penelaahan teknis kebijakan, pengelolaan data dan
informasi, administrasi perkantoran, serta layanan operasional baik
di tingkat sekretariat, bidang, maupun UPTD.

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap unit kerja dalam Disbud
wajib menjunjung prinsip-prinsip tata hubungan kerja yang
transparan, akuntabel, kolaboratif, dan kontributil. Hubungan
kerja antara jabalan pimpinan, administrasi, dan fungsional
dilandasi cleh semangat kolegialitas dan integrasi yang memastikan
koordinasi efelktil di antara berbagai unit.

Dengan struktur yang komprehensif dan pembagian tugas
yang sistematis, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memajukan
kebudaysan lokal, melestarikan warisan budaya, seria
mengembangkan kesenian dan tradisi sebagai bagian dari identitas
dan kekayaan daerah yang bernilai strategis bagi pembangunan
masyarakat Kabupaten Bandung,.
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Pasca pemisahan kelembagaan antara Dinas Kebudayaan
dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung menghadapi tantangan sekaligus peluang
untuk memperkuat kapasitas kelembagaannya. Pemisahan ini
menuntut adanya penguatan fungsi, struktur, serta cakupan
layanan wyang lebih fokus pada urusan kebudayaan., Namun
demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah,
peningkatan tipe organisasi perangkat daerah harus didasarkan
pada kajian objektif yang menggambarkan kebutuhan nyata, beban
kerja, serta potensi pengembangan urusan kebudayaan ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pada periode Renstra 2025-2029
Dinas Kebudavaan merencanakan pelaksanaan kajian pemetaan
urusan kebudayaan. Kajian ini akan diarahkan untuk
mengidentifikasi sccara komprehensif cakupan substansi, beban
kerja, sumber daya manusia, kelembagaan, serta dukungan sarana
dan prasarana yang terkait langsung dengan urusan kebudayaan.
Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai
tingkat kompleksitas urusan kebudayaan, sekaligus menjadi dasar
argumentasi dalam pengusulan kenaikan tipe dinas.

Kajian pemetaan ini tidak hanya bersifat administratif,
melainkan juga memperhatikan aspek strategis, yaitu bagaimana
kebudaysan di Kebupaten Bandung berperan sebagai kekuatan
identitas daerah, sumber daya pembangunan, sekaligus instrumen
ketahanan sosial. Dengan pemetaan yvang baik, Dinas Kebudayaan
dapat menyusun strategi kelembagaan yang lebih solid,
memastikan ketersediaan unit-unit layanan yang memadai, serta
mengoptimalkan tata kelola kebudayaan daerah sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan peraturan terkait lainnya.

Melalui kajian pemetaan ini, Dinas Kebudayaan menegaskan
komitmennya untuk memperkuat kelembagaan pasca pemisahan,
sehingga dapat bertransformasi menjadi perangkat daerah dengan
tipe yang lebih tinggi, sesuai dengan kompleksitas tugas dan fungsi
yang diemban. Dengan demikian, pelayanan kebudayaan di
Kabupaten Bandung akan semakin efektif, akuntabel, dan berdaya
saing, serta mampu mendukung pencapaian tujuan Renstra yaitu

“Terwujudnya Berkebudayaan Maju.”
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2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan
Pada tahun 2025, jumlah pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung berjumiah 22 [dua puluh dua) orang, terdiri dari 20 orang PNS

dan 2 orang PPPK. Dengan didukung oleh jumlah pegawai tersebut, tugas

pokok dan fungsi dibagi habis kepada seluruh pegawai yang berada pada
tupoksi bidang-bidang, Sekretariat dan UPTD yang berada di Dinas
Kebudayaan. Untuk mengetahui jumlah pegawai dan tingkat pendidikan
vang bertugas di Dinas Kebudayaan Jawa Barat, sebagaimana tabel
berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Kebudayaan

Mo

Bidang/UPTD

Struktural Fangsional
s e

JFT Pratams

Pengawas

Pelalesana

Perenournis
Analis S0M

Administrator

Pranata Kompute

Arsiparas

Pamong Budaya

Tat

=

Kepala DHnas

Sekretarial

@l

Bidang
Pangermbangan
Kebudayaan

Bidang
Peleatarian
Sejarah
Budaya dan

Muscum

UPTD
Kawasan
Pemajuan
Kebudayaan

1 1|3

JUMLAH

. 1
ala] |=jeis] | |

| 2

15| 7

Sumber ; Hasil analisls Disbud, 2025

Berdasarkan tabel nominatif pegawai, total pegawai yang tercatat
adalah 22 orang yang tersebar di berbagai bidang dan unit kerja. Berilout
analisis dari data tersebut:

1. Komposisi Jabatan

a. Sebagian besar pegawai berada di sekretariat (8 orang, pegawai

lainnya tersebar di berbagai bidang yaitu di UPTD Pengelolaan
Kebudayaan (5 orang], Bidang Pelestarian Sejarah, budaya, dan
museum (5 orang], Bidang Pengembangan kebudayaan (3
orang).

. Jabatan struktural terdiri dari JPT Pratama (]l orang],

Administrator (3 orang), dan Pengawas (3 orang). Ini
menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural relatif sedikit




.95 .

dibandingkan dengan pegawai pelaksana dan fungsional.

2. Distribusi Pegawai Fungsional

a. Jabatan fungsional perencana, analis sumber daya manusia,

dan arsiparis belum terdapat pegawai (0 orang), yang
menunjukkan adanya kekosongan pada posisi strategis terkait

perencanasn, pengembangan SDM, pengelolaan data, maupun
dokumentasi arsip.

Jabatan fungsional Pamong Budaya (2 orang) menjadi satu-
satunva jabatan fungsional yang terisi dalam tabel ini.
Jumlahnva masih terbatas, namun menunjukkan adanya

perhatian  terhadap  pelestarian dan  pengembangan
kebudavaan.

. Distribusi fungsional yang minim pada kategori lain dapat

berdampak pada kurang optimalnya fungsi analisis,
perencanaan, serta manajemen data, sehingga perlu adanya
penguatan jumlah dan kompetensi pada jabatan fungsional
tertentu.

Analisis Potensi Kesenjangan Sumber Daya

1. Distribusi Pegawai di Bidang Kebudayaan

8.

Bidang Pengembangan Kebudayaan: 3 pegawai — 1
Administrator, 1 Pelaksana, | Pamong Budaya.

. Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya Dan Museum 5 pegawai —

1 Administrator, 1 Pelaksana, 1 Pamong Budaya.

. UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan: 5 Pegawai

—+ 1 administrator , 1 pengawas, 3 Pelaksana.

Temuan:
Sebagian besar Pamong Budaya (2 Orang) Pengelolaan kebijjakan
dan program kebudayaan. Jumlah pamong budaya di bidang

Pengembangan kcbudayaan 1 orang, yang cukup keci di
bandingkan dengan kebutuhan pelestarian budaya

2. Perbandingan Pegawai Fungsional

.

Pamong Budaya: 2 orang, jumlah masih terbatas dan belum
merata di semua bidang.

b. Perencana, Analis SDM, Arsiparis: 0 orang, menunjukkan

kekosongan pada jabatan fungsional strategis.

Temuan:

a. Jumlah Pamong Budaya masih jauh dari kebutuhan ideal,
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mengingat fungsi utama dinas ini adalah pelestarian dan
pengembangan kebudayaan.

b. Kekosongan pada jabatan perencana, analis, dan arsiparis
berpotensi menghambat perumusan strategi berbasis data
serta pengelolaan dokumentasi kebudavaan secara digital.

3. Keseimbangan antara Pegawai Administratif dan Fungsional

a. Komposisi pegawai masih didominasi oleh jabatan struktural
(JPT, Administrator, Pengawas) dan Pelaksana (total 22 orang).

b. Porsi fungsional sangat kecil (hanya 2 Pamong Budaya),
sehingga aspek pelaksanaan program kebudayaan masih lebih
banyak ditopang oleh tenaga pelaksana umum dibanding
tenaga fungsional ahli,

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan ASN

Perdidikan
Mo Bidang/ UPTD Tot
83 52 51 | DIV | DI | SMA | SMP | 8D
1 Hepala Dinas i —
2 | Beloetariat 3 3 | 2 B
I Bidang
3 Pengembangan 2 | 1 3
Kebudayaan '
Bidang Pelestarian
4 Sejamah Budaya 1 4 ]
dan Museum
UFTD Kawasan i
5 Pemajuan 1 1 3 B
Eebudayaan |
JUMLAH '| B g E 23

Sumber : Hasil analisizs Disbud, 2025

Pada pendidikan strata 1 (81) dilatarbelakangi oleh berbagai disiplin
ilmu seperti sarjana administrasi negara, sastra, antropologi, administrasi
pendidikan, administrasi pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial politik,
sejarah, biologi, seni, manajemen, teknik planclogi, arsitek, hubungan
internasional, bahasa, statistik, ilmu komunikasi, dan pariwisata.
Sedangkan pada program strata 2 (52 dilatarbelakangi oleh pendidikan
magister manajemen, Kajian budaya, administrasi pendidikan, hukum,
administrasi negara, sastra, ekonomi, permuseuman, dan pariwisata.

Hampir separuh (40.9%) pegawai telah memiliki pendidikan
minimal 81, dan sekitar (36.4%) telah menyelesaikan pendidikan tinggi
($2). Namun, ada proporsi signifikan lulusan SMA (22.7%).

1. Beberapa temuan spesifik per unit kerja:
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8. Sekretariat menjadi unit terbesar dengan 8 orang, didominasi
oleh lulusan 81 (3 orang), 32 {3 orang), dan SMA (2 orang)
dengan sebaran yang relatil merata.

b. UPTD Pengelolaan Kebudayaan merupakan unit dengan
jumlah pegawai (5 orang) dan variasi pendidikan yvang paling
beragam lulusan 21 (1 orang) 82 (1 Orang} SMA [3 Orang).

c. Bidang Pengembangan Kebudayaan rata-rata merupakan unit
dengan jumlah pegawai (3 orang) lulusan S1 (1 orang) S2 (2
Orang).

d. Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya, dan Museum rata-rata
merupakan unit dengan jumlah pegawai (5 orang) lulusan §1
(4 orang) 52 (1 Orang)

e. Kepala Dinas memiliki pendidikan, vaitu 82,

2. Catatan Penting dan Implikasi Kebijakan

a. Dominasi lulusan 81 dan 32 menandakan bahwa sebagian
besar pegawai berada dalam level manajerial dan teknis vang
memadail untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi
pProgram-program strategis.

b. Tingginya jumlah lulusan SMA (5 orang), menunjukkan masih
perlunya program peningkatan kapasitas atau pengembangan
karier melalui pelatihan teknis atau penyetaraan kompetensi.

c. Kesenjangan jenjang pendidikan antar bidang (misalnya,
pemasaran vs kebudayaan atau UPTD) perlu diantisipasi agar
tidak menimbulkan ketimpangan beban kerja atau kualitas
hasil kerja.

d. Sumber daya manusia yang sudah bergelar 51 dan 52 (17 orang,
17%) dapat diberdavakan lebih strategis untuk mendukung
inovasi kebijakan, penguatan data, atau penyusunan naskah
akademik dan kerja sama lintas sektor.,

3. Rekomendasi Strategis

a. Penguatan kompetensi SDM lulusan SMA melalui pelatihan
tematik, bimbingan teknis, dan penupasan fungsional yvang
EEsuAl.

b, Optimalisasi peran SDM 51/32 dalam kajian strategis dan
pengembangan kebijakan berbasis bukti.

c. Pemetaan wulang kebutuhan SDM per bidang untuk
menyamakan distribusi beban dan kapasitas, terutama antara
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sekretariat, bidang teknis, dan UPTD.

Tabel 2.3 Analisa Jumlah Pegawai berdasarkan Gender

Mo Uraian L P Total
1 Kepals Dinas | 1
2 Sekretariat & 2 B
2 | Bidang Pengembangan Kebudayaan | 2 3
4 | Bidang Pelestarian Sejarah Budayva dan Museum 3 2 b
5 | UPTD Kawasan Pemajuan Kebudsyaan 4 1 5
| JUMLAH 15 7 23 |

Bumber : Hasil anabsis Disbud, 2025

Komposisi pegawai menunjukkan dominasi laki-laki, 7 pegawai
adalah perempuan, menunjukkan tingkat representasi yang relatif
seimbang secara umum. Persentase laki laki sebesar 68% dan perempuan
sebesar 32%. Meskipun proporsi pegawai laki-laki lebih tinggi, partisipasi
perempuan sudah cukup signifikan dan merata di beberapa bidang.
Berikut analisa gender dari jumlah pegawai di lingkungsn Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung.

a. Dominasi laki-laki secara total masih terlihat, terutama pada posisi
di Sekretariat, namun di beberapa bidang fungsional dan
sekretariat, perempuan menunjukkan proporsi signifikan bahkan
setara.

b. Bidang-bidang vang berkaitan dengan Pengembangan Kebudayaan
dan Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan museum
menunjukkan potensi peran gender dalam fungsi komunikasi,
kreatif, dan pelayanan publik.

c. Jabatan struktural dan strategis tertinggi (kepala dinas) masih
dipegang oleh laki-laki, membuka peluang penguatan peran
perempuan dalam jabatan keahlian tinggi.

Rekomendasi Strategis

a. Mendorong pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembinaan
karier dan pengisian jabatan struktural dan fungsional strategis.

b. Mengoptimalkan potensi perempuan di bidang pemasaran,
kebudayaan, dan peran-peran inovatif untuk memperkuat kualitas
pelayanan publik.

c. Peningkatan kapasitas SDM perempuan, khususnya dalam
pengembangan destinasi dan industri, agar terjadi keseimbangan
kontribusi lintas bidang.
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Saat ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki 3 (tiga)
sarana yang dapat digunakan untuk ruang atraksi dan apresiasi budaya
serta pelayanan Dinas Kebudayaan, sebagaimana tabel berilout:

Tabel 2.4 Sarana Pelayanan Dinas Kebudayaan

No. Sarana Pelayanan Urusan Kebudayaan

1. | UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
a. GEDONG BUDAYA SOREANG

b. DOME BALEEAME

o, GEDUNG SCIENMCE CENTER
Sumber : Hasll analizis Disbud, 2025

Berikut adalah ruang informasi resmi terkait Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung:
a. Website resmi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan
situs: www.disbud.bandungkab.go.id
b. Sosial Media Dinas Kebudayaan:
1. Instagram :@disbud.kabbdg
2, Tiktok s [@disbud. kabbdg
c. Sosial Media UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan:

1. Instagram : @sciencecenter_soreang

Dalam rangka meninghkatkan mutu pelayanan publik, sarana dan
prasarana memiliki peran strategis sebagai pendukung utama
terlaksananya program dan kegiatan Dinas Kebudavaan. Kondisi sarana
pelayanan yang representatif akan berimplikasi langsung terhadap
kualitas kerja aparatur, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta
kenyvamanan masyarakat dalam mengakses layanan kebudayaan.

Saat ini, fasilitas kantor Dinas Kebudayaan masih menghadapi
keterbatasan, baik dari aspek kapasitas ruangan, ketersediaan fasilitas
penunjang, maupun kesesuaian dengan standar pelayanan publik.
Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya tata kelola
kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta ruang interaksi
antara pemerintah daerah dengan masyarakat maupun pelaku
kebudayaan.

Sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, pada periode Renstra
20252029, Dinas Kebudayaan merencanakan pembangunan gedung
kantor baru yang representatif, modern, dan ramah budaya. Gedung ini
diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga
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sebagai cultural hub atau simpul interaksi budaya di Kabupaten
Bandung. Pembangunan gedung kantor Disbud akan didesain dengan
mempertimbangkan nilai-nilai arsitektur lokal Sunda, prinsip ramah
lingkungan, serta tata ruang yvang mendukung integrasi pelayanan
publik.

Pembangunan gedung ini diproyeksikan menjadi salah satu
prioritas strategis dalam penguatan sarana pelayanan, karena akan
mendukung peningkatan produktivitas aparatur, memperkuat identitas
kelembagaan Dinas Kebudayaan, serta menghadirkan ruang vang lebih
terbuka bagi masyarakat, komunitas, dan seniman dalam mengakses
layanan kebudayaan. Dengan tersedianya fasilitas kantor yvang memadai,
diharapkan pelayanan Dinas Kebudayaan dapat berlangsung lebih cepat,
akuntabel, dan berkualitas, schingga berkontribusi pada pencapaian
tujuan besar Renstra, yaitu “Terwujudnya Berkebudayaan Maju” di
Kabupaten Bandung.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kebudayaan

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yvang
menjadi Tanggung Jawab Dinas Kebudayaan

Kabupaten Bandung memiliki kekayaan budaya yang sangat
beragam, baik dalam bentuk seni pertunjukan, cagar budaya,
tradisi lisan, adat istiadat, maupun ckspresi budaya lainnva.
Keanekaragaman ini merupakan identitas daerah yang harus dijaga
dan dikembangkan secara berkelanjutan, Di tengah perkembangan
dan kemajuan teknologi digital yang cepat, pelestarian budaya tidak
cukup dilakukan secara seremonial, melainkan perlu didukung
oleh sistem yang kuat, mampu menyvesuaikan perubahan, dan
melibatkan peran aktif masyarakat.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memandang bahwa
lingkung seni merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga
kesinambungan budaya, Lingkung seni berperan sebagai pelaku
aktif dalam pewarisan nilai-nilai budaya lokal, pengembangan,
pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
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Gambar 2.3 Jumlah Lembaga/Lingkung Seni Per Kecamatan di
Kabupaten Bandung

JUMLAH LEMBAGA/LINGKUNG SENI PER KECAMATAN
DI KAEUPATEN BANDUNG
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Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2024, terdapat 501
lingkung seni alktif yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten
Bandung. Sebagian besar lingkung seni ini tumbuh secara mandiri
dan berbasis komunitas/lembaga, menunjukkan tingginya
partisipasi masyvarakat dalam menjaga kelestarian dan
mengembangkan budaya.

Pelestarian dan pengembangan budaya melalui
pemberdayaan lingkung seni merupakan strategi kunci dalam
membangun peradaban daerah yang berkarakter. Melalui
dukungan kebijakan, memfasilitasi, dan kolaborasi lintas sektor,
diharapkan lingkung seni dapat terus berkembang sebagai budaya
yang tidek hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menjadi
motor penggerak inovasi dan identitas daerah di masa depan.

Dalam rangka pelestarian warisan budaya, Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung terus melakukan inventarisasi,
verifikasi, serta pengembangan objek-objek cagar budaya di wilayah
Kabupaten Bandung. Berdasarkan data dari Portal Satu Data
Kabupaten Bandung, terdapat sejumlah 111 objek vang tercatat
sebagai cagar budaya pada periode 2020-2022. Namun, pada tahun
2023 hingga 2024, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi
107 objek. Penurunan ini disebabkan oleh proses verifikasi ulang
vang mengklasifikasikan ulang beberapa objek berdasarkan kriteria
ketat dari tim ahli cagar budaya.
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Gambar 2.4 Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Bandung
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Adapun dari total tersebut, sebanyak 60 objek telah masulk
dalam program pengembangan secara berkelanjutan sejak tahun
2020 hingga 2023. Pada tahun 2024, terdapat penambahan tiga
objek vang sedang dikembangkan, yaitu Situs Cikahuripan, Situs
Gintung Gantungan, dan Makom Galudra (Garuda Ngupuk), vang
semuanya berlokasi di Kecamatan Ibun.

Meskipun demikian, hingga tahun 2021, mayoritas situs
tersebut belum memiliki status resmi sebagai cagar budaya.
Penetapan status resmi memerlukan proses kajian oleh Tim Ahli
Cagar Budaya (TACB) dan persetujuan dari pemerintah daerah.
Percepatan penetapan cagar budaya menjadi prioritas dalam
pelaksanaan kebijakan pelestarian.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2024, sebanvak 7 Objck
Diduga Cagar Budaya (ODCB) telah resmi ditetapkan sebagai cagar
budaya, di antaranya adslah Candi Bojongmenje, Radio Nirom
Rancaekek, Rumah Bupati Wiranatakusurmah V, dan Pabrik Kina
Kertasari.
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Gambar 2.5 Visualisasi Data Kebudayaan di Kabupaten Bandung
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Scbagai daerah yang kaya akan warisan budaya, Kabupaten
Bandung memiliki potensi besar dalam pelestarian  dan
pengembangan kebudayaan., Berdasarkan data terbaru Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung, berikut adalah kondisi terkini
ckosistem kebudayaan di wilayah ini:

1. Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan sebanyak 15 objek telah
ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Kabupaten melalui
mekanisme penilaian dan verifikasi oleh Tim Ahli Cagar
Budaya. Objek-objek ini telah memiliki status perlindungan
hukum dan menjadi prioritas pelestarian, konservasi, serta
pengembangan kawasan strategis budaya.

2. Kabupaten Bandung juga memiliki 111 objek yang telah
tercatat sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Objek-
objek ini menunjukkan potensi signifikan untuk ditetapkan
sebagai cagar budaya di masa mendatang dan sedang dalam
proses kajian, inventarisasi, dan dokumentasi lanjutan oleh
Dinas Kebudayaan,

3. Terdapat 9 lembaga kebudayaan vang aktif, baik berbentuk
yayasan, komunitas adat, maupun organisasi lokal yang
memiliki peran penting dalam pelestarian nilai-nilai budaya,
pendidikan tradisional, serta pelaksanaan event seni dan
budaya masyarakat.
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4. Ekosistem kesenian di Kabupaten Bandung sangat dinamis
dengan keberadaan 501 unit komunitas seni, vang terdiri
dari:

» Lingkung seni kampung

» Paguron pencak silat

* Sanggar tari dan karawitan

» HKomunitas kreatif berbasis budaya
Lingkung seni ini menjadi ujung tombak pelestarian budaya
di tingkat lokal, sekaligus menjadi wadah regenerasi pelaku
sernl.

5. Kabupaten Bandung mencatat sedikithya 51 jenis kesenian
vang tumbuh dan berkembang di masyarakat, meliputi seni
musik, seni pertunjukan, seni kriva, seni tari dan seni sastra.
Ragam kesenian ini menjadi fondasi utama dalam penguatan
identitas budaya daerah,

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa
Kabupaten Bandung memiliki ekosistern budaya yang hidup,
dinamis, dan partisipatif, serta memerlukan arah kebijakan yang
strategis dan berkelanjutan dalam pelestarian, pengembangan, dan
pemaniaatan nilai-nilai budaya lokal untuk generasi mendatang.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan [KK
Tahun 2021-2024

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang
berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta
pengendalian dan evaluasi. Hasil pemmbangunan yang disajikan
dalam bentuk evaluasi pelaksanaan Rensira merupakan informasi
penting bagi proses perencanaan periode beriltutnya.

Pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung tahun 2021 sampai dengan tahun 2024,
scbagaimana tabel di bawah ini:
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Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2024

Indikator

Kinerja Target Renstra Peranglkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun
Sesual Tugas —
N dan Fungsi
Perangkat 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2022 2023 2024 2025 | 2026
Daerah
(1] .lﬂ]' - (5] () (5} 1] (7) (B) i9) (10) | (11 | 12 (13) [14) 15} (16) | (17)
Indeks . 55,00 | 56,10
I | Pembangunan | 49 Poin | 50 Poin | 51 Poin | 52,25 Poin | 52,50 Poin | 55,07 Poin | "5~ 3 N/A | NjA | 112,38% | 110,18% | 110,59% | N/A | N/A
Kebudayaan el M
Persentase
Objek
Pemajuan
2 e L 185 2T 270G 27 2T 27% | 55% | NJA | NfA 300%: 1505 203,700 | N/A | NJA
vang
dilestarikan

Sumber: hasil analisis Disbud, 2025




- 3f -

Padea tabel yang disajikan dapat terlihat, Indikator pertama
vang digunakan untuk mengulkur keberhasilan dalam sektor
kebudayaan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan.
Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku
kebyjakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan
kebudayaan di Kabupaten Bandung. Data ini diperoleh
berdasarkan kajian vang dilakukan untuk menilai realisasi
Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bandung, dengan
menggunakan 7 dimensi, yaitu: Ekonomi Budaya, Pendidikan,
Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi
Budaya, Budaya Literasi dan Gender.

Melalui indikator-indikator tersebut, IPK dapat
menggambarkan sejauh mana kebudayaan lokal terus berkembang
dan mendapat perhatian di berbagai sektor kehidupan masvarakat.
Realisasi yang melebihi target ini menunjukkan upaya nyata dalam
meningkatkan  kualitas pembangunan  kebudayaan dan
pengembangan potensi daerah melalui kebudayaan vang
berkelanjutan,

Pada indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK]),
realisasi capaian dari tahun 2022 hingga 2024 secara konsisten
melampaui target yang telah ditetapkan. Misalnya, pada tahun
2022 target IPK sebesar 49 poin, namun realisasi mencapai 55,07
poin atau setara dengan 112,38% dari target. Tren capaian tersebut
berlanjut hingga tahun 2024, dengan realisasi 56,19 poin, vang
berarti melampaui target 51 poin dengan rasio pencapaian
110,59%. Capaian ini mencerminkan kerjasama vang solid antara
pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku seni dalam menjaga
dan memperkenalkan kebudayaan lokal, serta meningkatnya
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya sebagai bagian
dari identitas daerah.

Faktor pendukung yang dapat mendorong tercapainya [ndeks
Pembangunan Kebudayaan ini antara lain partisipasi masyarakat,
dukungan anggaran, dan kolaborasi dengan organisasi budaya. Di
sisi lain, faktor penghambat seperti kurangnya edukasi budaya,
keterbatasan sarana dan prasarana, atsu minimnya pelatihan bagi
pelalkcu seni dapat menghambat tercapainysa target yang diinginkan,
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Selanjutnya, indikator kedua vyang digunakan yaitu
Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan,
indikator ini merupakan suatu instrumen yvang digunakan untuk
mengukur sejauh mana pembangunan kebudavaan berhasil
dilaksanakan. Pembangunan kebudayaan mencakup berbagai
aspek penting, salah satunya adalah kualitas objek pemajuan
kebudayaan yvang meliputi pengelolaan dan pelestarian sejarah,
cagar budaya, serta museum sebagai bagian dari warisan budaya
bangsa,

Dalam hal ini, persentase tersebut menunjukkan hubungan
antara jumlah objek kebudayaan vang berhasil dilestarikan dengan
jumlah objek yang telah teridentifikasi atau terdaftar untuk
dilestarikan. Semakin tinggi persentase objek kebudavaan yang
dilestarikan, semakin berhasil pula upaya pemajuan dan
pelestarian kebudayaan yvang dilakukan. Hal ini penting dalam
mendukung keberlanjutan dan perkembangan kebudayaan, serta
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga
warisan budaya untuk generasi mendatang.

Indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang
Dilestarikan juga memperlihatkan capaian yang jauh melebihi
target. Sejak tahun 2022, realizasi sebesar 27% telah melampaui
target yang hanya 9%, dengan rasio pencapaian mencapai 300%.
Pada tahun 2024, capaian meningkat pesat menjadi 55%, jauh di
atas target 27% dengan rasio pencapaian 203,70%. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa program pelestarian objek pemajuan
kebudayaan berjalan dengan akselerasi yang signifikan, bahkan
melebihi ekspektasi awal yang dituangkan dalam dokumen
perencanaan. Hal ini dapat dimaknai sebagai hasil dari penguatan
kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas budaya,
serta adanya dukungan regulasi dan kebijakan vang lebih progresif,

Secara keseluruhan, kedua indikator menunjukkan capaian
vang konsisten positif dan berada jauh di atas target yang
direncanakan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa terdapat
ketidaksinkronan antara target yang ditetapkan dengan realisasi
capaian di lapangan. Target yang relatif rendah membuat capaian
terlihat sangat tinggi, padahal secara substansi hal ini
mencerminkan perlunya peninjauan ulang terhadap penetapan
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target kinerja agar lebih realistis dan berbasis capaian aktual.
Dengan demikian, perencanaan pada periode selanjutnya
diharapkan dapat menetapkan target yang lebih menantang namun
tetap terukur, sehingga mampu mendorong pemajuan kebudayaan
secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran
vang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Kebudayaan pada
Renstra Tehun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan,
dan Sub Kegiatan

Dala:ﬁ rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan vang
cfektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu evaluasi
menyeluruh terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran yang
telah menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan. Evaluasi ini tidak
hanya dimaksudkan untuk menilai sejauh mana program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas
Kebudayaan Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan, tetapi juga
untuk melihat efektivitas, efisiensi, serta dampak dari implementasi
kebijakan yang telah dijalankan,

Melalui evaluasi capaian kinerja, dapat diketahui tingkat
keberhasilan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra,
sekaligus mengidentifikasi Kkesenjangan antara target dengan
realisasi, Sementara itu, evaluasi capaian anggaran memberikan
gambaran mengenai sejauh mana pemanfaatan sumber daya
keuangan daerah mampu mendukung pencapaian sasaran
strategis bidang kebudayaan. Dengan demikian, evaluasi ini
menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah
anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat
optimal bagi masyarakat, khususnya dalam pemajuan,
pelindungan, dan pelestarian kebudayaan daerah.

Selain berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban,
hasil evaluasi juga menjadi bahan refleksi dan perbaikan kebijakan
ke depan. Berikut data capaian kinerja dan anggaran Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun
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Selama periode 2022 hingga 2024, capaian program urusan
kebudayaan di Kabupaten Bandung memperlihatkan dinamika
yvang cukup baik. Secara umum, indikator utama seperti persentase
kebudayaan yang dilindungi, persentase kesenian tradisional yang
dibina, serta persentase cagar budaya yang dilestarikan
menunjukkan konsistensi pencapaian, bahkan dalam beberapa
kasus melampaui target. Hal ini tampak, misalnya, pada jumlah
borang kebudayaan yang terpelihara yang awalnya ditargetkan
hanya satu pada tahun 2022, namun mampu meningkat hingga
tiga borang pada tahun 2024. Begitu pula pada perlindungan objek
pemajuan kebudayaan, realisasi yang semula direncanakan satu
objek, pada kan:;'ataann'ja dapat menjangkau hingga tiga objek
pada tahun terakhir pengamatan. Fenomena ini menggambarkan
adanya dorongan positif dari masyarakat maupun kelembagaan
daerah dalam menghidupkan agenda pelestarian budaya,

Meskipun demikian, tidak semua indikator memperlihatkan
capaian serupa. Pada aspek pengembangan kesenian tradisional,
meskipun persentase kesenian yang dibina relatif stabil di angka
lima persen dan jumlah lembaga kesenian tradisional alktif
meningkat dari dua puluh lingkungan seni pada tahun 2022
menjadi tiga puluh lingkungan seni pada tahun 2024, realisasi
anggaran memperlihatkan fluktuasi yang tajam. Demikian pula
kegiatan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia
kesenian tradisional masih jauh dari target, di mana pada tahun
2022 misalnya, dari target enam ratus peserta, hanya seckitar
seratus enam puluh peserta yang dapat terlibat. Kesenjangan ini
menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan teknis
maupun keterbatasan kapasitas pelaksanaan di lapangan.

Kondisi yang serupa juga terjadi pada program pembinaan
sejarah. Indikator persentase sejarah Kabupaten Bandung yang
terpelihara memang tetap berada pada kisaran lima persen, dan
jumlah sejarah lokal yang dikelola pun konsisten sesuai target.
Namun, indikator-indikator lain yang berkaitan dengan
pemberdayaan sumber daya manusia sejarah, penyediaan sarana,
maupun akses informasi masyarakat terhadap sejarah belum
berjalan optimal. Pada 2023 dan 2024, misalnya, hampir tidak ada
realisasi kegiatan di aspek tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa
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sejarah, sebagai salah satu pilar kebudayaan, belum memperoleh
perhatian penuh dalam prioritas anggaran maupun kebijakan.

Berbeda dengan sejarah, program pelestarian  dan
pengelolaan cagar budaya memperlihatkan capaian yang lebih
solid, Persentase cagar budaya yang dilestarikan konsisten berada
pada angka empat persen sesuai target, bahkan jumlah penetapan
cagar budaya meningkat dari lima objek pada 2022 menjadi tujuh
objek pada 2024, Meski demikian, pendaftaran objek dugaan cagar
budaya belum terlaksana secara rutin. Pada 2022 sempat
terealisasi dua belas objek, tetapi setelah itu kegiatan serupa tidak
perlanjut. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek pelestaran
berjalan baik, tetapi sistern pendataan belum berkesinambungan
schingga berpotensi mengurangi basis informasi kebudayaan
daerah.

Sementara itu, program pengelolaan permuseuman relatif
baru berkembang. Indikator persentase museum yang dikelola
mulai diarahkan scjak 2023 dengan target sepuluh persen, dan
pada 2024 sudah terdapat realisasi sarana prasarana museum
meskipun jumlah museum yang terkelola masih nol. Artinya,
pembangunan fondasi kelembagaan sudah dimulai, tetapi
subetansi pengelolaan masih tertinggal. Jika tidak segera diatasi,
museum berpotensi menjadi indikator stagnan. MNamun, hal ini juga
membuka peluang untuk melakukan inovasi melalui konsep
museum digital yang lebih murah, adaptif, dan mampu menjangkau
generasi muda yang akrab dengan teknologi.

Dari gambaran tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa
capaian program kebudayaan di Kabupaten Bandung dalam tiga
tahun terakhir memperlihatkan keberhasilan pada aspek
pelestarian yang bersifat fisik dan lkuantitatif, seperti jumniah
borang, objek, jenis kesenian, atau cagar budaya. Namun, aspek
yang bersifat penguatan kapasitas sumber daya manusia,
dokumentasi, dan pengelolaan informasi belum berjalan optimal.
Secara diagrostik, hal ini dipengaruhi cleh beberapa faktor, di
antaranva keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan yang
lebih diarahkan ke sektor lain, serta belum kuatnya dukungan
kelembagaan untuk program yang bersifat non-fisik.
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Dengan demikian, arah kebijakan ke depan periu
menekankan pentingnyva digitalisasi kebudayaan, baik melalui
pengembangan database sejarah dan borang daring, maupun
museum digital. Di samping itu, kemitraan dengan komunitas seni,
perguruan tinggi, dan lembaga adat menjadi kunci untuk
meningkatkan kualitas program. Perencanaan anggaran pun harus
lebih realistis dan disesuaikan dengan kapasitas implementasi,
agar kesenjangan antara target dan realisasi tidak lagi terlalu lebar.
Pada saat yang sama, penguatan SDM budaya melahu pelatihan,
sertifikasi, dan pembinaan yang lebih terstruktur periu dijadikan
prioritas, schingga kebudayaan Kabupaten Bandung dapat terus
berkembang tidak hanya secara kuantitatil, tetapi juga secara
substantif dan berkelanjutan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan tepat
sasaran, identifikasi kelompok sasaran menjadi aspek penting dalam
penyusunan dan pelaksanaan program di Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung. Kelompok sasaran merupakan pihak-pihak yang secara
langsung maupun tidek langsung menerima manfaat dari berbagai
layanan, kebijakan, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas. Kinerja
dinas pun secara langsung dipengaruhi oleh ketepatan dalam
menjangkau dan melayani kelompok sasaran, yang tercermin dalam
pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta keberhasilan program
strategis daerah di bidang kebudayaan.

Kelompok sasaran pembangunan kebudayaan di Kabupaten
Bandung periode 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan
mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun
2025-2029. Dalam kerangka tersebut, kelompok sasaran diturunkan dari
empat dimensi pokok pemajuan kebudayaan, yaitu pelindungan,
pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

1. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pelindungan

Dimensi pelindungan kebudayaan diarahkan kepada pihak-pihak

yang memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya,

baik berwujud maupun tak berwujud.




.
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Masyarakat adat dan komunitas budaya lokal menjadi
kelompok utama, karena mereka adalah penjaga langsung
kearifan lokal, tradisi, dan pranata sosial yang diwariskan
antargenerasi.

Lembaga adat dan tokoh masyarakat yang memelihara tatanan
budaya tradisional juga menjadi sasaran penting, sehingga
dukungan berupa penguatan kelembagaan adat, inventarisasi
warisan budaya, hingga revitalisasi upacara adat menjadi
bagian dari strategi pelindungan.

. Pemerintah desa/kelurahan diposisiken sebagai mitra dalam

melestarikan situs budaya dan menjaga lingkungan sosial
budaya agar tetap sclaras dengan identitas lokal.

2. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pengembangan

Dimensi pengembangan menckankan pada kreativitas, inovasi,

serta adaptasi budaya dengan kebutuhan zaman.

=

Seniman, budayawan, dan pelaku seni kreatif menjadi motor
penggerak, sehingga kelompok ini difasilitasi melalui pelatihan,
ruang ekspresi, dan dukungan produksi karya.

. Generasi muda, pelajar, dan mahasiswa menjadi kelompok

strategis, sebab mereka diharapkan tidak hanya mewarisi
budaya leluhur, tetapi juga mampu mengolahnya ke dalam
format baru yang sesuai dengan perkembangan digital, media
sosial, maupun industri kreatif.

Lembaga pendidikan, pusat studi, dan komunitas kreatif juga
termasuk kelompok sasaran, karena berperan dalam
menciptakan inovasi pengembangan seni, literasi budaya, dan
kajian ilmiah scbagai dasar kebijakan kebudayaan.

3. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pemanfaatan

Dimensi pemanfaatan berorientasi pada bagaimana kebudayaan
dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam aspek

sosial, ekonomi, maupun pariwisata berbasis budaya.

.,

Masyarakat luas menjadi sasaran utama, agar dapat
mengakses, menikmati, dan mengambil manfaat dari produk
dan kegiatan budaya. Pemerataan akses akan memastikan
tidak ada kesenjangan antara wilayah dengan potensi budaya
besar dan wilavah dengan potensi terbatas.
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b. Pelaku usaha dan ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi
kelompok sasaran lain yang perlu diperkuat agar warisan
budaya dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi
tanpa kehilangan nilai esensialnya.

¢. Pemerintah daerah dan perangkat desa juga termasuk
kelompok sasaran dalam pemanfaatan, karena dapat menjadi
fasilitator penyelenggaraan festival budaya, pameran, maupun
integrasi nilai budaya ke dalam pembangunan lokal.

4. Kelompok Sasaran dalam Dimensi Pembinaan
Dimensi pembinaan menekankan pada peningkatan kapasitas,
penguatan kelembagaan, serta tata kelola kebudayaan.

a. Aparatur Dinas Kebudayaan dan perangkat daerah terkait
menjadi kelompok sasaran kunci, karena pembinaan kapasitas
mereka akan menentukan keberhasilan implementasi program
kebudayaan. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, serta
pemahaman filosofis tentang kebudayaan sangat diperlukan.

b. Organisasi kemasyarakatan, lembaga kesenian, dan sanggar
budaya juga menjadi kelompok sasaran pembinaan, agar
memiliki tata kelola vang sehat, berjejaring, dan berkelanjutan,

c. Komunitas digital dan media lokal yang berperan dalam
publikasi dan dokumentasi kebudayaan termasuk sasaran baru
dalam era digitalisasi. Pembinaan diarahkan agar media
mampu mengemas kebudayaan secara menarik, kredibel, dan
mendidik masyarakat.

Dengan mengacu pada empat dimensi pemajuan kebudayaan,
kelompok sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung 2025-2029
bukan hanya terbatas pada pelaku seni atau masyarakat adat, melainkan
juga meluas ke masyarakat umum, generasi muda, dunia usaha, lembaga
pendidikan, serta aparatur pemerintahen. Setiap dimensi pemajuan
kebudayasn menuntut pendekatan yang berbeda terhadap kelompok
sasarannya, namun pada akhirnya semua diarahkan untuk menciptakan
elcosistern kebudayaan yang terlindungi, berkembang, bermanfaat, dan
terbina secara berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Dinas Kebudayaan dalam Pemberian Pelayanan
Dalam penyelenggaraan pelayanan kebudayaan, Dinas Kebudayaan

Kabupaten Bandung menempatkan kemitraan sebagai fondasi penting.
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Kompleksitas kebudavaan yvang mencakup pelindungan, pengembangan,
pemanfaatan, dan pembinaan tidak mungkin dijalankan secara sepihak,
melainkan memerlukan dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, mitra
dalam pemberian pelayanan bukan hanya pemerintah, melainkan juga
masyarakat adat, lernbaga dan komunitas kebudayaan,
akademisi/lembaga riset, dunia usaha, media, hingga lembaga
internasional. Bentuk kemitraan yang dibangun meliputi konsultasi,
fasilitasi, pendampingan, pembiayaan, hingga promosi, yang semuanya
diarahkan untuk memperkuat ekosistem kebudayaan Kabupaten
Bandung.

Mitra pertama vang menempati posisi strategis adalah perangkat
daerah lain di Kabupaten Bandung. Misalnya, dengan Dinas Pendidikan,
Dinas Kebudayaan dapat memberikan layanan berupa penyusunan
muatan lokal berbasis budaya Sunda, hingga program literasi budaya di
sekolah. Dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatil, layanan
diwujudkan dalam bentuk fasilitasi Festival Budaya yang
mengintegrasikan seni pertunjukan dengan potensi pariwisata.
Sementara dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, bentuk layanan
konkrit berupa digitalisasi naskah kuno, dokumentasi arsip sejarah, dan
literasi budaya untuk anak-anak sckolah.

Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga
menjadi mitra penting. Melalui Kementerian Kebudayaan, layanan yang
diberikan kepada masyarakat berupa registrasi Warisan Budaya
Takbenda (WBTb), sertifikasi seniman, serta bantuan revitalisasi situs
budaya. Dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat,
layanan diwujudkan dalam bentuk fasilitasi partisipasi Kabupaten
Bandung pada Festival Budaya, pameran seni, serta promosi bersama
potensi budaya lintas kabupaten/kota,

Kemitraan vang lebih dekat hadir bersama lembaga adat, tokoh
masyarakat, dan komunitas budaya lokal. Bentuk layanannya meliputi
fasilitasi pelaksanaan upacara adat, penyediaan sarana untuk kesenian
tradisional, hingga dokumentasi ritual budaya. Melalui pola ini, lembaga
adat bukan sekadar penerima bantuan, tetapi mitra yang menentukan
arah pelestarian nilai-nilai lokal sesuai dengan tradisi yang dijaga turun-
temuruin.

Adapun dengan dunia akademisi/lembaga riset, layanan
kebudayaan diwujudkan dalam bentuk penelitian bersama tentang
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sejarah  lokal, kuliah umum tentang nilai budaya Sunda, serta
pendampingan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat
berbasis kebudayaan. Sekolah-sekolah pun difasilitasi melalui lomba
baca naskah kuno, festival dongeng, atau program kelas kreatif budaya.
Hal ini menjadikan dunia pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu,
tetapi juga arena pembinaan generasi penerus budaya.

Dengan organisasi kemasyarakatan, sanggar seni, dan komunitas
kreatif, layanan vang dikembangkan sangat beragam. Misalnya, fasilitasi
izin penyelenggaraan festival budaya rakyat, bantuan alat musik
tradisional untuk sanggar seni, pelatihan manajemen organisasi budaya,
hingga promosi hasil karya komunitas kreatif di pameran daerah maupun
nasional. Bentuk layanan ini bersifat langsung menyentuh akar rumput
dan menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam ekosistem
kebudayaan.

Dalam konteks dunia ussha dan media, layanan kebudayaan
diwujudkan dalam bentuk kerja sama sponsorship festival budaya,
publikasi karya seniman lokal, program CS3R perusahaan untuk
mendukung pelestarian cagar budaya, hingga kampanye literasi budaya
melalui media digital. Media massa berperan besar dalam memperluas
akses layanan, misalnya dengan menayangkan siaran langsung
pertunjukan seni tradisional, membuat rubrik budaya di surat kabar
lokal, atau mengangkat kisah komunitas budaya dalam format digital
yvang lebih menarik bagi generasi muda.

Dengan demikian, layanan kebudayaan yang diberikan Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung tidak berjalan dalam ruang sempit
birokrasi, tetapi didukung jejaring kemitraan yang luas. Setiap mitra
memiliki peran berbeda: ada yang menjadi konsultan nilai budaya, ada
yang mendukung secara teknis, ada yang menyediakan pembiayaan, dan
ada pula yang memperluas promosi. Semua diarahkan untuk
memastikan bahwa pelayanan kebudayaan mampu melindungi,
mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan daerah

gsecara berkelanjutan,
2.2 Permasalahan dan [su Strategis Dinas Kebudayaan

2.2.1 Penelaghan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 menempatkan sektor kebudayaan sebagai
bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang
berkepribadian, berkelanjutan, dan inklusif, Dalam dokumen tersebut,
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pembangunan kebudayaan tidak hanya diarahkan pada pelestarian nilai-
nilai budaya, tetapi juga pada penguatan identitas nasional, peningkatan
peran budaya dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta
pelindungan terhadap warisan budaya, baik benda maupun takbenda.

Fokus utama arah kebijakan nasional di bidang kebudayaan
meliputi: (1) pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan,
dan pemanfaatan budaya lokal; (2) penguatan kelembagaan budaya
termasuk revitalisasi taman budaya, museum, dan pusat seni; (3)
pengarusutamaan budaya dalam pembangunan lintas sektor; serta (4)
[asilitasi dan pendampingan komunitas budaya untuk meningkatkan
peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya. Pemerintah pusat juga
mendorong penciptaan ekosistem budaya yang inklusif melalui kebijakan
afirmatif terhadap komunitas adat dan kelompok rentan, serta penguatan
kapasitas SDM kebudayaan.

Salah satu strategi utama dalam kebijakan nasional adalah
pelaksanaan Strategi Pemajuan Kebudayaan sebagai tindak lanjut dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Strategi ini mencakup penguatan data pokok kebudayaan melalui
pemutakhiran secara nasional, fasilitasi penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah (PPKD), serta sinergl program antara pusat dan
daerah untuk mendorong keberlanjutan kebudayaan sebagai sumber
kekuatan pembangunan nasional. Pemerintah juga menekankan
pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK), revitalisasi
bahasa daerah, dan pengembangan pendidikan budaya di semua jenjang
pendidikan.

Transformasi digital juga menjadi prioritas nasional dalam
kebijakan kebudayaan, yang mencakup digitalisasi arsip budaya,
penyebaran konten budaya melalui platform daring, serta integrasi sistem
informasi budaya nasional dan daerah. Selain itu, kebijjakan nasional
mendorong pelaksanaan diplomasi budaya untuk memperkuat posisi
Indonesia dalam percaturan budaya global.

Dengan arah kebijakan nasional tersebut, Dinas Kebudayaan
Kebupaten Bandung diharapkan dapat menyelaraskan program-
programnya, baik dalam bentuk pelindungan warisan budaya, penguatan
identitas budaya lokal, pemberdayaan komunitas seni, maupun
penciptaan ruang-ruang ekspresi budaya. Dukungan pusat, baik dalam
bentuk kehijakan, pendanaan, pelatihan SDM, maupun fasilitasi
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kelembagaan, merupakan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan
secara optimal cleh daerah dalam memperkuat peran kebudayaan sebagai
bagian integral dari pembangunan Kabupaten Bandung,

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, sektor
kebudayaan ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam strategi
pembangunan kerakyatan yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.
Meski fokus utama dokumen ini lebih menyasar pembangunan ekonomi,
kebudayaan tetap memperoleh porsi signifikan, terutama terkait
pengarusutamaan nilai budaya dalam pengembangan destinasi dan
komunitas,

Provinsi Jawa Barat secara eksplisit mengedepankan penguatan
nilai budaya daerah melalui program revitalisasi kesenian tradisional,
pengembangan museum dan museum budaya, serta pendokumentasian
dan perlindungan terhadap warisan budaya, mencerminkan komitmen
dalam Program Pengembangan Nilai Budaya dan Pengelolaan Kekayaan
Budaya. Langkah ini sejalan dengan upaya daerah dalam memperkuat
identitas budaya dan meningkatkan apresiasi publik terhadap budaya
lokal.

Strategi pengembangan kebudayaan provinsi juga menekankan
pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas, akademisi, dan
sektor swasta, sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif. Peningkatan
kapasitas SDM kebudayaan, digitalisasi arsip dan data budaya, serta
fasilitasi pendaftaran HAKI dan Kekavaan Intelektual Komunal (KIK)
menjadi bagian dari kebijakan strategis. Hal ini selaras dengan kebijakan
nasional yang mendorong transformasi digital dan perlindungan budaya
berbasis hukum.

Dengan arahan provinsi tersebut, Kabupaten Bandung memiliki
peluang besar untuk menyelaraskan program kebudayaan lokal seperti
revitalisasi kesenian tradisional, penguatan fasilitas budaya (taman
budaya, balai kesenian), digitalisasi museum, serta dukungan terhadap
komunitas budaya dan KIK lokal sehingga dapat berkontribusi langsung
pada target pembangunan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini membulka
ruang sinergi dan akses pendanaan program kebudayaan yang lebih luas
dan berdaya guna bagi masyarakat.
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2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Kebijakan urusan kebudavaan dalam RPJMD Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat identitas dan karakter
masyarakat lokal scbagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Isu
strategis terkait pemajuan kebudavaan telah menjadi bagian penting
dalam rumusan misi pembangunan daerah, khususnya dalam
mendorong pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal,
pelestarian warisan budaya, serta penguatan ketahanan sosial melalui
revitalisasi nilai-nilai budaya Sunda.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, sebagai perangkat dacrah
baru hasil pemckaran, memiliki tanggung jawab strategis dalam
mengarusutamakan kebudayaan ke dalam setiap aspek pembangunan.
Dalam dokumen RPJMD, kebijakan pembangunan kebudayaan secara
eksplisit dijabarkan melalui sasaran strategis pembangunan daerah,
seperti meningkatnya indeks pembangunan kebudayaan, terwujudnya
pelestarian cagar budaya dan tradisi lokal, serta meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam aktivitas seni dan budaya.

Program-program utama yang diamanatkan dalam RPJMD
Kabupaten Bandung mencakup:

a, Program Pelestarian Warisan Budaya Daerah, dengan fokus pada
pendataan, perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya serta
ekspresi budaya tak benda.

b. Program Revitalisasi Kesenian Tradisional, melalui pembinaan
komunitas seni dan pelaksanaan event budaya daerah secara
berkelanjutan.

¢. Program Peningkatan Literasi dan Edukasi Budaya, termasulk
integrasi muatan lokal dalam pendidikan dan pelibatan generasi
muda dalam pelestarian budaya.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2028,
kebijakan pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat
karakter masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
berakhlak, serta mendorong pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang
mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembangunan kebudayaan ditempatkan secara strategis dalam upaya
membentuk jati diri daerah, memperkuat solidaritas sosial, serta sehagai
sarana edukatif dan ekspresi masyarakat lintas generasi
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Dinas Kebudayvaan Kabupaten Bandung secara langsung
berkontribusi terhadap Misi 1, vaitu *Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia berakhlak dengan didukung keberpihakan penguatan
kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong
perlindungan bagi anak.” Dalam kerangka ini, peran kebudayaan bukan
hanya sebagai pelestarian seni dan adat istiadat, tetapi juga sebagai
sarana edukasi karakter, penguatan identitas, serta pemberdayaan
kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan komunitas adat.

Kebijakan ini dilengkapi dengan strategi pembangunan Indeks
Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang terdiri dari tujuh dimensi: ekonomi
budaya, ketahanan sosial-budaya, warisan budaya, bahasa, kesenian,
literasi, dan budaya politik. Pemerintah Kabupaten Bandung
menargetkan peningkatan IPK melalui kegiatan pelestarian budaya yang
inklusif, terukur, dan berbasis masyarakat.

Lebih lanjut, penelashan terhadap RPJMD menunjukkan bahwa
arah kebijakan tersebut sejalan dengan Rencana Aksi Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bandung, khususnya pada rencana aksi ke-18 yaitu
Pelestarian dan Pengembangan Budaya. Rencana Aksi ini memiliki
beberapa poin strategis, antara lain:

1. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Takbenda - melalui
inventarisasi, registrasi, penetapan, dan perlindungan objek budaya.
Ini selaras dengan sasaran RPJMD tentang peningkatan persentase
objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi.

2. Revitalisasi Seni Tradisi dan Adat Istiadat Lokal - melalui fasilitasi
pertunjukan seni tradisional, pendampingan komunitas adat, dan
penguatan peran sanggar seni. Poin ini mendukung RPJMD dalam
mengembangkan budaya lokal sebagai kekuatan identitas daerah.

3., Pengembangan Festival, Event, dan Atraksi Budaya - sebagai
wahana promosi kebudayaan sekaligus penggerak ekonomi kreatif.
Agenda ini beririsan dengan kebijakan RPJMD terkait peningkatan
daya saing daerah berbasis potensi lokal.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kebudayaan - melalu
pengembangan sistem informasi kebudayaan, digitalisasi arsip
budaya, dan promosi budaya secara daring. Hal ini mendukung
RPJMD vang mendorong transformasi digital dalam pelayanan
publik.
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5. Penguatan Pendidikan dan Literasi Budaya - dengan memasukkan
nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal dan non-formal, serta
meningkatkan literasi budaya generasi muda. Agenda ini sejalan
dengan sasaran RPJMD di bidang peningkatan kualitas SDM vang
berkarakter dan berbudaya.

6. Pemberdayaan Komunitas Seni dan Budaya - melalui fasilitas:
pembinaan, pemberian ruang ckspresi, serta kemitraan dengan
masyarakat. Arah ini mendukung sasaran RPJMD terkait partisipasi
masyarakat dalam pembangunan kebudayaan.

Dengan adanya keterpaduan ini, Dinas Kebudayaan memiliki peran
strategis sebagai pelaksana utama Rencana Aksi di bidang kebudayaan.
Program den kegiatan yang dijabarkan dalam Renstra 2025-2029 tidak
hanya merupakan implementasi dari RPJMD, tetapi juga menjadi
instrumen nyata untuk mendukung komitmen politik kepala daerah
dalam menjaga identitas budaya Kabupaten Bandung.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2024-
2044 merupakan pedoman penting dalam mengarahkan pembangunan
daerah agar berjalan seimbang antara kepentingan ckonomi, sosial,
budaya, dan kelestarian lingkungan. Sebagai bagian integral dari
Kawasan Strategis Nasional (KSN] Cekungan Bandung, Kabupaten
Bandung memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai wilayah penyangga
metropolitan Bandung Raya, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pertanian,
industri non-polutif, energi, pariwisata, serta pelestarian kebudayaan.

Arahan RTRW Kabupaten Bandung menekankan pada tiga aspek
utama, vaitu pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis. Dari sisi
pola ruang, Kabupaten Bandung membagi wilayahnya ke dalam kawasan
lindung dan kawasan budidaya yang dikelola secara berimbang. Kawasan
lindung, seperti hutan konservasi, sempadan sungai, dan kawasan
resapan air, memiliki fungsi vital dalam menjaga daya dukung
lingkungan. Sementara itu, kawasan budidaya diarahkan untuk
pengembangan pertanian, perkebunan, perikkanan, peternakan, energi,
industri, serta pariwisata.

Dalam konteks kebudayaan, penataan ruang memberikan ruang
bagi perlindungan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan tradisi
masyarakat. Misalnya, kawasan wisata budaya seperti Jelekong yang
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dikenal sebapai pusat seni lukis, atau kampung adat seperti Cirendeu,
harus diposisikan sebagai bagian dari ruang budaya yang dilindungi dan
dikembangkan. Arahan RTRW juga menempatkan sektor pariwisata,
termasuk wisata budayva, sebagai salah satu motor penggerak
pembangunan dengan alokasi ruang seluas 6530 hektar di berbagai
wilayah seperti Rancabali, Ciwidey, dan Baleendah.

Dari sisi struktur ruang, Kabupaten Bandung mengembangkan
sistem pusat permukiman mulai dari Pusat Kegiatan Nasional [PKN)
seperti Soreang-Kutawaringin dan Majalaya—Ciparay, hingga Pusat
Pelayanan Lingkungan (PPL) di tingkat antar desa, Hirarki ini menjadi
penting dalam memastikan bahwa kegiatan kebudayaan tidak hanya
terkonsentrasi di pusat kabupaten, tetapi juga tersebar merata hingga ke
wilayah perdesaan. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap
fasilitas kebudayaan, ruang ekspresi seni, serta situs-situs bersejarah
dapat lebih merata.

Selanjutnya, pengembangan kawasan strategis juga menjadi faktor
kunci dalam mendukung misi kebudayaan. Kawasan Terpadu
Permukiman Tegalluar (KTPT) dan Kawasan Perkotaan Sorcang Terpadu
(KSTB) dirancang tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga sebagai simpul penyedia fasilitas publik, termasuk pusat seni,
budaya, dan olahraga. Sementara itu, di wilayah Bandung Selatan,
pengembangan kawasan berbasis konservasi dan lingkungan hidup
diarahkan untuk mendukung wisata alam berkelanjutan, pertanian
ramah lingkungan, serta pelestarian keanekaragaman hayati, Arah ini
sejalan dengan upaya pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan
berakar pada kearifan lokal.

Dengan demikian, penelaahan terhadap RTRW Kabupaten
Bandung menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang memberikan
kerangka spasial yang dapat mendukung peran Dinas Kebudayaan dalam
mencapai sasaran Renstra 2025-2029. Kesesuaian arah tata ruang
dengan kebutuhan pelindungan warisan budaya, pengembangan pusat
seni, serta integrasi pariwisata budaya menjadi landasan penting dalam
memastikan bahwa pembangunan Kasbupaten Bandung tidak hanya
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian

identitas budaya daerah.
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2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten
Bandung 20252029 menegaskan bahwa integrasi aspek kebudayaan ke
dalam pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pilar penting.
KLHS mengaitkan pelayanan Dinas Kebudayaan dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB|, khususnya TPB 8.9.1 tentang
promosi  pariwisata berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan
ckonomi dan pelestarian budaya lokal.

Berdasarkan capaian TPB 8.9.1.a) jumlah wisatawan
mancancgara, data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Kabupaten
Bandung hanya menerima 1.748 wisatawan mancanegara, meningkat
signifikan menjadi 57.324 wisatawan pada 2023, tetapi angka ini masih
jauh di bawah target nasional Perpres 111/2022, yaitu 16-17 juta
wisatawan. Proyeksi skenario business as usual (BAU) memperlihatkan
jumlah wisatawan tetap meningkat, namun tidak akan mencapai target.
Sebaliknyva, skenario dengan upaya tambahan memperkirakan jumlah
wisatawan dapat mencapai 17,7 juta pada tahun 2029, sesuai target
nasional.

Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang harus ditangani
dengan strategi lebih integratif, termasuk melalui penguatan peran Dinas
Kebudayaan dalam promosi budaya dan pariwisata berkelanjutan. Selain
itn, KLHS menyoroti bahwa upaya pelestarian budaya di Kabupaten
Bandung masih terbatas pada tradisi yang sudah terverifikasi, sementara
masih banyak warisan budaya lain yang belum terdokumentasi secara
memadai. Rekomendasi KLHS menekankan perlunya pendataan ulang,
verifikasi, dan digitalisasi tradisi budaya agar pelestarian dapat dilakukan
secara menyeluruh, adaptif, dan berkesinambungan.

KLHS juga mengarahkan agar dilakukan kajian kelayakan
pembangunan museum daerah. Museum tidak hanya berfungsi sebagai
ruang penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai pusat rizet, edukasi, dan
promosi budaya yang dapat mendukung daya tarik wisata Kabupaten
Bandung. Hal ini sejalan dengan rekomendasi agar penguatan
kelembagaan kebudayaan menjadi prioritas, termasuk penyusunan
perencanaan koleksi, kurasi, serta pengembangan kapasitas pengelolaan
kelembagaan.
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Dengan demikian, analisis terhadap KLHS menegaskan tiga agenda
strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Pertama, memperkuat
basis data dan digitalisasi warisan budaya agar terintegrasi dengan
kebijjakan pembangunan berkelanjutan. Kedua, memprioritaskan
pembangunan museumn daerah sebagai pusat pelestarian dan promosi
budaya. Ketiga, mengintegrasikan program pelestarian budaya dengan
pengembangan pariwisata berkelanjutan guna mendukung capaian
indikator TPB. Ketiga agenda tersebut merupakan bentuk kontribusi
nyata Dinas Kebudayaan terhadap pencapaian pembangunan daerah
vang berkelanjutan, inklusif, serta berkeadilan.

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki tugas pokok
melaksanakan penvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang kebudavaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi
tersebut, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat
internal maupun eksternal. Permasalahan ini menjadi faktor yang
memengaruhi efektivitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program di
bidang kebudayaan.

Beberapa permasalahan utama pelayanan Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber
daya manusia yang memiliki kompetensi spesifik di bidang kebudayaan,
seperti tenaga fungsional budaya, kurator, maupun pendamping
komunitas seni. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan program
kebudayaan, termasuk inventarisasi dan pendokumentasian warisan
budaya, belum berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran pada
program pelestarian dan pengembangan kebudayaan juga menjadi
kendala, sehingga sejumlah kegiatan strategis seperti revitalisasi seni
tradisi dan perlindungan cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara
menyelurth.

Permasalahan berikutnya adalah masih lemahnya sistern informasi
yang mendukung pengelolaan data kebudayaan secara terintegrasi.
Ketiadaan basis data vyang komprehensif menyulitkan proses
perencanaan dan evaluasi berbasis bulkti (evidence-based planning).
Tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kebudayaan pun
belum merata, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses
informasi dan kapasitas komunitas budaya di beberapa wilayah.
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Di sisi lain, koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah
maupun pemangku kepentingan eksternal, masih perlu diperkuat. Tanpa
adanya sinergi yang kuat, pelaksanaan program kebudayaan sulit
menghasilkan dampak yang luas, terutama dalam upaya mewujudkan
pemajuan kebudayaan.

Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten

Bandung
Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
" Bumber Daya ' Keterbatasan tenaga Jumlah SDM minim;
| Manusia fungsional budaya, kompetensi teknis
kurator, dan pelestarian dan
pendamping komunitas | manajemen
sETI kebudavaan masih
rendah
Anggaran Program pelestarian, Alokasi anggaran
pendokumentasian, terbatas; prioritas
dan revitalisasi budaya | belanja masih fokus
belum optimal pada urusan lain
Infrastruktur & Data kebudayaan Belum ada sistem
Sistem Informasi belum terkelola secara | informasi
terpadu kebudayvaan yang
terintegrasi;
lemahnya
pemanfaatan
teknologi informasi
Partisipasi Keterlibatan Akses informasi
Masyarakat masyarakat dalam terbatas; kapasitas

kegiatan kebudayaan komunitas budaya di
masih belum optimal wilayah tertentu

dan belum merata masih lemah
‘Koordinasi Lintas Sinergi program Mekanisme
Sektor antarperangkat daersh | koordinasi belum
dan pihak eksternal terbangun baik;

' masih belum optimal kolaborasi pentahelix
belum optimal

Pelestarian Budaya | Cagar budaya, seni Minimnya
tradisi, dan warisan pendanaan,
takbenda belum lemahnya regulasi J

terlindung sepenuhnya | teknis, serta




Masalah Pokok Masalah Alcar Masalah

kurangnya
dukungan SDM

pelestarian |

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

2.2.7 Isu Strategis

Dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, perumusan isu
strategis menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa kebijakan,
program, dan kegiatan yang dirancang benar-benar selaras dengan
tantangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, nasional, regional,
maupun lokal. Isu strategis dimaknai sebagai permasalahan pokok yang
berimplikasi besar terhadap arah kebijakan pembangunan kebudayaan
dan memerlukan perhatian serius agar tujuan dan sasaran pembangunan
daerah dapat tercapai.

1. Lingkup Global

Pada tingkat global, perkembangan teknologi informasi, digitalisasi,
dan arus budaya lintas negara menjadi faktor dominan yang
memengaruhi dinamika kebudayaan. Fenomena globalisasi tidak hanya
membawa peluang, tetapi juga ancaman terhadap kelestarian identitas
budaya lokal. Media sosial, platform streaming, dan teknologi kecerdasan
buatan telah mengubah pola konsumsi budaya, mendorong lahirnya
bentuk-bentuk seni baru, sekaligus menggeser tradisi lisan, pertunjukan
langsung, dan ekspresi budaya berbasis komunitas.

Selain ity, forum-forum internasional seperti UNESCO mendorong
negara-negara untuk aktif melestarikan warisan budaya dunia, termasuk
vang bersifat tak benda. Kabupaten Bandung, yang memiliki kekayaan
seni tradisi, bahasa, dan pengetahuan lokal, harus merespons dinamika
global ini dengan memperkuat strategi pelindungan  budaya,
mengembangkan inovasi digital, serta menempatkan budaya lokal sebagai
bagian dari diplomasi kultural.

2, Lingkup Nasional
Secara nasional, arah kebijakan pembangunan jangka menengah
tahun 2025-2029 menegaskan bahwa kebudayaan merupakan salah satu
fondasi pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan empat pilar utama,
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vaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan
kebudayaan. Sejalan dengan itu, RPJMN 2025-2029 menekankan
pentingnya penguatan ekosistern kebudayaan melalui penyelamatan
objek pemajuan kebudayaan, peningkatan kapasitas pelaku budaya,
serta integrasi kebudayaan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Bagi Kabupaten Bandung, arah kebijakan nasional tersebut
menjadi pedoman untuk memperkuat kelembagaan kebudayaan,
meningkatkan peran tenaga fungsional budaya, memperluas akses
masyarakat terhadap layanan kebudavaan, dan mengoptimalkan potensi
budaya sebagai sumber kesejahteraan.

3. Lingkup Regional

Pada skala Provinsi Jawa Barat, isu kebudayaan ditempatkan
sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan. Renstra Dinas
Pariwisata dan Kebudavaan Provinsi Jawa Barat 2025-2029 menekankan
pentingnya pelindungan budaya lokal, revitalisasi ruang-ruang budaya,
serta penguatan ckonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dalam konteks
ini, Kabupaten Bandung sebagai salah satu pusat budaya Sunda memilika
posisi strategis. Wilayah ini dikenal dengan keragaman seni tradisi,
bahasa Sunda vang kuat, serta komunitas budaya yang dinamis.

Namun, seiring dengan urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan
tata ruang wilayah, kebudayaan menghadapi tekanan yang cukup besar.
Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk menjaga keseimbangan
antara modernisasi dan pelestarian kearifan lokal, termasuk melalui
revitalisasi situs budaya, pemberdayaan komunitas seni, serta penguatan
literasi budaya bagi generasi muda.

4, Lingkup Lokal
Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLH3) RPBJMD Kabupaten
Bandung 2025-2029 menunjukkan sejumlah isu yang relevan dengan
pembangunan kebudayaan. Di antaranya adalah:
a. Belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal dalam pembangunan
daerah.
b. Kerentanan hilangnya identitas budaya akibat urbanisasi, migrasi,
dan modernisasi.
c. Rendahnya kesadaran generasi muda dalam menjaga dan

melestarikan budaya.
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Terbatasnya infrastruktur kebudayaan seperti gedung
pertunjukan, museum, dan pusat dokumentasi.

. Keterbatasan tenaga fungsional kebudayaan dan sumber daya

manusia yang kompeten di bidang seni dan budaya.

Belum maksimalnya pemanfaatan potensi kebudayaan untuk
mendukung ekonomi kreatif daerah.

Isu-isu tersebut diperkuat oleh aspirasi masyarakat yang

menghendaki agar kebudayaan tidak hanya dilestarikan sebagai simbol
identitas, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan
kesejahteraan.

2.

Potensi Daerah
Meskipun menghadapi tantangan, Kabupaten Bandung memiliki

potensi besar dalam pengembangan kebudayaan. Potensi tersebut antara

lain:

F=

B.

Warisan budaya tak benda berupa seni tradisi (karawitan,
jaipongan, wayang golek, seni beluk, dan lainnya).

Kekayaan bahasa dan sastra Sunda yang masih hidup di tengah
masyarakat.

Keberadaan situs-situs sejarah dan cagar budaya yang dapat

dijadikan ruang edukasi dan pariwisata.

. Komunitas seni dan budaya yang aktif, mulai dari sanggar sent,

kelompok masyarakat adat, hingga komunitas kreatif.
Kedekatan dengan pusat pendidikan tinggi di Bandung Raya yang
dapat menjadi mitra pengembangan riset kebudayaan,

Rumusan lsu Strategis PD
Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaghan 1su global,

nasional, regional, serta potensi daerah, maka isu strategis kebudayaan
Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dapat dirumuskan sebagai
berikut:
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Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas Kebudayaan

Potensi Daerah yang

Isu KLHS yang Relevan

lsu Lingkungan Dinamis

budaya)

Menjadi Kewenangan PD EREERRIAR R dengan PD (Global) (Nasional) Regional) g i
| Warisan budaya tak Hilangnya schagian warisan Belum optimalnya Homogenisasi UU 5/2017 Perlindungan budaya | Penguatan
benda (seni tradisi, budava akibat urbanisasi, alih | pemanfaatan kearifan budaya akibat | tentang lokal Jawa Barat pelindungan dan
bahasa Sunda, fungsi lnhan, dan minim lokal dalam globalisasi FPemajuan revitaliaasi warisan
pengetahuan lokal) dokumentasi pembangunan daerah Kebudayaan, budayva lokal sebaga
RPJMN 2025- identitas daerah
2029
ipelindungan
objek budayal
Komunitas seni, SAngEar, ‘Rendahnya kesadaran g:n:::aaj Hendalm}'a leesadaran Pergeseran nilai | Penguatan Pendidikan karakter | Peningkatan literasi
' pesantren budaya muda terhadap kebudavaan penerasi muda terhadap akibat ekosistem berbasis budayva budava dan
pelestarian budaya digitalisasi dan | pelaku budaya, pelibatan generasi
media sosial pembinaan miacda dalam
penerasi muda pelestarian budaya
Lembegn adat, komumitas | Terbatasnya tenaga fungsional Keterbatasan SDM Perubahan Penguatan Penguatan kapasitags | Penguatan SDM dan
seni, perguruan tinggi dan infrastruktur kebudayaan | kebudayaan kebutuhan SDM dan kelembagaan budaya | kelembagaan
seni di Bandung Raya kompetensi kelembagnan Jabar kebudayaan
global kebudayaan
[digitalisas
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Potensi Daﬂraﬂ:;rang

Permazalahan FD

Isu KELHES vang Helevan

Isu Lingkungan Dinamis

lsu Strategis PD

Menjadi Kewenangan PD dengan PD (Clobal) [Masional) [Regional)
Produlk kriva, fesyen, *Euran,gma pemanfaatan Belum maksimalnya Tren glolal Budava sebagai | Pengembangan Pemanfaatan
kuliner, seni periunjukan | budaya sehagai basis pemantaatan potensi ekonomi kreatil | sumber ekonomi kreatil kebudayaan untuk
khas pembangunan ekonomi budayva untuk ekonomi berbasis kescjahteraan berbasis kearfan mendorong ekonomi
dacrah budaya (RPJMN 2025- | lokal kreatif daerah
2029)
Kearifan lokal [leuweung | Kurang terintegrasinya budaya | Belum optimalnya Isu global Pemajuan Budaya achagai Integrasi nilai-nilai
larangan, tata ruang dalam perencanaan integrasi budayva dalam pembangunan kebudayaan basis pembangunan | budava dalam
adat, potong royvong) Pembangunan pembangunan berkelanjutan dalam daerah Jabar perencanaan
berkelanjutan (SDs) pembangunan pembangunan
berkelanjutan deerah berkelanjutan
(RPJMN 2025~
2029)

Sumber: Haml Analisis Diabud, 2025
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029

Dalam sebuah perencanaan pembangunan, penétapan tujuan dan
sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis terpenting vang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya
akan menjadi dasar penvusunan arsitekitur kinerja Dinas. Penjabaran dari
tujuan Rencana Strategis Dinas Kebudavaan Kabupaten Bandung, yaitu hasil
yvang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yvang terineci, dapat diukur dan
dapat dicapai, serta dalam kKurun waktu yang lebih pendek.

Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai
di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Adapun
sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh Dinas Kebudayvaan dalam rumusan vang lebih spesifik dan terukur
melalui penetapan indikator beserta targetnya. Penetapan tujuan dan sasaran
strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan
alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap
tahun selama kurun waktu 5 (limaj tahun vang akan dijabarkan lebih lanjut
dalam suatu rencana kinerja (performance plan) tahunan.

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran vang akan dirumuskan harus
bersifat “SMART", artinya bahwa tujuan dan sasaran harus spesifik (Specific),
dapat diukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable|, dapat dilaksanakan
(Relevant) dalam waktu tertentu (Time Bound]. Tujuan dan sasaran vang SMART
akan mampu menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan untuk
kemudian menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

3.1.1 Tujuan
Tupuan: Tenvuwudnya Berkebudayaan Maju. Tujuan ini mengarah
pada upaya membangun kehidupan masyvarakat Kabupaten Bandung
yang berbudaya, berkarakter, dan menjadikan kebudayaan sebagai
landasan utama pembangunan daerah. Berkebudayaan maju berarti
terciptanya ekosistem budava vang hidup, produktif, dan inklusif, di
mana nilai-nilai budaya Sunda mampu tumbuh dan berkembang selaras
dengan tantangan zaman. Kemajuan kebudayaan tidak hanya diukur dari
jumlah kegiatan kesenian yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa
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kuat budaya lokal menjadi identitas, sumber inspirasi, serta kekuatan
sosial dan ekonomi masvarakat.

Upayva ini meliputi pelestarian warisan budayva, pengembangan
ekspresi seni kontemporer vang berakar pada tradisi, serta pemanfaatan
budaya sebagai sumber pembelajaran, penguatan karakter, dan
pemberdayaan masyarakat. Dinas Kebudayaan mendorong agar
kebudayaan tidak sekadar menjadi ornamen seremoni, tetapi benar-benar
hadir dalam kehidupan schari-hari—dalam pendidikan, tata kelola
komunitas, pengembangan desa budaya, hingga kegiatan ekonomi kreatif
berbasis budaya lokal. Dengan terwujudnya berkebudayaan maju,
Kabupaten Bandung dapat menjadi daerah vang kuat dalam identitas,
berdaya dalam inovasi, dan harmonis dalam keberagaman.

Dalam wupaya tercapainya tujuan Dinas Kebudavaan agar
Terwujudnya Berkebudayaan Maju di Kabupaten Bandung, Indeks
Pembangunan Kebudayaan (IPK) menjadi instrument pengukuran vang
disusun pemerintah untuk menilai capaian pembangunan kebudayaan
sccara nasional dan daerah. [PK mencakup beberapa dimensi, seperti
Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan
Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender, yang
mencerminkan bagaimana kebudavaan dilestarikan, dikembangkan,
dibina sckaligus dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui
IPK, pemerintah dapat memetakan potensi, tantangan, serta arah
kebijakan kebudayaan agar lebih terukur dan berkontribusi nyata
terhadap pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung.

3.1.2 Sasaran

Sasaran: Meningkatian Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda
terhadap Pembangunan Daerah. Sasaran ini berfokus pada bagaimana
nilai-nilai dan ekspresi budaya Sunda tidak hanya bertahan di tengah
arus globalisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap
pembangunan daerah. Ketahanan budaya mencerminkan kemampuan
masyarakat dalam mempertahankan, melestarikan, dan mewariskan
kebudayaan lokal dari generasi ke generasi. Sementara kontribusi budaya
mengacu pada peran budaya dalam membentuk perilaku sosial yang
positif, mendukung sekior ekonomi kreatif, serta memperkuat jati diri
daerah di tengah dinamika pembangunan.

Pencapaian sasaran ini mencakup meningkatnyva dokumentasi dan
pelindungan warisan budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni
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dan budaya, keterlibatan generasi muda dalam pelestarian tradisi lokal,
hingga penguatan kelembagaan komunitas budaya di tingkat desa.
Dengan sasaran ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tidak hanya
menjaga warisan leluhur, tetapi juga mengaktifkan budava sebagai
kekuatan pembangunan yang dinamis dan transformatif.

Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2010 tentang Cagar Budaya menjadi landasan utama bagi Dinas
Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pelestarian Objek Diduga Cagar
Budaya/Cagar Budaya daerah, Melalui regulasi ini, Dinas Kebudayaan
memiliki peran strategis untuk melakukan inventarisasi, penetapan,
perlindungan, serta pengelolaan cagar budaya agar tetap terjaga nilai
sejarah, ilmu pengetahuan, dan identitas kebangsaan. Dinas Kebudayaan
juga berwenang membentuk dan memberdayakan Tim Ahli Cagar Budaya
(TACB), memfasilitasi penelitian, serta memastikan bahwa setiap
kebijjakan pembangunan daerah selaras dengan prinsip pelestarian Objek
Diduga Cagar Budaya/Cagar Budayva.

Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan yang memberikan landasan kuat bagi Dinas
Kebudayaan dalam merumuskan dan melaksanakan program
kebudayaan di daerah. Melalui kewajiban penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah (PPKD), Dinas Kebudayaan menjadi motor penggerak
yvang memastikan seluruh potensi lokal di Kabupaten Bandung vang
tercantum 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK] waitu Tradisi Lisan,
Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi
Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan QOlahraga Tradisional
agar dapat terinventarisasi, terlindungi, dan dapat dikembangkan secara
berkelanjutan. Hal ini menempatkan Dinas Kebudayaan bukan hanya
sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai institusi strategis
vang memfasilitasi partisipas] masyarakat dan menjaga Kesinambungan
warisan budaya.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pemajuan Kebudayvaan ini memberi ruang bagi Dinas Kebudayaan untuk
menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan daerah.
Melalui pengembangan seni, bahasa, permainan rakyat, hingga
pengetahuan dan teknologi tradisional, Dinas Kebudayaan dapat
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mendorong tumbuhnya kreativitas, inovasi, serta penguatan ekonomi
berbasis budaya. Dengan demikian, peran Dinas Kebudayaan semakin
relevan tidak hanya dalam pelestarian identitas, tetapi juga dalam
mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan
pembinaan kebudayaan,

Selain itu, Undang-Undang ini memberi ruang bagi Dinas
Kebudayaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan Objek Diduga
Cagar Budaya/Cagar Budaya dalam konteks pendidikan, pariwisata,
maupun diplomasi budaya. Hal ini mendorong dinas tidak hanya
berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pengperak
pengembangan ekonomi kreatif berbasis budava. Dengan demikian,
keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya memperkuat peran Dinas Kebudavaan sebagai garda depan
pelestarian warisan budaya, sekaligus memastikan pemanfaatannya
memberikan manfaat luas bagi masvarakat.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini



- BT -

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan

SASARAN T BASELINE TARGET TAHUN
RPJMD YANG | THUAN INDIKATOR | 2024 7000 T 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2080 R
__RELEVAN
_____ 01) (02) (03) 041 05 | 6 | 07 | (08 | (09 | 10 | (11) (12
Meningkatnya | Terwujudnya Indeks 56,16 | 56,27- | 56,31- | 56,73 | 57,15- | 57,57- | 58,00- | Ditentukan melalui 7
Ketahanan Berkebudayaan Pembangunan 56,55 | 56,73 | 57.20 | 57,87 | 58,44 | 50,02 | Dimensi, yaitu : Ekonomi
dan Maju Kebudayaan Budaya, Pendidikan,
Kontribusi {Poiny) Ketahanan Sosial Budaya,
Budaya Warisan Budava, Kebebasan
Sunda Ekspresi Budaya, Budaya
Literasi dan Gender
Meningkatkan | Persentase 27 45 45 54 54 63 63 {Jumlah objel
Ketahanan ohjek pemajuan kebudayaan yang
dan pemajuan dilindungi, dilkembangkan,
Kontribusi kebudayaan dimanfaatkan, dan dibina /
Budaya yang Jumlah ohjek pemajuan
Sunda dilindung, kebudayaan yvang terdata) x
terhadap dikembangkan, 10408
Pembangunan | dimanfaatian,
Daerah dan dibina
[Persentasc)

Somber; Hasil Arusbisis Disbud, 2025
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3.2 Strategi Dinas Kebudayaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
Dhinas Kebudayaan Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pendekatan jangka menengah vang menyeluruh
untuk menjawab tantangan serta mengoptimalkan potensi vang ada dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam
konteks Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai perangkat daerah
baru hasil pemekaran dari Dinas Kebudavaan dan Pariwisata, strategi
pembangunan kebudayaan dirancang dengan memperhatikan dinamika
kelembagaan, kondisi sumber daya vang tersedia, serta arah kebijakan
pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Bandung Tahun 2025-2029,

Sebagai perangkat daerah baru hasil pemekaran dari Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
menghadapi kebutuhan mendesak untuk membangun kelembagaan yang
kuat, profesional, dan berkelanjutan. Strategi pengembangan kelembagaan
disusun dengan memperhatikan kondisi faktual dan dinamika lingkungan
strategis melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, dan Threats). Pendekatan ini penting untuk memastikan
bahwa Kelembagasan Dinas Kebudayaan mampu menjalankan tugasnya.
Strategi pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi
kebudayaan disusun dengan memperhatikan fakior internal dan eksternal
berikut:

A. Kekuatan (Strengths)

1. Struktur Organisasi yang Mandiri
Pembentukan Dinas Kebudavaan sebagai perangkat daerah
tersendirli yang terpisah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
menjadi landasan awal yang kuat dalam pengelolaan urusan
kebudayaan secara fokus dan terarah. Mandat kelembagaan vang
lebih spesifik in1 memungkinkan penyusunan program dan
kegiatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
pengembangan budaya lokal di Kabupaien Bandung.

2. Landasan Regulasi Nasional yang Kuat
Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan memberikan dasar hukum vang kokoh bagi
pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaan.
Dukungan regulatif ini mempertegas urgensi pelestarian budaya
dalam pembangunan nasional dan memberikan ruang bagi daerah
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untuk mengembangkan model pelindungan dan pemanfaatan
budaya secara mandir.

Ketersediaan SDM Fungsional dan Komunitas Seni Aktif
Tersedianya sumber daya manusia fungsional kebudayaan serta
keberadaan komunitas seni vang telah eksis dan aktif di
masyarakat menjadi modal sosial dan kultural vang penting.
Interaks: yvang sudah terbentuk antara pelaku budaya dan
masyarakat menjadi penggerak utama dalam membangun
ckosistem kebudayaan vang dinamis dan berkelanjutan.
Dukungan Politik dan Prioritas Pembangunan Daerah

Dukungan dari pemerintah daerah dan masuknyva pelestarian
budaya sebagai bagian dar misi pembangunan sumber daya
manusia menunjukkan komitmen polittk yang tinggi. Hal im
menciptakan peluang untuk mengintegrasikan kebudayaan dalam
berbagai sektor pembangunan dan memastikan tersedianya alokasi
anggaran scrta perhatian strategis dalam pengelolaannya.

B. Kelemahan (Weaknesses)

1.

Tahap Transisi Organisasi dan Tata Kelola yang Belum Stabil
Sebagai organisasi bary hasil pemekaran, Dinas Kebudayaan masih
berada dalam proses penyesuaian struktur dan sistem kerja
internal. Belum terbentuknya tata kelola yang stabil dapat
berdampak pada efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam
hal koordinasi lintas bidang dan pengambilan keputusan strategis.
Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang

Infrastruktur pendukung seperti ruang dokumentasi, laboratorium
budaya, gedung komunitas, dan fasilitas publik lainnya belum
tersedia secara memadai. Hal ini menghambat pelaksanaan
kegiatan pelestarian dan pelayvanan kebudavaan yang bersifat
edukatif, partisipatif, dan kolaboratif.

Kapasitas ASN yang Belum Merata

ASN wvang bertugas dalam urusan kebudayaan memiliki tingkat
kompetensi teknis dan manajerial yang beragam. Beberapa masih
memeriukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan
teknis, dan pengembangan profesional agar mampu melaksanakan
program-program kebudayaan secara optimal.
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4, Belum Tersedianya Sistem Informasi Kebudayaan Terintegrasi

Saat in1 belum tersedia sistem informasi dan basis data pemajuan
kebudayaan vang terdigitalisasi dan terstandar. Ketiadaan sistemn
ini menyulitkan proses perencanaan berbasis data, pengelolaan
aset budaya, dan layanan informasi kepada publik secara efektif
dan efisien.

C. Peluang (Opportunities)

1.

Fasilitasi dari Pemerintah Pusat

Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat untuk
memperkuat kelembagaan budaya dasrah membuka peluang bagi
Kabupaten Bandung untuk memperoleh fasilitasi dalam bentuk
pendanaan, program afirmatif, hingga kemitraan dengan institusi
nasional dalam upaya pemajuan kebudayaan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar untuk
mempercepat transformasi kelembagaan, Digitalisasi dokumen,
publikasi karyva budaya, serta pelayanan data budaya secara
elektronik dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan
kepada masyvarakat.

. Kerja Sama Strategis dengan Lembaga Lain

Terdapat potensi besar untuk membangun kerja sama dengan
perguruan tinggli, media, lembaga swadaya masyarakat, serta
komunitas budava dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan
dan jangkauan program. Kolaborasi ini juga dapat memperkaya
perspektil dan metode dalam pelestarian budaya.

. Integrasi Budaya dalam Sektor Lain

Budaya memiliki peluang besar untuk diarusutamakan dalam
sektor-sektor pembangunan lain seperti pendidikan, pariwisata,
dan ekonomi kreatif. Hal ini membuka ruang bagi Dinas
Kebudayaan untuk memperluas peran dan kontribusinya dalam

pencapaian pembangunan daerah secara holistik,

D. Tantangan (Threats)

1.

(lobalisasi dan Pergeseran Minat Generasi Muda

Tantangan besar muncul dari arus globalisasi dan dominasi budaya
populer yang menggerus minat generasi muda terhadap warisan
budaya lokal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan




St e

terputusnya rantai pewarisan nilai-nilai budaya di tingkat lokal,
sekaligus menurunkan legitimasi lembaga budaya tradisional.

2. Fluktuasi Kebijakan Anggaran dan Prioritas Daerah
Ketergantungan pada kebijakan fiskal daersh dan perubshan
prioritas politik bisa berdampak pada kesinambungan program.
Kegiatan kebudayaan berpotensi terdampak jika tidak diposisikan
sebagai kebutuhan strategis yvang melekat dalam pembangunan
daerah.

3. Rurangnva Koordinasi Antar-Perangkat Daerah
Program-program kebudayaan sering kali bersingpungan dengan
sektor lain, namun lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah
berpotensi menciptakan tumpang tindih kebijjakan dan fragmentasi
implementasi program, sehingga hasilnya menjadi tidak optimal,

4. HKesenjangan Digital dan Rendahnya Literasi Budaya Digital
Masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan memanfaatkan
teknologi digital, baik di kalangan ASN maupun komunitas budaya,
Literasi yang rendah ini menjadi tantangan dalam mendorong
transformasi layanan kelembagaan kebudayaan berbasis teknologi
yvang adaptif dan efisien.

Selanjutnya, Strategi pembangunan kebudayaan disusun dengan
mengacu pada empat pilar pemajuan kKebudayaan yaitu pelindungan,
pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan yang dipadukan dengan
indikator kinerja utama berupa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
dan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi,
dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina. Melalui pendekatan tersebut,
pembangunan kebudayaan tidak hanya berfokus pada pelestarian nilai dan
tradisi, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat identitas lokal, serta
memperkaya peradaban bangsa.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dilakukan dalam
lima tahap pelaksanaan. Masing-masing tahapan memuat fokus kebijakan,
kegiatan strategis, dan target indikator kinerja yang mendukung
pencapaian misi pembangunan daerah.

A, Tahap Konsolidasi dan Dasar Penguatan (Tahun 2026)
Tahapan ini difokuskan pada penguatan landasan strategis,
kelembagaan, dan perencanaan teknis scbegai fondasi pelaksanaan
Renstra. Langkah-langkah awal diarahkan untuk menghimpun data
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dasar melalui inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, identifikasi
objek kesenian, sejarah lokal, dan cagar budaya. BSelain itu,
kelembagaan pengelola museum mulai  dirancang, termasuk
penyusunan rencana induk kebudayaan daerah. Tahap mni bertuuan
menciptakan basis yang solid untuk implementasi berkelanjutan.

B. Tahap Implementasi Awal dan Sertifikasi (Tahun 2027)

Setelah fondasi awal dibentuk, tahap ini menandai dimulainya kegiatan
substantif di lapangan. Sertifikasi objek kesenian mulai dilaksanakan,
didukung dengan kegiatan pengamanan dan penyelamatan objek
budaya yang telah teridentifikasi. Sejarah lokal mulai dikemas dalam
bentuk edukatif bagi masyarakat, dan museum daerah mulai aktif
dengan peran edukasi dan pelestarian. Pelibatan komunitas lokal mulai
didorong dalam kegiatan kebudayaan.

C. Tahap Penguatan Kapasitas dan Pembinaan (Tahun 2028)

Fokus pelaksanaan tahun ketiga adalah memperkuat kapasitas pelaku
budaya dan lembaga kebudayaan. Pembinaan komunitas seni, juru
pelihara, dan pengelola sejarah dilakukan secara sistematis. Objek
kesenian yang tersertifikasi terus ditingkatkan, dan kegiatan edukasi
sejarah diperluas ke satuan pendidikan dan forum masyarakat. Upaya
ini juga diiringi dengan pelatihan pengelolaan budaya yang partisipatif
berbasis kearifan lokal.

D. Tahap Pengembangan dan Perluasan (Tahun 2029)

Pada tahap ini, program kebudayaan diarahkan untuk menjangkau
wilayah dan komunitas yang lebih luas. Sistem digitalisasi informasi
budaya mulai dikembangkan, menyediakan basis data yang terbuka
dan mudah diakses, Festival budaya, promosi karya seni, dan
pemanfaatan ruang publik budaya semakin diperluas, Museum daerah
ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi koleksi maupun
interaktifitasnva,

E. Tahap Konsolidasi dan Evaluasi Akhir (Tahun 2030)
Tahapan ini merupakan penutup siklus lima tahunan dengan fokus
pada konsolidasi capaian dan evaluasi menyeluruh terhadap indikator
strategis. Penyesuaian kebijakan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
dan praktik baik yang telah teruji. Disusun pula dokumen
pembelajaran yang akan menjadi dasar perencanaan kebudayaan
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berikutnya, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam pembangunan SDM
berkarakter.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kebudayaan

Tahap [l (2027}

Tahap 111 (2028)

Tahap [ [2026] ; Tahap BV (3029) Tahap W (2030
Romsolidasi dan ]mf]?ﬁnmm m%ﬁn Pengembangan Honsolidasi dan
Dasar Penguatan Pkt = v oudbo dan Perluasan Evaluasi Akhir

(1 (2} L= 2] (4] &

Menghimpun data | Sertifikasi objek Pembingaan Siarem digizglisasi | fokus pada
dasgar melslui kesenian melalui: | komunitas seni, informasi budaya | konsolidasi
- inventarisasi *  PEMEEITIEATER juru petihara, dan | mulaj capaian dan

abjek dan pengelela sejarah | dikembanghkan, evaluas

PEmLE]j1LEN penyelamatan dilakiilan secara | menyediskan menyehiruh

kebudayaan ohiek budaya sistematis. Ohjek | basis date yang terhadap indiketor
- identifikasi vang telah kescnian vang terbulka dan strategis

objek kesenian, teridentifilasi. tersertifikas terus | mudah dialeses.

sejamah lokal, - Edukas ditingkatkan, den | Festival budaya,

darn cagar Sejarah lokal kegintan edukasi promost karya

badagra. bagi sejarah diperiues | seni, dan
- Peryruaunan rmasyarakst, ke sptuaan pemanfaatan

kelembagaan - Alctivasi pendidikan dan ruang publik

DHEm MBS forum budaye semaldin
« PENYUSUNLN daerah masyarakar, diperluas,

rencana induk | - Pelibatan Museum dasrah

kebudayaan Eomunitas lokel ditinghatkan

daerah kualitasnaya, baik

dari sisi koleksi
mRUpUn
interalktifitasnya

Sumber: Hasil Analisis Drisbud, 2025

3.3 Penyajian Lokus Dinas Kebudayaan
Penyajian lokus program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung merupakan langkah penting wuntuk memastikan arah
pembangunan kebudayasn dapat dilaksanakan secara tepat sasaran,
berbasis wilayah, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Berdasarkan arshan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 20252029,

penyusunan lokus Renstra perangkat daerah dilakukan dengan
mempertimbangkan  karakteristit  kecamatan maupun  wilayah
pengembangan, sehingga penempatan program kebudayaan dapat

terintegrasi dengan tata ruang dan rencana pembangunan sektoral
lainnva.

Kabupaten Bandung memiliki keragaman wilayah yang tidak hanya
dilihat dari aspek geografis, tetapi juga dari kekayaan potensi budaya vang
tersebar di seluruh kecamatan. i wilayah utara, seperti Kecamatan
Cileunyi, Rancackek, dan Cilengkrang, dinamika pertumbuhan perkotaan
yang cepat menuntut penyvediaan ruang budaya modern, seperti galeri seni,
ruang kreatif, dan pusat komunitas seni yang mampu menampung
ekspresi generasi muda. Sementara di bagian tengah, yang meliputi
Soreang sebagai ibu kota kabupaten serta Majalaya, Ciparay, dan
sekitarnya, lokus kebudayaan diarahkan untuk mengembangkan pusat
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pelayanan budaya, termasuk penguatan museum daerah, pusat arsip
budaya, serta fasilitas pembinaan kesenian.

Di sisi lain, wilayvah selatan Kabupaten Bandung seperti Ciwidey,
Rancabali, dan Pangalengan memiliki kekuatan pada sektor wisata budaya
dan kearifan lokal yvang berbasis komunitas adat maupun tradisi agraris.
Kawasan ini menjadi prioritas lokus bagi pengembangan desa wisata
budaya, pelestarian seni tradisi, serta penguatan identitas lokal yang
terintegrasi dengan pariwisata berkelanjutan. Adapun di wilayah timur,
seperti Paseh, Cikancung, dan Pacet, lokus program kebudayaan
difokuskan pada revitalisasi seni tradisi, pengembangan sanggar, serta
pendampingan komunitas seni yang tumbuh di tingkat desa.

Pembagian lokus ini sejalan dengan struktur ruang Kabupaten
Bandung dalam RTRW 2024-2044, di mana pusat-pusat pertumbuhan
perkotasn, pelayanan lingkungan
diproveksikan sebagai simpul kegiatan masyarakat. Dengan demikian,

kawasan wisata, dan pusat
penvajian lokus Dinas Kebudayaan tidak hanya menempatkan lokasi
kegiatan secara administratif, tetapi juga menghubungkannya dengan arah
pengembangan wilayah dan kebutuhan strategis daerah.

Melalui pendekatan spasial ini, diharapkan program dan kegiatan
kebudayvaan dapat lebih adaptif, terukur, dan berdampak luas. Penyajian
lokus yang berbasis wilayah kecamatan maupun wilayah pengembangan
juga memungkinkan terwujudnya pemerataan layanan kebudayaan,
sehingga masyarakat di seluruh Kabupaten Bandung memiliki akses yang
setara terhadap fasilitas, kegiatan, dan pelayanan kebudayaan..

Tabel 3.3 Lokus Dinas Kebudayaan

Pagu |ndibeatif =

o | Program 2026 03T 2028 2029 2030 i

1 | Program 2.086.520.250 | 1075520250 | 1.075 830,280 | 1.075.530.250 | L.O075.530.250 | Semmah
Pengembangan Kecamalan
Rebudayamn o minie

2 | Progrem S0_E31.400 50,831,400 250,831,400 250,831 400 250831400 | Seluruh
Fengembangeamn Kecansatarn
Keasmriamn
Tradisional

3 | Program 1000, 000,000 100, GO0 D00 100,000,300 100,000,000 10000000 | Zelorub
Pembingan Kecametan
Sejarah =

4 | Program B2 000,000 i O, 000 G52 000, D) b 000, DO G, 000,004 | Seluruh
Pelestarian Herpmatan
dan
Pengelolman
Cagar Budaye

3 £iF i) 100,00 000 100000, ek 100, 000000 1 O, Q0000 100,030,000 | Seluruh
Pengelolasm Kecamalan

| Permuseaman |

Sumber- Hasll Analisis Disbad, 2025
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3.4 Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar
strategi vang telah ditetapkan dapat dijalankan secara terarah, terukur, dan
berkelanjutan, Dalam kerangka mendukung visi pembangunan daerah dan
menjawab tantangan strategis kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung merumuskan arah kebijakan vang selaras dengan arah kebijakan
RPJIMD 2025-2029,

Arah kebijakan berikut disusun untuk memastikan pencapaian tujuan
Renstra yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yvang berkarakter
dan berdaya saing melalui pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan
budaya lokal, serta mendukung pencapaian sasaran secara terstruktur selama
perinde 2025-2029. Adapun arah kebijakan Dinas Kebudayaan yang akan
dilaksanakan antara lain:

A. Pelindungan Kebudayaan

Arah kebijakan pelindungan difokuskan pada upaya menjaga warisan

budaya, baik berwujud maupun tidak berwujud, agar tetap lestari dan

tidakk punah di tengah arus modernisasi. Dinas Kebudayaan akan
memperkuat inventarisasi, registrasi, serta penetapan objek pemajuan
kebudayaan sebagai warisan budaya daerah. Selain itu, penguatan
kelembagaan, penyusunan regulasi, serta pelibatan masyarakat adat dan
komunitas budaya akan menjadi bagian penting dalam strategi
pelindungan.

B. Pengembangan Kebudayaan

Dalam kerangka pengembangan, kebijakan diarahkan untuk

menghidupkan kembali tradisi, seni, dan praktik budaya yang mulai

tergerus, melalui pendekatan inovatif tanpa menghilangkan nilai aslinya.

Dinas Kebudayaan juga akan mendorong riset, dokumentasi, serta

pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan budaya secara

berkelanjutan. Pengembangan ekosistern kreatif berbasis budaya,
termasuk seni pertunjukan, kerajinan, kuliner, dan ekspresi budaya
kontemporer, akan menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan
daya hidup kebudayaan lokal.

C. Pemanfaatan Kebudayaan

Kebijakan pemanfaatan diarahkan agar kebudayaan tidak hanya

dipandang sebagai warisan, tetapi juga sebagai sumber identitas,

kekuatan sosial, serta daya tarik daerah. Dinas Kebudayaan akan
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mengoptimalkan kontribusi kebudayaan dalam memperkuat sektor
pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif, serta memperluas akses
masvarakatl terhadap ruang ekspresi budaya melalui festival, museum,
sanggar, dan platform digital. Dengan demikian, kebudayaan dapat
memberi manfaat nyata bapgi peningkatan kualitas hidup masyarakat
sekaligus memperkokoh jati diri Kabupaten Bandung.
. Pembinaan Kebudayvaan
Arah kebijakan pembinaan berfokus pada pembangunan kapasitas
pelaku budaya, seniman, komunitas, dan lembaga adat agar mampu
menjadi motor penggerak pelestarian budaya. Pendidikan karakter
berbasis nilai budaya lokal akan diperkuat, terutama di kalangan generasi
muda, guna memastikan adanya regenerasi pelestari budaya. Selain itu,
Dinas Kebudayaan akan meningkatkan pembinaan kelembagaan dan
memperluas partisipasi masyarakat, akademisi, serta komunitas budaya
dalam upaya pemajuan kebudayaan secara berkesinambungan.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan

Operasionalizsasi

Ma NEPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD | Ker
(1] | ] {3} (4 (3 |
| Meninghkatnya 1. Penguatan nilal habur L. Pelindungan
Retahlanan dan kebudayaan lokal dalam sendi | Kebudayaan
| Kontribusi kehidupan masyarakat, | 2. Pengembangan
| Budaya Sunda dengan herasaskan kepade Kebudeayaan
Pancasila 3. Pemanfaatan
2. Perlindungan kebudayasn Kebudavaan
lokel, nilei budeya dan tradisi | 4. Pembinsan Kebudayaan
mASyarakat

Sumber: Hasil Analisis Digbud, 2025

Melalui arah kebijakan tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung diharapkan mampu menjaga, melestarikan, dan
mengembangkan  nilai-nilai  luwhur  budaya lokal  sckaligus
memanfaatkannya untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten
Bandung tahun 2025-2029.
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target,
dan Pagu Indikatif

Pelaksanaan urusan kecbudayaan dalam periode Renstra 2025-2029
dijabarkan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang secara
sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.
Setiap program disusun dengan indikator kinerja yang terukur, target capaian
tahunan, serta dukungan pagu indikatif yang dialokasikan secara berimbang
dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dacrah dan prioritas
pembangunan,

Program utama Dinas HKebudayaan diarahkan untuk mendukung
pencapaian Indeks Pembanpunan Kebudayaan ([PK) Kabupaten Bandung
sebagai indikator tujuan perangkat daerah. Dari indikator sasaran, fokus
kebijjakan diturunkan menjadi peningkatan persentase objek pemajuan
kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina sccara
berkelanjutan. Hal ini dijalankan melalui serangkaian kegiatan prioritas yang
meliputi pelestarian cagar budaya, pengembangan kesenian daerah,
pendokumentasian warisan budaya takbenda, pemeliharaan permuseuman,
fasilitasi festival budaya, serta pembinaan komunitas seni dan tradisi lokal.

Setiap kegiatan tersebut kemudian diperinei menjadi sub kegiatan yang
bersifat operasional, masing-masing sub kegiatan dilengkapi dengan indikator
kinerja. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk memastikan bahwa
keluaran foutput] dan hasil (outcome) kegiatan dapat diukur secara jelas serta
selaras dengan target pembangunan daerah,

Dalam hal penganggaran, pagu indikatif ditetapkan sebagai pedoman
perencanaan pembiayaan kegiatan kebudayaan. Meskipun keterbatasan fiskal
daerah menjadi tantangan, pengalokasian anggaran difokuskan pada kegiatan
vang bersifat prioritas terhadap pencapaian sasaran. Pengelolaan pagu indikatif
juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program tahunan, sehingga tidak
hanya bersifat seremonial tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang
dalam pemajuan kebudayaan. Berikut uraian program/kegiatan/ sub kegiatan
Dinas Kebudayaan Tahun 20025-20209:
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Tabel 4.1 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan

NSPE DAN

FROGRAM /KEGIATAN /
RP?HWG TLLTUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR s.UEtHEr:C.LATAN al
M;?:::HTW Terwujudnyn Indeks Pembangunan Kebudayaan Pengukuran Rata-rata dari 7
Eetahanan Berkebudayaan {Pain) dimensl
dan Maju
Koneritusad
Budava
El’.l.l'l.dl - = = g o i
Meningkatkan Pergentase objek pemajuan Eclimh ANtara capaiin ohiek
Ketahanan dan kebudayasn yang dilindung, pemajuan tahun berjalan o)
Kontribust dikembangkan, dimanfaatkan, dan dengan objek pemajuan tahuan
Budaya Sunda dibina sebelumnya (n-1]
terhadap
Pembangunan
o Meningkatnya Indeks Reformasi Birokras 2.22.01 - PROGRAM Indeks RB = Nilai RB General +
Tata Kelola Peranghat Dacrah [Poin} PENUNJANG URUSAN NMilai EE Tematik
[rterrial PEMERINTAHAN
Perangkat Dacrah CAERAH
- KABUPATEN /KOTA
¥ Indeks Manajemen Risiko 2,22.01 - PROGRAM Setiap komponen {Perencanaan,
Perangkat Decrah [Poin) PENUNJANG URLISAN Kapahilitas, Hasil) dinila: dan dibserd
PEMERINTAHAN skor, laln dijumlahkan
DAERAH menghasilkan nilai IME,
HABUPATEN / KOTA
Terinksanaryns Nilai AKIP 2.22.001.2.01 -
Perenchitian, Prrencanadsmn,
Pengaggaran dan Penganggaran dan
Evaluas Kinerfa Evaluasi Kinerya
Peranghat Dasrah Perampkat Dacrah

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkal
Daverah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Ferangkat Daerah

2201, 2,01 0001
Fenyuasunan Dokumen
Perencanasn Peranghkal
Daerah

Jumlah Dokumen=Total selumh do
kumen perencansan yang disisin
dan sah dan seluruh FD




EET.

REA-SEPT dan Laparan
Hasil Koardinasi
Penyusunan Dokumen
REA-SKFD

Laporan Hasil Koordinas
Pervusunan Dokumen REA-SKPD

749
NSPE DAN
PROGRAM /KEGIATAN,
mﬁ“ﬁ;ﬁﬂﬂ TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR el b
RELEVAN
Tersedianya Dolkumen Jumlah Dokumen RICGA-SKPD dan | 2,22.01.2.01 0002

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
REA-SKFD

Jumish Dokumen=Total dokumen
REKA-SKPD* Laporan haasel
koardinazl penyusunan

Tersedianys Dokumen
Perubohan REKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyuaunan
Dokumen Perubahan
_REA-SKPD

Jumleh Dokumen Perubahan
REA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinaal Penyusunan Dokumen
Perubahan REKA-SKPD

"3.22.01.2.01,.0003Koord

inasi dan Penyusanan
Doelumen Perubahan
EEA-SKFD)

Jumiah Dokumen=Total dokuamen
perubahan EEA-SKPD+Laporan
hasil koordinasi penyusunnn
dokumen perubahan

Tersediamyn Dokumen
DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dolkumen
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Husil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPT

2.22.01.2.01.0004
Koordinasi dan
Penyusunan DFA-SKPD

Jumbah Dokurmen=Total dokumen
DPA-SKPD+Laporan hasil
koordinasi penyusunan

Tersedianva Dokumen

Perubahan DPA-SKPD
den lapomn Hasil
Koordinaai Penyusunan
Croboamen Peru b har
PA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
DBPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinas Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SEPD

299 01201 0005
Koordinasi dan
Penyusunan Peruhahan
DPA- SKPD

Jumbah Dolumen=Total dobumen
perubahan DPA-SEPD+Laporan
hasil koordinasi penyusunan
dokumen perubahan

Tersedinnya Laporan
Capaian Kinerja dan
Dhtisar Fealisasi
Kinerja SKEPD dan
Laporan Has:il
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Tkhtisnr Realisasi
Kinecga SEPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lichtizar Bealizasi Kinegn
SEPD dan Laporan Hasal
Roordingsl Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan [khtisar
Realisasi Kinera SKPD

2.22.01,2.01.0006
Koordinasl dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
ikkhiizar Reafisazi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan=Total delumen sa
b dari seluruh SEPDH Dokumen hiis
il koordinas dad OPD pengampua

Terlnksananya Evaluasi
Kinerja Peranghat
Daerah

Jumlah Laparan Evaluasi Kinerja
Peranghat Dasrah

2.22.01.2.01.0007
Evaluasi Kinerja
Peranghkat Dacrah

Jurmlah Laporan=Total dekumen
evaluasi kinenga dar seluruh PD

Terselenggamanya
Walkdata Pendubung

Jumlah Doloumen Hasil
Penyelenggarasn Walidata

2.22.01.2.01 000
Penyelengga ranm

Juminh Dekumen=Total dobumen
hasil penyelenggaraan fungsi Walid




Berdasarkan Bidang
Urusan vang Diampa
dalam Ranglka
Perniisunan Doloumen
Perencanaan Peranglat
Dacrah

Bidang Urusan yang Diampu
dalam Rangksa Penyusunan
Dokumen Perencanaan Peranghkat
Dagrah

Perangkat Dacrah
Berdasarkan Bidang
Urusan yvang Ciampu
dalam Ranglkn
Penyusunan Dokuamen
Perencanaan Perangkat
Dinerak
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NSPK DAN
BASARA PROGRAM KEGIATAN
et ] TRIUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR ipeste ol KET.

RELEVAN = SRR
Statistik Sektoral Penduloung Staliatik Scekooral Stabistik Sekiomal ata Pendukung oleh scluerah OQPD d
Dacrah Dacrah Daerah alam 1 tahun
Terlalsananys Jumish Data Statistik Sektoral 2.22.01.2.01.0004 Jumlah Data=Total unit data statist
Pengumpulan Data Dacrah yang Telah Hkumpuikan Pelaksanaan ik sekioral vang valid dan terdokoum
Statistik Sekioral dan Diperiksa Lingkup Peranglkat Pengumpulan Dats entasi per PO
Crperak Daerah Statistik Sektoral

Craerah

Terlaksananya Forum Jumleh Berita Acara Hasil Forum | 2.22.01.2.01.0010Pelak | Jumish Total=Total berita acara
Perangket Daerah Peranghat Daerah Berdasarkan munaun Forim hasil forum PL berdasarkan bidang

yang diampu

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan
Renja PD

Jumlah Dolkumen Perencana:an
Urusan Selai n Renstrn PD dan
Renja PT yang disusun (Dokumen)

Terkoordinesikannya
Peningkatan Parlisipasi
Masyarakat dalam
Penyelenggarisan Uriaan
Pemernintahan Daerah

yang Diampu

Jumlah Substansi Keordinas
Peninglatan Partslpasi
Masyarakat dalam
Penyelenggarnan Urusan
Pemerintahan Dacrah yang
Diampu |Swubstansi)

2270012010011 -
Pernyusunan Dokamen
Perencanaan Unesan
Selain Renstra PD dan
Renja Ly

Jumlah Dekumen=Total dokumen
perencanaan+ Dokumen yang
disusun

2.22.01,.2.01.0012 -
Koordinasi Peningkatan
Partisipazi Masyarakat
dalam Penyvelenggarman
Urusan Pemerintahan
Daerah yang Diampu

Jumlah Total=Total seblans:
koordinasi peningkatan partisipasi
masyarakat

Tercapainya
Binkromisas dan
Harmonisasi Pusat dan
Dacrah dalom Ranpgha
Mendulkung Target
Pembangunan Nagional
melalol Koordinasi
Teknis Pembangunan

Jumlah berita Acara Hasil
Sinkronisasi dan Harmonksas
Pusat dan Daerah dalam Rangla
Mendulkung Target Pembangunan
Hasional melalul Koordinasi
Tehknis Pembangunan (Benta
Acara)

2.2201.2.01.0013 -
Sinkronisasi dan
Harmomisas Posal dan
Draerah dalam Rangka
Mendukung Targel
Pembangunan Nasional
melalui Koordimasi
Teknis Pembangunan

Jumilah Total=Total berita acars
hamtl sinkronisasi+Total berita
acara hasil harmonisasi pusat dan
taserah
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PROGRAM/ KEGIATAN
SR ANG | TUAUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR it ol KET.
RELEWVAN -
Terlaksananya Presentase Dokumen Pelaksanaan | 2.22.00.2.02 - Juenlah Total=Dokumer
Administiasl Keunangan Administras Keuangan vang tepat | Administras: Kegangan p-:hal:mlmaan
Perangkat Dacrah yang | waktu Perangkat Dacrah administrast kevangan
susai SAP

Terscdianya Gaji dan
Tunpnmen ASMN

Jumlah Orang yang Menerima Ciaji
dinn Turgangan ASHN

2.22.01 ,2.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan

Jumlah ASN dibaryar= ¥ bulan
[Total ASN dibayarian g dan tung

{Orangbalan) Tunjangan ASN mngan)
Tersedianya Jumlah Dokumen Hasil 2.22.00.2.02.0002 - Jumlash Doloumen=Total deliumen
Administrasi Penyedinan Administres Penyecinan hasil penyedinan administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN | Peluksanaan Tagas ASN Adminlatras pelaksanaan tugas ASN dalam 1
{Dokumen) . Pelaksanaan Tugas ASM | tabun —— =
Terlaksananya Jumbah Dolumen Penatnusahaan | 222,012,002 0003 - Jumlah Dokumen=Total delumen

Penatawsa haon dan dan Pengujinn Verifikasi Pelalksanaan penatausahaan+Dokumen
Pengujian/Veorifikasi Keuangan SKPFD |Doloamen) Penatanasahaan dan pengujian /verilikasl keuangan
Kewangan SKPD Pongujian /Verifikasi SKPD

- . Kosangan SKPD
Terlaksanarya Jumilsh Dokumen Eoordinasi den | 2.22.02,2.02.0004 - Jumbsah Delumen=Total dekumen
Koordinasi dan Pelaksansan Akuntans: SKPD Koordinasi den hmrd!naa_n-l:l-nlmm pelaksanaan
Pelaksanann Akuntansi | (Dokumen| Pelaksanaan Akuntansl | akuntansi SKPD
SKPD ) SKPD
Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Keuangan Alkchir | 2.22.01 2.02,00405 - Jumlah Total=Laporan Keuangan d
Keuangan Akhir Tehun | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan ol SKPDH Laporan Hasil Koordinasi
SKPD dan Laporan Hazil | Koordinas: Penyusunan Laporan Penyusunan Lapaoran BEAD
Koordinasi Peoyusunen | Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keunngan Akhir | {Laporan] SKPD
Tahun SKPD .
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Q20 (202 0006 - Jumlah Dokumen=Tatal dokumen
Bahan Tanggapan Tanggapan Pemeriksaan dan Pengelolaan dan bahan tangEapan

Pemeriksaan dan Tindak
Lanjul Pemeriksaan

Tindnk Lanjut Permerikaaan
[Dakumen)

Penyinpan Bahan
pan Pemerikeaan

pemeriksaan+Dokumen tindaslk
Ianjut pemeriksaan

Tersedianya Laporan
keuangan
Eul-.angn,.f'['nwhnnnnfﬂc
meateran SKPD dan
Laporan Koordinas
Penyusunan Laporsn
Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan fSemesteran
SHPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keusangan
Bulanan Triwulan/Semesteran
HSKPD (Laporan)

2.22.001.2.02.0007T -
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Beuangan

Bulanan fTriwulan/ Sem
esteran SHIPD

Jumlah Totl=Tolal laporan keuang
an perledik SKPD#Laparan hasil ko
ordinasi penyusunan
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PROGRAM KEGIATAN S
n:;ﬁ;ﬂf:n TULJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN sl
RELEVAN :
Bulanan fTowilanan /e

mestaran SKPTD

Tersecdhanyva Dokumen

Pelaporan dan Anakisis

Jumlah Dolumen Pelaporan damn
Analizia Prognosis Realisas

2.22.01.2.02.0008 -
Penyusunan Pelaporan
dan Ann[ma Prognosia

------

Jumlah Drelkumen=Taotal dokumen
pelaporan+Dokumen analiais
prognosia realisasi anggaran

tepat walkiu

Administrasi BMD yang

Prognosis Realisasi Angaran [Dako ren)
Anggaran :
Terlaksananya Presentase Pemenuhan Dokumen

Administrasi BMD

2.022.01.2.03 -
Administrasi Bamng
Milik Daerah pada

Peratgkat Dacrabh

2o

Jumlah Total=Dokumen
acdmirisiras: BMD

TEI.'EEI'IEH_'.I’E Rencana

Daereh SKPD

Kebutuhan Barang Milik

Jumlah Rencans Kebutuhan
Bargng Milik Daerah SKEPD
iDokumen)

Penyusunan
Perencanasn
Rebutuhen Barang
Milik Dae=rah SKPD

Jumlah Tetal=Total rencana
kebuimhan barang milik dacrah
pada SKPD datam 1 tahun

Terlaksananya
Pengamanan Barang
Milik Daerah SKEPD

Tersedianya Laperan

Jumibsh Dokomen Pengamanan
Barang Milik Dacrah SKPLY
(Dokumen)

Jumilah Laporan Hasil Penilajan

2,22.01.2,03.0002 -
Pengamanan Barang

Jumlah Dokumen=Total dokumen
pengamanan barang milik daerak
SKPD dalam 1 tahun

Milik Daerah SKPD
2.22.01.2.03,0003 -

Jumlah Total=Total laporan hasil

Milik Daerah pada SKPD

Milik Duerah pada
SKPD

Hagil Penileian Barang Barang Milik Daemhb dan Hasil Koordinasi dan penllalantlaporan hasil koordinasi
Milile Daerah dan Hasil Koordinasi Pepilaian Barang Milik | Penilalan Barang Milik penilaian

Eoordinasi Penilaian Daerah SKPD Dracrah SKPD

Bisirang Miltk Dacrah

SEFD

Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Pembinean, | 2.22.01.2.03.0004- Jumlah Total=Tolal kporan hastl
Pembinain, Penpgawasan don Pengendalian Pembinann, pembinaan, pengawasan dan
Penpawasan, dan Barang Milik Dacrah pada SKPD Pengawasan dan pengendalian barang milik daerab
Penpendalian Barang [Laporan) Pengendalian Barang piada SEPD dalam 1 tahun

Terlaksananys
Bekonsilias don
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

| pada BEPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Lapoman Barang Milik
Daerah pada SEPD (Laporan)

2.22.01.2.03.0006 -
Rekonsitiasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Dasrah
pada SEPD

Jumlah Total=Total laporan
rekonatlliasl+Peryuaunan laporan
barang milik dasrah pads SKPD
dalam 1 tohun
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SASARAN | qusuAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN il
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Terlaksananya
Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPT

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Dacrah pada SKPD
[Laporan)

2.22.01.2.03.0006 -
Penatauzahapn Barang
Milile Daerah pada

Jumlsh Total=Total laporan
penatausahaan barang milik
daerah pada SKPD dalam 1 tahun

Dacrah

BHFD
Tertaksananya Jumlah Dokiumen Hasil 2.022.01.2.03.0007 - Jumlah Dokumen=Taolal du]-:u:_:nr:n
Pemanlaatan Barang Pemanfaatan Barong Milik Daerah | Pemanfaatan Barang hasil pemanfaatan baramg milik
Milik Daerah SKPTH SKPD (Dokumen] Milik Daersh SKPD dacrah SKPD dalam | tahun
Terlnksananya Presentase Pemenuhan 2.22.01.2.04 - Jumlah Total=Dokumen
Administrasi Administrasi Pendapatan Daerah Adminisirasi administrast pendapatan dacrah
Pendapatan yvang tepat Kewenangan Perangkat Dacrah Poendapatan Taerah kewenangan perangkat dacrah
wakin Kewenangan Peranghat

Tersadianya Rencana
Pengelobian Retribusi
Daerah

Jumilah Dokumen Rencana
Pengelolaan Retribusi Daerah
[Dokumen]

2.2001.2.04.0001 -
Perencannan
Pengelolaan Retribusi
Daecrah

Jumiah Dokumen=Total dekumen
rencana pengelolaan retribusi
daerah dalam 1 tahun

Tersedinya Haasil

Jumiah Dokumen Hasil Analisis

2.23.01.2.04,0002 -

Jumilah Dokumen=Total delkumen

Analizis seria gerta Pengembangan Retribusi Analisn dan hasil analisis serta
Pengembangen Retribusi | Dacrah dan Kebijakan Retribusi Pengembangan pl:ngﬁnhnnguu +Doluamen
Daerah dan Kebijalan Draerah Retribusi Dacrah, serta kebijabkan
Retribusi Dacrah Penyusunan Kebijakan

Retribugi Dacrah —
Terlaksanamyn Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan | 2.22.01.2.04.0003 - Jumlah Totnl=Total laporan hasil
Penytluhan dan den Penyebariuasan Kebijakan Penyulubhan dan pen]_.futuhan d-.=u:| E:nychMuasun
Penyebarluasan Retribus Dasmhb (Laporan) F:n:_r_n:lmﬂuaam? _ kebijakan retibusi daerah dalam 1
Kebijakan Retribued Kebijakan Retribusi Lahun
Daerah Diaerah

Tersedianya Data Ohjek,
Subjelk dan Wab
Retribusi Daerah

Jummlah Data Ohjek, Subjek dan
Wajib Retribusi Daerah {Dokumen)

2.22.01,2.04 0004 -
Pendatzan dan
Pendaftaron Olyel
Retribusi Daerah

Jumlah Data~Total unit data obyek,
subjek dan wajib retibusi daerah
dalam | tahun

Terlaksananys
Pengolahan,
Pemeliharaan, dan
Peluporan Data

| Retribusi Dasrah

Jumlah Laperan Hasil Pengolahan,
Pemeliharaan, dan Pelapoman Dl
Retritual Dasrah (Laporan)

2.3 01.2.04.0005 -
Pengolahan Data
Retribusi Daerah

Jumlah Total=Total Lpamin hasil
penpelolasn, pemelibarasn dan
pelagoran data retibusi dacrah
dalam 1 tahumn




Keletapan Retribusi
Dacrah

Fotribusi Daerah {Dokumen)

Penetapan Wajib
Retribusi Daerah
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BELEVAT Tersadinnya Dokumen Jumlah Dokumen Ketetapun 2.22.01.2.04,0006 - Jumlah Dokumen=Total dokumen

ketetapan retribusi dagrah dalam 1
thun

Tersedianmya Laporan
Pengelolaan Retribusi
Daeeah

Jumlah Laporan Pengelolaan
Retrlbusi Daerah [Dokumen)

223 01.2.04,0007 -

Potaporan Pengelolaan
Retribum Dacrah

Jumlnh Total=Total laporan
pengelolaan retibusi dasrah dalam
I tahun

Terdakeananya
Administras
Kepegawalan yang tepat
waktu

Persentase Pemenuhan
Adminisirasi Kepogawaisn
Perangkat Daerah

22201205 -
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumbah Total=Dokumen
adminsims kepegawaian

Teraedianya Unit
Peningkatan Sarana den
Pragarana Disiplin

Jumlah Unit Peningkatan Sarana
dan Prasarana Disiplin Pegawai
{Uimmit)

2.2201.2.05.000] -
Peningkatan Sarnd
dan Prasarmna Disiplin

Jumiah Palcet=% Llumlbah unit
peningkatan aarana dan prasarans

disiplin pegswai)

Pegawni . Pegawai i
Tersedianyn Pabkaian Jumlah Palket Pakalan Dinas ‘.1.'2!2.!31.’3.55.&':!:_!? - Jumlah Paket=3, :
Dinns beserta Atribut beserta Atribut Kelenghe par Pengadaan Pakaian (Jumiah pegawal yang mencrima pa
Kelengkapan |Paket) Dimas beserta Atribuac ket pakaian lenghkop)
Kelengkapannya o
Terlaksanamm Jumilah Dokomen Pendatasn dan | 2.22.01 2.05.0003 - Jumiah Dokumen=% periode
Pendntsan dan Pengslahan Administrasi Pendataan din (Dokumen pendataan+pengelahan
Pengolahan Adminisirasi | Kepegawaian {Dokumen) Pengalahan administrasi)
Kepegawiian Administrasi
Kepegawaian
Tarlaksananys Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi | 2.22.01,2,05.0004 - Jumlah Dulmm::n'Tntal dokirmen
Koordinasi dan dan Pelaksanasan Siatem Koordinasi dan hasil koordinasi+Dokumen
Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | Pelaksanaan Sistem pelaksanaan sistem informasi
Informasi Kepegawaian Informasi Kepegawaian | kepegaweian

Terlaksanamya
Monitoring, Evaluasi,

dan Pentlaian Kinerja

Jumish Dokumen Monitoring
Evaluasi, dan Penilaian Kinerj
Pegawai (Dheloumen)

2.22.01,2,05.0005 -
Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja

Jumlah Dokumen=%. periode
{Dokumen monitoringtevaluasi+pen
ilmian kinerja)

Pegawai - Pepial : -
Terlaksananya Jumlah Pegawai Penaiun yang 2,22,01,2.05.0006 - Jumlah Paket=} [Jumlah pegawa
Peroulangan Pegawai Dipulanglan [{rang Perulangan Pegawai pensiun yang dipulanglan)
vang Pensun . ; Pensiun :

1 Terlaksananys Jumlah Laporan Hasil 2,22,01.2.05.0007 - Jumlah Laporan=% periode

Pemulangan Pegrwi

Pemulangan Pegawal yang

Pemulangan Pegawai

[Dolkumen lapocan hasll

pemulangan pegaweal yang
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yang Meningeal dakam
Meolakemnakan Tugas

Meninggal dalam Melaksanakan
Tu Laporan

Terlaksananyn

Jumlah ASN yvang
dipindahtugaskan (Orang)

2,22.01.2.05.0008 -

vang Meninggal dalam
Mekiksanakan

mentnggal dalam melaksanaan
TuageLsh

Pemindahan Tugas ASN

Pemindahan Tugas ASN

Terlaksananya

Jumlah Pepawail Berdasarkan

Jumilah Paket=¥ {Jumlabh ASN vang
dipindahiugaskan)

222012050008 -

Jumlah Pegawal=%|pegawal per SKP
D vang mongikuti pelatihan sesuai t

Pendidikan dan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti | Pendidikan dan
Pelatihan Pegawal Pendidilean dan Pelatihan [Crang) Pelatihan Pegawai upoksi|
Berdasarkan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Fungsi

= Terlakeanamyn Jumilah Orang yang Menpibooti 2.22.01.2.05.0010 -
Sosialisast Peraburan Sosinlisast Peraturan Perundang- Somializasi Peratarnn
Perundang-Undangan Undangan ({Orang) Perundang-Undangan

Jumiah Dokumen=% [Orang yang
mengilut sosialisasl peraturnn
perundang-undangarn)

Terlaksananya
Bimbingan Telnis
Implementasl Peraturan
Perundang-Undangian

Jumlah Orang vang Mengikuti

Bimbingan Teknis Implementasi
Perattiran Perundang-Undangsn
J Aang)

2220012050011 -
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraburan
Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen=¥[Orang yang
mengikuti bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan]

Terlaksananya
Pelayanan Adminlstrasi
Umum Perangkat
Dacrah

Presentase Dolumen pemenithan
peliyanan Administrasi Umum
Perangkat Dmerah

2.2200.2.06 -
Adminiatrasi Ummim
Perangkat Daerah

Tersedinnye Komponen
[mistialiasi

Listnk fPenermngan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Inatalasi
Listrik fPensrangan Bangunan
Kantor yvang Disediakan [Paket)

Tersedianya Peralatan
dan Perlenghkapan
Kamtor

Jumiah Paket Peralatan dan

Perlenghapan Kanlor yang
Disedinkan (Paket)

2.2201.2 060041 -
Penyedinan Komponen
Instalasi
Listrik | Pencrangan
Banpunsan Kantor

Jumiah Total=Dokumen
pemenuhan pelayanan administras
umum perangkat daerah

| Jumlah Paket =¥ {unit distribusi
atau pengadaan komponen listrik
per periode)

2.22.01.2.06.0002
Penyedinan Peralatan
dan Perdenghapan
Kantor

Jumlah Paket= [unit pengadaan |
atau distribusi perlengkapan kantor
per periode)

Tersecdianya Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangss yang DHsed ik {F’H.l-?l.'-ﬂ

2.22.01.2.06,0003 -
Penyediaan Peralatan

Rumah Tangsn

Jumlah Paket=F[unit distribusi
atau pengadaan peralaton rumah
tangga per periodi)

Tersedinnya Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan (Paket)

2 22.01.2.06, 0004 -
Pcru«l:din.nn Bahan
l.n-gik‘HJ;!M_HE.nLnr

Jumlah Palket=7 [umnit distribus:
logistik kantor per perinde]




86
NSPK DAN PROGRAM /KEGIATANM S
Eﬂﬁmﬁ TLLIUARN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET
RELEVAN o G P Jumiah Paket Barang Celakan dan | 2.22.01.2.06,0005 - Jumlah Paket=J{unit distribusi
Cetakan dan Pengpandoan yang Disedialan Penyediaan Barang legmstik kanlor per periode|
Penggandaan (Paket) Cetakan dan
Penggandasn

Te:se-cli-hmra Brhan
Bacaan dan Peraturan
Perundong-undangan

Jumish Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undanpgan yang Disediakan

2.22.01.2.06.0006 -
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan

Jumiah Dokumen=F periode
[Doekumen bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

(Dokumen| Perundang-undangan per periode]
N Tersedianya Jumlah Paket Bahan/Material 232002 06,0007 - -Jmlill.h Paker=¥ junit bahan /
Bahan Material wyeing Disediakan [Paket) Ponyediaan material per periode)
Brhan/Material

Terlaksananva Fasilitas

Jumlah Laporan Fasilitas

2.22.01,2.06.0008 -

Jumlah Laporan=yiDokumen

Kunjungan Tamu Kunjungen Tamu |Laporan] Fasdlitasi Kunjungan laporan fasilitasi kunjungan tamu

Tamu per periode) . L
Terinksananya Jumiah Laporan Penyelenggaraan | 2.22.01.2.06.000% Jumlah Laporan=3 (Dokumen
Penyelenggaraan Rapat | Rapat Koordinasi dan Kensultasi Penyelenggaraan Rapat | laporan kegiatan rapat koordinasi/
Koordinasi dan SKPD (Laporan) Koordinasi dan kansultesi per pericde)

Konsuliasi SKPT

Jumlah Dokumen Penatmusahaan 1l
Argip Dinamis pada SKPD
{Drokumen|

Konsultas SKPD

222012060010
Penaiausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Terlaksananvia
Duikungan Pelakeanaan
Higstem Pemerintahan
Berbasis Elelironik
parda SKPD

Jumlah Dodounsen Dulkungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahban
Berbasis Elekironilk pada SKEPD
(Dakursen)

Jumlah Doku men=}, poriode
(Dolkumen penatausahnan araip
diinarms pada HK.F'IJ']

2,32 01.2.06,0011 -
Dukungan Pelaksanaan
Hislem Pemerintehan
Berbasis Elektromik
pada SKPDX

Jumlah Dokumen=¥ periode
{Dokumen dukungan pelaksanaan
sigtem pemernntahan berbasis
elekironik pada SHPDY

Terlaksananya .
Pengadaan Barang Milik
Draerah

Presentase Dokumen Pelayanan
Pengrcdsan Barang Milik Daerah

=)

2.22.01.2.07 -
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunng
Urissn Permernntah
Dacrah

Jumlah Total=Dokumen pelayanan
pengadaan barang milik daerah

Tersedianya Kendarann
FPerorangan Dinaa atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang Disediakan
[Unif)

A2 01207 0001 -
Pengadaan Kendaraan
Peromangan Dinaa atau
Kendaraan Dinas

Jabatan

Jumlah Unit=Y jkendaraan
perorangan dinas atau kendarsan
dinas jabatan nktif per pernngkat
daeruh)




87
WEPK DAN ' PROGRAM | KEGIATAN
RNE""E’HD"E’:‘ I T SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR RO KET,
RELEVAN -

Tersedinnva Kendarsan
Dinas Operasional atay
Lapangan

Jumlah Unit Kendaraonn Dinas

Operasionn] atau Lapangan yang
Mhsediakan {Unit)

2.22.01.2.07.00032 -
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapingan

Jumlah Unit=% (kendaraan
operasinnel f lapangan akdil per
perangkst dacrah)

Tersedianya Alat Besar

Jumlah Unit Alnt Besar vang
Disediakan [Unit)

2.22.01.2.07.0003 -
Peopadasn Alat Besar

Jumilah Unit=7 funit abst besar per
periode)

Tersedianya Alat
Angkutan Darat Tak
Bermaotor

Jumish Unit Alnt Anglutan Darat
Tak Bermotor vang Disediakon
(Unit)

222,00 2070004 -
Ponpgadasn Alat
Angkutan Darat Tak
Bermotor

Jumlab Unit=¥ (unit alar angkoian
claral ek bermaotor per periode)

Tersedianya Mebel

Jumiah Paket Mebel yang
Insediakan (Unit]

Tersedianya Peralatan
dan Mesin Lainnys

Jumlah Unit Perslatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan (Unity

22301 .2.07. 0005 -
Pengadaan Mebel

Jumlah Paket=Y|unit distribusi
atau prngadaan mebel per perioge|

2,22 01.2.07.0006 -
Pengadaan Peralatan
dan Mezin Lainnva

Jumlah Unit=¥ fumnit
peralatan fmesin lninnya yang
tersedin dan Lercatat)

Terull-ﬂi.u.n_'r‘a Aszet Tetap
Lainnya

Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya
vang Mesdiakan {Unit)

2.52.01.2.07.0007 -

Pengadaan Aset Telap
Lainnyn

Jumiah Unit=Y{unit aset tak tetap
lainnya per periode)

Tersedianya Asct Tak
Berwiijud

Jumiah Unit Aset Tak Berwujud
vang Disediakan (Unit}

293 01.2.07 0008 -
Pengadaan Aset Tak
Berwegud

Jumlah Unit=Fjunit aset tak
herwujud per periode]

Tersedianya Gedung
Kanbor atan Bangunan
Lainnyve

Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainoya yang
Disediakan (Unit)

2.22.01.2,07 0009 -
Pengedaoan Gedung
Kantor atau Banjuunan
Lainmya

Jumlah Unit=} junit gedung kantor
atau hangunan lainnya per periode)

Tersedinnyva Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atay Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Serana din
Prasarana Gedung Kanbtor atau
Bangunan Lainmya yang
Heediakan [LInit)

2.22.01.2.07.0010 -
Penpadesan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kanior atag Bangunin
Lainnva

“Jumlah Unit=% junit sarana dan
prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnye per periode)

Tﬂ'&edi.ﬂ.l;l.?,fﬂ Barana dan
Prasatana Pendukung
Credung Ranior AEAY
Bangunan Lainnya

Jumiah Unit Sarana dan
Prasarana Pendulkung Gedung
Kantor ataw Bangunan Lainnya
vang Disediakan (Unit)

2.22.01.2.07.0011 -
Pengadaan Sarana dan
Prasarna Pendubung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlsh Unit=¥|unit sarana dan
prasarana pendukung pedung
kantor atau bangunan lainnya per
periode)
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RELEVAN Terlnksananya Presentase Laporan Penyediaan 2.22.01.2.08 - Jumlah Total=Laporan penyediaan
Penyediasn Jasa Jasa Penanjang P:ng.ra:!innn Jusa jasa peounjang urusan pemerintah
Penunjatig Urisan Urusan Pemerininhan Dacrah Penunjang Urasan dacrah
Pemernntah Dasrah Pamerintahan Daerab E A
Terlaksananya Juminh Laporan Penyediaan Jasa | 2.22.01.2 08.0001 - Jumniah Laporan=¥(laporan jass

Penyvedinan Jass Surat

Sumi Menyarat (Laporan]

Penvedinan Jasa Sural

sural menyural yang tersedia

Menviral _ ] heEmyurat —— dalam periods pelaporan)
Tersediarva Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 2.22,01.2.08.0002 - Jumlah Laporsn=E(laporan
Kommunikasi, Sumbxer Komunikasi, Sumber Daya Air dan | Penvediaan Jasa p:n;u:haan per periode / per unit
Daya Air dan Listrik Listrik vang Disedinkan [Laporan| Eomunilcis, Sumber kerja

i Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 2.22.01.2.08.0003 - Jumlah Laporan=E{laporan
Perglatan dan Peralatan dan Perlengkapan Penvediaan Jasa penyediaan jasa peralatan dan _
Perlengkapan Kantor Kantor vang Disediakan (Laporan) | Peralatan dan perlengkapan kantor yang lersedin

Perlengkapan Kantor dalum periode pelaporan)

Tersedinnya Jasa
Pelayanan L

Jumlah Laporan Penpodisan Jasa
Pelayanan Umum Eantor yang

222 012080004 -
Penyediaan Jas

Jumlah Laporan=% {laporan jasa
umum kantor yang tersedia dalam

Keunbor Disedinkan [Laporman) Pelayanan Umum perinde pelaporn)
Kantor =
Terpeliharanya Barang Presentase BMD dalam Kondisi 202 01.2.00 - Jumilah Tetal=Laporan penilaian

Milikk Daerah

Baik

Pemeliharnon Bamng
Milik Daerah Penunjang
Uriuean Pemenintahan
Daerah

BMD dalam kondisi bailk

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biava
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
THnag atau Kendaman
Dinas Jatbztan

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atwg Kendaraan Thinas
Jabatan yang Dipelibara dan
dibayarkan Pajukoys [Unit)

2.22.01.2.09,0001 -
Penysdinan Jasa
Pemeliharnan, Bruras
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Peromangan Dinas atay
Eendaraan Dinas

Jumiah kendarpan jabatan=F jumt
kendaman yang dirawant dan
dibayar pajaknya dalam 1 tahun)

Jabatan L
Terscdianyn Jasa Jumlah Kendarsan Dirnas E-ﬂ.ml.z.u-;.mu: - Jumlah kfﬂdEl‘E.EJ:.l'El:l.ll'ljl
Pemelihoraan, Bisya Operasional atan Lapangan yang Penyediaan Jasa kendarasan yang dirawat dan

Pemeliharaan, Priak dan
Perizinan Kendarasn

Dipeliharn dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya [Unit}

Pemelibaraan, Biaya
Pemeliharnan, Pajak
dan Perizinan

dibsyarkan kewajibannys dalam |
tahun)
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Dinas Operasional atau
Larpangan

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemelilharaan darn
FPerizinan Alat Besar

Jumlah Alat Besar yang Dipelihara

dan dibayarkan Perizinannya
[Linit]

_Lapangan

Kendaraan Dinas
Crperasional ateu

2.22.01,2,09.0003 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biayw
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Buya
Pemeliharaan dan

Perizinan Alat Angkutan Pemcliharaan dan I tahun)
D;II:I': Tak Bermaotor Periznan Alat Anglutan
Daral Tak Bermotor

Jumlah Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor yang Dipelinara dan
Dibavarkan Perizinonnya {Unit)

Jumlah Unit=%{unit alat besar yang
dipehhara dan dibayarkan
perizinannya dalam 1 tahun)

2.22.01.2.00.0004 -
Penyedinan Jasa
Pernelit B

Jumilah Urnib=3 jumit alal.'h:nékiitla.'u'_
darat tak bermotor yang dipehihara
dan dibayarkan peridnannyva dalam

Terlaksananya
Pemeliharaan Mebel

Jumiah Mebel yang Dipelihara
(Lirit]

222 (1.2.09.0005 -
Pemelihpnman Mebel

Jumlah mebel dipelihara=¥ [unit
mebe] yang diperbailafdipeliharn
dalam | takve)

| Terlaksananya

Pemeliharasn Peralatan
dian Mesin Latnnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnys, yang Dipelibara (Unit)

7.23 01.2.09.0006 -
Perncliharaan Peralatam
dan Mesin Lainmya

Jumlah mebel dipelihara=¥ funit.
mebs] vang diperbaiki/dipelihara
dalam | tahwumn

Terlaksana Jumilnh Aset Tetap Lainmyn yang 2.22.01.2,09.0007 - Jumlah A.a:ul=‘;11:nir Asel tetap
F:m:ii.haragiljm.ﬁ.aﬂ Tetap | Dipelihara (Unit) Pemeliharaan Aact lainnya yvang dipelibara dalam 1
Lainriva Tetap Lainnys L)

Terlnkaananyn Jumlah Asel Tak Beremjud yang Q2 2301.2.09, 0008 - Juirmbkish A.Ml-ﬂumt asct ak
Pemeliharaan Aset Tak Mipetihara (Unit) Pemeliharan Asel Tak bereujud yang dipelibara dalam 1
Berwujud i — Berwujud tahun)

T:r]pksaﬁaﬁ Jumlah Gedung Kantor dan o 2201.2.00.0009 - : .J1:11'.r|luh Credung yang
Pemeliharasn/ Rehabilita | Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilit | Dipelihara=E[unit bangunan

81 Gedung Kanter dan Dipelihara/Direhabilitas (Unit) as1 Gedung H_at'l.b:lrdnn dengan kegin i perneliharaan atau
Bangunan Lainnys:s Bangunan Lainnya mhﬂHhLam_dan:ﬂ _L‘tg_h_um
Terlaksansnys Jumlah Sarana dan Prasarana 2.22.01.2.09.0010 - Jumlah Unit=¥[unit sarana dan

Pemelibaraan / Rehabilita
si Sarmna dan Prasarana
Gedung Kantor atnu
Banpunan Lainoya

Gedung Kantor atms Banguran
Lainmya yang
Dipeliharn f Direhabilitasi [Unit)

Pemelihaman fBehabilit
ael Sarana dam
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainmya

prasarana gedung kenlor gt
bangunan lainnya yang
dipelihara {direhabilitas: dalam |
tahun)




Kantor atgu Bangurnan
Lainnva

Gredumg Kantor atau
Bangunan Lainnya
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| NSPK DAN
SARAN FROGRAM / KEGIATAN |
E'.I;Jh'l[} YANG TLLIETAN SASARAN OUTCOME QUTPUT IMDIKATOR SUBKEGIATAN KET,

RELEVAN o Jumlah Sarans dan Prasarensa 2.22.01.2.09.0011 - Jumlah Unit=}(unit sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilita | Pendukung Gedung Kantor atau Pemeliharaan/ Rehahbilit | prasarana pendukung gedung
51 Sarana dan Prasarana | Bengunan Lamnya yang asi Sarana dan kantor atau bangunan lainnya yang
Pendulung Gedung Dipelithara/Dirchabilitasi {Unit) Prasarana Pendukung dipeliharafdirehabilitas dolam 1

taskiuamn)

Jumlah Luss tenah=¥[Luas tanah

Terlakzananya Luas Tanah yang Dilakukan 2.22.01 2090012 - : : )
Pemeliharaan/REehabilita | Perneliharaan / Rehabilitasi (Ha) Pemcliheraan /Rehabilit | vang dilakukan pemelibamonf
sl Tanah a8 Tanah rehabilivasi dalam 1 tahun)
Terlaksananya Perscntase pemenuhan 2,22.01.2.11 -

Administras: Keuangan
dan Operasional KEepala
Daerah dan Welkil
Kepaln Deernb

Administrasi Keuangan dan
Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Admintstrasi Keuangan

dan Operasionnl Kepala
Doernh doan Walkdl
Kepala Daerah

Jumlah orang=Kepala Daerah |
altif+Wakil Kepala Daerah akil

Tersedmnyn Gaji dan
Tunjangan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepels Daerah

Jumbah Orang yang Menerima Gaji
den Tunjangan Kepala Daerah dan
Wikl Kepala Daerah
{Orang/Bulan)

2.22.01.2.11.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala
Dracrah dan Wakil
Kepala Daerah

Jumlah orang=Kepala Daerah
aktifrWakil Kepala Dacrah aktil

Tersedianya Pakainn
Dinas dan Atribul
Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerzh

Jumlah Paket Pakainn Dinas dan
Atribut KEelengkapan Kepala
Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah
vang Msedinkan (Paket)

Terlsksananya Medical
Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah

Jumlah Drang yang Mengikuti
Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Deerah {Orang

2.22.00.2,11.0002 -
Penyediasn Pakaian
Drinas dan Atnbut

Kelengkapan Kepala
Daeral dan Wakil

_Kepala Daerah

Jumlah Paket=¥Llumiah paket
pakaian dinas dan atribut
kelengkapan kepala daerah dan
waldl kepala deerah per pericde)

2.22.01.2, 11,0005 -
Pelaksanaan Medical
Check Up Kepala
Daerah dan Wekil
Kepala Daorakh

Jumiah Orang=3{Orang yang
mengikuti medical check up kepala
daneruh dan wakil kepala daerah per
periodef

Tersedinmyn Dons
Penunjang Operasional
Kepala Dacrah dan
Wakil Kepala Daerah

Jumiab Orang yang Menerima
Dana Penunjang Operasional
Kepals Daerah dan Walkil Kepala
Duserah (Orang/Bulan]

2.22.01.2.11.0004 -
Penyedinan Dhna
Penunjang Operasional
Kepala Dacrah dan
Walkil Kepala Daerab

Jumlah Orang=¥{(lmng yang
menerima gaji dan tanjangan
kopala dacrah dan wakil kepals
dasmh per periode)




a1
e PROGRAM / KEGIATAN
hn AN  TUJUAN SASARAN OUTCOME QUTFUT INDIKATOR abdetnd blermth KET.
EELEVAN : == =
e i Tingkat Partisipas Masyerakat 2,22.02 PROGRAM Jumlak purl:_mpusl masyarakal
:{eﬁﬁﬁ Terhadap Pengembengan FENGEMBANGAN terhadap objek pengembangan
masyarilal Kehudeysan KEBUDAYAAN kebudsyman yang dilindung tahun
dal:!"n‘:'; M [/ Jumlah partisipasi masyarakat
pengembangan hmdh :I:J]Equhjck pl:rlﬁ:dlrﬂhanga;h
u an yang dilend g Ui
i N-1 = 100%
Meningkatnya Ohjek Jumlah Dbjek Pemajuan 2.22,02.2.01 Pengelolan | Objek pemajuan kebudayaan yang
Kebudayvaan yang Kebudayaan vang dilestarikan n Kebudayasn yang dilestarikan Tahun N f x 1005
terkebala Masyarakat Pelakinya Objek permajuan kebudayaan yang
dalam Daerah dilestarikan tahun
Kabupaten /Kota N-1
i i 02201, g i budoyaan yang
Terlaksananys Jumlah Ohjek Pemajuan 2,22.02.2.0L.0001 Ohbgele pernajuan ke ¥
Pelindungan, Hebudayaan vang Dhikakulan Pelindungan, dilakukan pelindungan,
Pengembangan, Pelindungan, Pengembangan, Pengembangan, penpembangan, pemaniaatan

Pemanfaatan Ohjek
Pemajuan Kebudayaan

Pemanfaatan

Pemanfaatan Ohjek
Pemajuan Kebudayaan

Tahun N / x 100% Objek pemajuan
kebudayaan yang dilakukan
pelindungan, pengembangan,

C T

Terlaksananya
Pembinean Sumber
Diaya Manuasia,
Lembaga, dan Pranata

Jumlah Peserta Pembinaan
Bumber Dava Manusia, Lembaga,
dan Pranata Kebadayasan

23302201 0002
Pembinann Swuinber
Daya Manusia,
Lembaga, dan Pranata

Pegeria pembinaan sumber daya
manusia, lembagn dan pranato
kebudayaan tahan 8 f x 100%
Peserta pembinaan sumber daya

Kebudayann manusia, lembaga dan pranata
Kebudayaan i e
M-1

Terlaksannnya Jumlah PPED Eabu p:.ui:nn,l'l':ﬂ:a 222022010003 FPKD kabupaten /kots yang
Penyusu nan, yang Disusun, Dicnutakhirkan dan | Penvusunan, |:|-1::lu:un, dirmutakhirkan dan
Pemutakhiran, Ditetapkan Pemutakhiran, ditetapkan tehun N § x 100%
Penetapan FPED Penetapan Pokok PPKD kabupaten/kota yarg
Kabupaten, Koty Pikiran Kebudayann d!auaun. dimutakhirkan dan

DPrasrah {PPED) ditetaplkan tahan

Kabupaten/Kata N-1

Terlakasnanya
pembinaan Sumber
Payi Manusia Bidang
Kebudavaan

Jumlah Sumber Daya Manusia
Kehudriaan yvang Dhking

2.22.02.2.01,0004
Pembinaan Samber
Diaya Manusia
Kebudayaan

Sumber doya manusia kebudayaan
vang dibina tahun N [/ x 1007
Sumber daya manusia kebudayaan




Pemanfaatan Objek
Pemajuan Tradisi

Pemanfaatan

Pemanfanian Objele
Pemajuan Tradisi
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HEPK DAN PROGRAM JHEGIATAN
m;ﬁqmmn : A‘:‘ o| TusuAN SASARAN OUTCOME OUTPUT [NDIKATOR i et / KET.
RELEWAN vang dibina tahuan
N-1
= Terlaksananya Jumlah Lembaga dan Pranata 2.23.02.23.00, 0005 Lembiga dan pranata kebudayaan
Pembinaon Lembaga Kebudayaan yang Dibina Pembinaan Lembaga vang dibina tehun N a0 100%
dan Pranata dan Pranata Lembagn don pransts kebudayann
Rebudayman | Eebudayaan dibina tahunh-1 I
Meningkatnyn Jenis Persentase Jumlah Jenis Kesenan | 2.22.02,2.02 Pelestarian | Jumlah jenis kesenian tradislonal
Kesenian Tradisional Tradisional deerah yang Kesenian Tradislonal daerah vang dilestarikan tahun N /
duerah yang dilestartkan | dilestarikan yung Masyarakat x100% : -
Pelakunya dalam Jumlah jenis kesenian tradisional
Daerah daecrah yang dilesiarikan tahun
Kabupaten / Kota M-1 R
Tarlaksananya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi 203 022020001 Objek Pﬂl‘l:l.l!.ju:ln L|'4=..|.|'.‘|l3i budaya
Pelindungai, Budaya vang Dilakukan Pelindungamn, yvang ditakukan pelindungan,
Pengembangan, Pelindungan, Pengembangan dan Pengembangan, pengembangan dan pemanfratan

tahun N § = 100%
Ohjek pemajuan trodisi budayas

Budaya Budava yang dilakukan pelindungan,
pengembangan dan peman Evaian
tahun
N-1 ol

Terlaksananys Jumlak i_apﬂm_n Pembinaan 2.22.022.02.0002 Laparan pembinaan sumber deava

Pembinaan Sumber
Daya Manusks,
Lembaga, dan Pransta

Sumber Dayn Manusia, Lembaga,
dan Pranata Tradisional

Pembinnan Sumbser
Daya Mamuaaia,
Lembaga, dan Pranata

manusia, lemhbaga dan pranata
tradisional taben N /e 100%%
Laporan pembinagn sumber daya

i Tradisional mansia, lembaga dan pranata

R iradisional tahon
N-1

Tersedianya Jumlah Urang)/Lembaga yang 2.22.02.2.02.0003 Orangflembaga yvang diberi
Penghargaan kepada Diberi Penghargaan untuk Mereka | Pemberian Penghargaan | penghargaan untuk mereka yang
Pihak yang Berpreatasi vang Berjasa dalam Pemajuan kepada Pihak yang berjasa dalam pemajuan
atey Berkontribusi Luar | Kebudayaan Berprestast atan kebudaysan tahun N [/ x 100
Blasa Sesuni dengan Berkontribusi Luar Orrang flembaga yang diberi
Prestisi dan Biasn Sesuai dengan penghargaan untuk mercka yang
Kontribusinya dalam Prestasi dan herjasa dalim pernajuan

Pemajuan Kebudayaan

Kontribusinya dalam
Pemajuan Kebudayaan

kebudayaan tahunM-1




informasi sciarah
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NIEPK DAN PROGREAM KEGIATAN
RE;‘E",;:"H o| Twuan SASARAN OUTCOME QUTPUT INDIKATOR sumn:; il / KET,
RELEXAN Meningkatnya Presentase Kesenian Tradisional 2,220 PROCEAM Jumilah kesenian tradisional yang
perRn serta yang Dilestarikan dan PENGEMBANGAN dilestarikan dan dikembangkan
masyarakat Dikembangkan KESEMNIAN S 1005, . o
Aslain TRADISIONAL Jumniah kesenian tradisional
W“wtﬂ“gﬂn terdata
kesenian
tradisionsl . . - r
Meningkatnys lembaga Jumlah lembaga atau pelaku E.EE-L:I_E.E.IH Pembinaan l..:mltmun atai pelakil kesenian
dan pelaku kesenian leesenian tradisional yang terdata Bessnian yang tradizional yang terdata
yang akuf dan terbina dan tervalidast Masyarakat Pelakunya Fox 1000 . !
dalam Daerah Jumilah kesenian tradisional
Kabupaien / Bola tervalidasi
Terlaksananyi Jumilah Sumber Days Manasia 2.22.03.2.01.0001 sumber daya manusia kesenian
Pendidikan dan Kesenian Tradisional vang Peningkatan Pendidikan | tradisional yang mendapat
Pelatihan Sumber Daya | Mendapat Pendidikan dan dan Pelatihan Sumber pendidikan dan pelatihan
Manusia Kesenian Pelatihan (Ditinglatkan Dava Manusia Kegenian | f x LO0% _
Trodizional Epmpetensinyal Tradisional sumber days manusia kesenian
tradizional yang mendapat
pendidiken dan pelatihan terdaia
= Tersedumnya Jumlah Sumber Dava Manuea 227 3201 .0002 Sumber daya I'El.-ll.11l.1=d»:itl_ I'Dl:!'lfﬁl'li-ﬂ.l'l
Srandardisasi da Kesenian Tradisonal yang Standardisasi dan tradizional yang mengikuti proses
Sertifiknst Sumber Daya | Mengikuti Proses Standarisasi Sertifikasl Sumber Deyva | standarisasi
Manusia Kesenian Manugia Kesenian Ao 1005 ) I
Tradisional Sesuai Tradisionnl Sesual Sumber daya manusia kesenian
dengan Kebutuhan dan dengan Bebumuhan dan | tredisional tecdata
Tuntutan Tuntutan T —
Terlaksananya Jumlah Lembaga Kescnian E-EE;.DEI.E.DLD:II}EI L-n_:n:nl:ngu kesendan l_.r'ad.lamnal yang
Peningkaton Kapasitas | Tradisional yang Ditinghkatkan Peningkntan Kapasitas | ditingkatkan kapasitasnya/ x
Tata Kelola Lembaga Kapasitasnyi Tata Keloka I..cm]l.uga 100%Lembagn kesenian tradisional
Kesenian Tradisional Kesenian Tradisional terdata S
Meninghkatnva Tingkal Partisipasi Masyamkatl 2.22.04 PRGE'-.RFLH Tingkat Pﬂrr.in?ipnsi Hi._ayarakat
akses masyarakal Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal FEMBINAAN SEJARAH | Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal
terhadap tahun N

S o= 1005
Tingkat Partisipasi Masyarakat
Terhadap Tinjausn Sejarah Lokal

| Target 5 Tahun
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HEPK DAN .
PROGRAM  KEGIATAN/
nmﬁrﬂg TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET.
RELEVAN T p Sejarah Jumish gﬂmh Laolal yang 2.22.04.2.0] Pembinoan | Sejarah lokal vang tercatat dan
Lokal yanpg Lerkelola tercatat dan terdokumentasikan Sejnrah Lokal delem 1 terdokumentasikan tahun N
{Satu} Daerah §® 100%
Enbupatenf Kota Sejarah lokal yang tercatat dan
N . terdokumentasikan Target 5 Tahun
Terlaksananya Jumlah Sumber Daya Manusia 2.3 (4.2.01.000] Sumber daya manusia dan lembaga
Pemberdayaan Sumber | dan Lembaga Sejarah Lokal Pemberdayasn Sumber | sejarab lokal provinsl yang
Daye Manusia dan Provinsi yang Diberdayakan Dayn Manusia dan diberdayakan tahun N
Lembaga Scjarah Lobal Lembaga Sejarah Lokal | f x 100%
Provinsi Kabupaten / Kotn Sumber daya manusia dan lembaga
sejareh lokal provins viang
- diberdayakan Target 5 Tahun ]
= Tersedianya Sarana dan | Jumlah Sarana dan Prasaramna 2.22.04.2.01.0002 Sarana dan prasarana pembinaan
Prasarana Pemblnaan Pembinaan Sejarah Penyvedinan Sarana dan. | agjarsh tahun N
Sejaruh Prasarana Pembinaan J = 1005
Sejarah Sarana dan prasarana pembinaan
. . sgjarah Targed 5 Tahun
Tersedianya Date dan Jumlah Doloumen Data dan 2,22.04.2.01.0003 Dokumen data dan informasi
Informaci Sgjarah yang Informuasi Sejarah yvang Dapat Peningkatan Akses sejarah yang dapat diakees
Diakses Masyvarakat IMakees Masyarakat Masvarakat Terhadap masyarakat tahun M/ x
Duta dan Informsasi 100 Dolkumen dats dan informasi
Scjarah gsejarah yang dapat diakses
. masyarakat Targel 5 Tahun
Meningkatnya Perseniase Cagar Budaya dan 2.22.05 PROGRAM Jumlah cagar hud:a.:.m tinghat
warigan budaya Warisan Budayva Tak Bonda vang PELESTARIAN DAN Imbupnten yang ditetapkan
yang dilestarikan dilestariban PENGELOLAAN CAGAR | [ x 100%

jumiah objel diduga cagar budaya

Meningkatnya Cagar
Bludaya yang ditetipkan

Peramitase Cagar Budaya
Peringknat Kabupaten yang akan
ditetaphkan

2.22.05,2.01 Penewapan
Cagar Budaya Peringlkat
Kabupaten / Kota

Jumlah cagar budaya tingkat
kabupaten yang ditetapkan

S o= 100G

jumibah objek diduga cagar budaya

Jumlah Objek Didugs Cagar
Budaya vang Didafiarkan

222 052.01.0001
Pendaftaran Objelk
Mdugs Cagar Budayva

Oljek diduga engar budaya yang
didaftarkan

S w1

jumlah objek diduga capar budava
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MEP¥K DAN
5 PROGRAM /| KEGLIATAN
Eﬁ“ﬁﬁﬂ o TwuAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR S RELTA KET.
RELEVAN : 3
Jumlsh Objek Cagar Budaya yang | 2,22.05.2.01.0002 Cihjek cagar budaya yang
Ditetaplkan Penetapan Cagar ditetapkan
Budeya £ x 100%
Jumilah objek didugs cagar budaya
Jumlah Warisan Budaya Tak 222 (05.2.01.0003 Warisnn budayn tak bends yang
Benda yang Diusulkan Penguasulan Warisan ehiuiau lkam
Budayn Tak Benda F o 100
jumiah dluga warsan budava tak
Meningkatnya Jumlah Jumlash Cagar Budays yang 2.22.05.2.02 Cagar budaya yang dipelihara
Cagar Budaya yang pelihars Penpelolaan Cagar F o 100%
sudah dileelola Budaya Peringhkat jumlah objek didoga cagar budaya
Kabupaten/ Kola
Terlaksrnanyva Cagar Jumlah Obick Cagar Budaya yang | 2,22.05.2.02.0001 Orbjek capar budaya . yang
Budaya yang Dilindungt | Dilindung Pelindungan Cagar dilindungi) x 100%jumlah objek
; Budayit didugs cagar budayn
Terlaksanakannya Jumlah Objek Cagar Budava yang | 2.23.05,2.02.0002 Objck cagar budaya yang
Penpembangan Cagar Dikembangkan Pengembangan Cagar dikembangkan
Budava Budaya J = 100,
jumlah objok didugs cagar budaya
Terlakzananyn Jumliah Objek Cagar Budaya yvang | 2.32.05.2,02.0003 Objek cagar budaya yang
Pemanfoatan Cagar Cimanfaatikan Pemanfaatan Cagar diman itk
Budaya Budava J = 100%
) | jumiah objelk didugs cagar budaya
Terlaksananya Jumlah Cagar Budaya dan Objek 2.22.08.2.02.0004 Cagar budaya dan objek pemajuan
[mventarisasi Cagar Pemajuan Kebudayvaan yang Inventarisasi Cagar kebudayasn vang diinventarisasi
Budaya dan bjek Diinventarisasi Budaye den Objek Jx 1005
Pemajuan Kebudayuan Pemajuan Kebudayaan | juminh obyjek diduga cagar budaya
dan objck pemajuan kebudayasn
Meningkatnya Persentase Kunjungan Wisatowan | 2.22.006 PROGREAM pENEUnLnE MUsSsm
tata kelola ke Museum PENGELOLAAN Jox 100%
RS PERMUSELUMAM jumlah kunjungan wisatawan
budaya
Meningkatnya Jumlah Presentase Pondirian Museum 2.23.06.2.01 Jumlah pendirian museam daermb
muscum sejarah Dacrah | Daerah yang terbangun Pengelolaan Museuwm wang terbangun
yang terbangun Kabupaten [ Kotn S 1009



Pengembangan, dan

Pengembangan, dan Pemanfatean

Pengemhangan, dan
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NSPK DAN PROGRAM fEEGIATAMN Y
ooy M LT SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN Tk
RELEVAN jumlab musewrn daerab yang
. terbangun S
Terlaksananys Jumibah Eoleksi Muscum vang 222062010001 Holekai musenm yang dilakukan
Pelindungan, Dilakukan Pelindungrmn, Pelindungan, pelindungan, pengembangan dan

pemanfastan kolehsl secara

Pemanfaioan Kolekal Koleks Secara Terpadu Pemanfanvean Koloksi terpadu
Becara Terpadu Becara Terpadu f = 1000 )

jumlah kolelsi mascum
Terlaksananyn Jumlah Sumber Daya Manusia 2.22.06.2.01.0002 Sumber daya manusia
Peningkatan Mutu dan Permuseuman yang Ditingkatkan Pembinaan dan PETMUSEWMAn yang ditinglatian
Kapasitas Sumber Daya | Mutu dan Kapasitasnya Peningicatan Mutu dan mutu dan kapasitasnya

Manusia Permussiman

Mcnjngj-:.um!.ré Pelayanan

Jumlah Pelayanan dan Akses

Kapasitas Sumber Daya
 Manusia Permussuman

10 jumlah sumber daya manusia
PECMUSEU TN

222052010003

Pelayanan dan akses masyarakat

dan Akses Masyarakal Masyarakat Terhadap Muscum Peningkatan Pelayanan | terhaodap meeum
Terhadap Museurn dan Akees Masyarakat # % 100

Terhadap Museidm jumlah pelavanan dan akses
Terlpksananya Jumlah Sarana dan Prasarana 2.22.06.2.01.000 Sarana den prasamnag mosenm
Pervediaan dan Museum vanyg Tersedia dan Penyediaan dan yvang tersedia dan terpelihara
Pemelihnman Ssrana Terpelibara Pemeliharaan Sarana Ao 100G
dan Prasarana Musewm dan Prasarans Museum | jumlab sirans dan presarens

TSI

Terlaksananr
Revitalisasi Saranag dan
Prusarana Museum

Jumlah Sarana dan Prasarana
Museurn vang Direvitalisis

2.22.06.2.01.0005
Eevitalisasi Sarana dan
Prasarana Museum

Sarans dan prasarana MWseum
vang divevitalisas

Jox D00

jumlah sarana dan prasamnn
U SELLET

Terinksananysa _
Pengelolaan Operastonal
Museum

Jumlah Layvanan Operasional
Museum

2.22.06,2,01,.0014
Pengelelaan Operagional
Muscum

Layanan aperasional musenm
o 100

jumlsh Lyanan operssional
TEELLIm

Terlibatrya Masyarakal
dalam Penyelenggaraan

Jumlah Orang yang Terlibat dalam
Penyelengearaan Kegiatan Publik

220062010015
Pelibaian Masyarakat

Orang vang terlibat dalam
penyelengaraan kegintan publik di

Kegiatan Publik di di Museum dalam Penvelenggnman | musesurm
Museum Kegiatan Puablik di P K
Museum jumiah sumber daya manusia




penyedinan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarunn Taman
Budaya

pemeliharaan sarnna dan
prassrmna Taman Budaya

Penyediazn dan
Pemeliharaan Serana
dan Prasarma Taman
Brudays

o7
NSPK DAN PROGRAM/KEGIATAN/
SABARAN &|  TIRIDAR SASARAN OUTCOME CUTPUT I HIATER SUBKEGIATAN Lo
EPIMD YA = L
AR Terlnksananya Jumilah penyvediaan dan 2.22.06.2.01.0006 Penyediasn dan pemeliharaan

fATANA dAN prasarans tRman
baidaya

S 100%
jumiah taman budaya

Teriaksananya Jumlah Layanan Operasional E-ii.ﬂﬁ-ﬁ.ﬂfﬁﬂlﬂ ;
Pengelolaan Operasional | Taman Budaya Pengelolaan Operasional
Taman Budaya Taman Budaya

Sumber: Hasl Analisis Disbud, 2025

Layanan operasional mean
budayaf x 100%jumlah taman
b
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Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Pembahan DPA-SKPD

BIOANG URUSAN | PROGRAMN | BABELINE TARCET DAN PAGL INDIKATIE TAHUN KET
DUFTCOME | KEQIATAN | IHMEATOR OUTCOME § QUTPUT TAHUN 2004 e[ - A HAG FRED]
BLEKECNTAN OUTFUT x4 TARGET PAGL TARGET “PAGU TARGET PAGU TARCET PAGL TAMGET ]
i 7 3 4 5 [ 1 ] 0 I7] 11 [E 13 T
Ellﬁii, %‘"ﬁﬁ:‘:ﬁ“ﬂ}““ I3, 555,625,365 1213674 1,090 13156, 74 0 00 13,196,741 980 13136741990
| BIDANE EEBULMYARN
7.22.01 - PROGRAM PENUN.JANG e
UFLSAN PEMERINTARAN DAERAH O 452727 1S ), A0 L0 S 500, 340 TS 00 340 10548 3000, 340 |5
KABLPATEN | KOTA - .
mrdﬂtrﬁr:ﬁilgn Krinla Insernal m:“ mﬁﬂm"ﬁ" a BT 0 .456.273.715 A R TR el 10,5250, 340 B5 10,548, 2910 340 6l 1948 300,340
|_Peranghkat Og erunghut Daerah {Pai
Indelos Monnjemen Risfko Permnphat 0 @l (] 63 2] 65
Daersb [Painf —
2.2, 2,01 - Perencanans,
Penganggaran, dan Evalussi Kinega 314, 1940540 TR0, 340 . T, 10 ATH. A0 TR TO0, 340
_Ferm Cisgrali
Terlaksanasys Ferencana
Pt et diin Tvbast Koathi Hili AKIF {Poini) a1 1.5 214190340 | 817 ITET0.M40 | BILD 2R TO0.E40 | BRI JreTI0a40 | 823 278 700,340
Daerab
2.22.00.2.01.0001 - Peapasunan
o T Pemsginl 120,750,340 151,550,340 151,590,340 151990340 150,490,340
| Dy ol
Tersusunnyn Bokumes Perersnnasn ﬁluh Dt':-wr'ﬂ Fﬂﬂmm a 3 L, Ty 2 151.990340 a 151 200340 | 151900, 240 z 1505901, 340
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4.2 Urajan Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

Subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten
Bandung pada periode 2025-2029 disusun tidak hanya untuk memenuhi

mandat urisan

kebudayaan, tetapi juga diarahkan agar selaras dan

berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas pembangunan
daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun
2025-2029, Dengan demikian, seluruh subkegiatan yang dirancang memiliki
keterkaitan erat dengan tujuan strategis pemerintah daerah, yakni peningkatan

kualitas sumber

daya manusia,

penguatan identitas

budaya

lokal,

pengembangan ekonomi kreatif, serta pemerataan pembangunan wilayah.

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

PROGRAM
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e

| [4)

{2

{2
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gcria masyarakatl
dalam pengembangan
kebudayaan
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Pelalunys dalarn Daerah
Kabupaten /Kots

IR 18

227 022020002 - Pembinadan
Sumber Daya Mamusis, Lembags,
dan Pranata Tradisional

E 18

2 | 2.2203-
FROGRAM
PENGEMBANGAN
KESENIAN
TRADISIONAL

| Meningkatnya peran

serta masyarcalkat
dalam pengembangan
kesenian tradisional

3.22.03.2.0] - Pembinasan Kesenian
yang Masyarakat Pelakunya dalam
Dacrah Kabupaten /Kota

k18

2,22 03.2.01.000] - Peninglkatan
Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Daya Manuasia Kesenian Tradisional

232,032 01,0002 - Standardisasi
dan Sertifilkasi Suber Davs
Manusia Kesenian Trndistoral
Sesual dengan Kebutuhan dan
Tuntutan

RIB

323 032,01 ,0003 - Peninglatan
Kapesitas Tata Kelols Lembaga
Kesenipn Tradisional

3 | 22204 -
PROGRAM
PEMBINAAN
SEJARAH

Menifgkatiys mlses
masyarakat terhadap
informas seiarah

R18

2.22.04,2.01 - Pernbinaan Scjarah
Loka! dalam 1 {Sam) Deerah
Kabupaten /Kot

R1E

.22 04.2,01,0003 - Peningkatan
Akses Masvarakat Terhadap Data

dan Informea Scjarah

'! |
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PROGRAM 1
MO PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN /SUB KEGIATAN KET.
1] 2] | E]] () 18]
& 222085 - Meningketnya warisan | 2.22.05.2.0]1 - Penetapan Cagar R1B
PROGRAM budaya yang | Budsya Peringloit Kabupaten /Kota
PELESTARIAN DAN | dilestarikan 2.22.05.2.01.0002 - Penstapan FNE,RI18
PEMGELOLAAN | Cogar Budaya
CAGAR BUDAYA 232 052 02 - Pengelolaan Cagar B8
Budava Peringkat Kabupaten/ Kela
2.22.05,2.02.0001 - Pelindungan 18
[ Cagar Budaya
2.22052.02.0002 - Pengembangan | PN 8 ;R 18
Cagar Budeya
5 2.22.06 - Mesinghkatnya tata 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum | K 18
PROGRAM kelola museum Kabupaten /Kols
PENGELOLAAN 2,22 .06.2.01.0003 - Peningkatan R 18
FPERMUSEUMAN Pelavanan dan Akses Masverakat
Terhadap Museum
2.22.06.2.01.0004 - Penvediaan R 18
dan Pemellharaan Sarane dan
Prasarana Muscum |

Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025

Het:

PN 3 = Sub Keglatan dalam Mendukung Aste Cita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan
meningkatkan lapangan kerja yang berlualitas, mendorong kewirmusahaan, mengembangkan industn
kreatif serta mengembangkan agramaritim industri di sentra produksi melaiul peran aktif koperasi.

PN B = Sub Kepiatan dalam Mendukung Asta Cita: Memperkuat penyclarasan kehidupan yang harmonis
dengan lingkungan alem dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masvarakat yang adil dan Makmiur

R 1B = Sub Kegiatan dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Pelestarian dan Fengembangan Budaya
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra FD Tahun
2025-2029 melalui IKU PD

Target keberhasilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam
periode 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
(IKU PD) yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran
strategis. IKU PD diposisikan sebagai instrumen utama untuk menilai
kontribusi Dinas Kebudayaan terhadap visi, misi, dan tujuan pembangunan
daerah schagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-
2029,

Pada periode Renstra ini, sasaran kinerja Dinas Kebudayaan difokuskan
pada pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai indikator
utama. Upaya peningkatan 1PK dilakukan melalui pelindungan, pengembangan,
pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudaysan yang tersebar di
keberhasilan
pencapaian tujuan Renstra tidak hanya diukur dari sisi keluaran program,
tetapi juga dari sisi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kebudayaan
daerah.

seluruh wilayah Kabupaten Bandung Dengan demikian,
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Tabel 4.4 Indikator Kineria Utama Dinas Kebudayvaan

Bascline Target Tahun
No Indikator Satuan | Taehun Eet
| w024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
f01) | {02 [z (4} {3 (&) {n {8} = {1 [11J
2.22.0.00.0,00.32 0000 - DINAS KEBLUDAYAAN
1 Indeks Pembangunan Pain 55,16 | 56.27- | 56,31- 56,73- | 57,15 | 57,57- | 58,00- | Ditentukan malalui
Kebudayaan 56,55 | 56,73 | 57.29 | 57.87 | 58,44 | 59,02 | 7 Dimensi, yaitu :
Ekonomi Budaya,
Perdidilan,
Ketahanan Sosial
Budaya, Warisan
Budaya, Kebebasan
Ekspresi Badaya,
| Budaya Literasi
| dan Gender
Sumber: Hasil Analisis Disbud, 2025
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun

2025-2029 melalui [KK

Selain melalui IKU PD, pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan juga diukur
melalui  Indikator Kinerja Kunci (IKK] yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan urusan kebudaysan di daerah. IKK berfungsi untuk
memastikan bahwa setiap program dan kegiatan operasional mampu
mendukung pencapaian sasaran pembangunan kebudayaan secara langsung.

Target pencapaian IKK disusun secara bertahap selama lima tahun,
dengan mempertimbangkan baseline yang telah dicapai pada periode
sebelumnya. Melalui pendekatan ini, kinerja penyelenggaraan urusan
kebudayaan dapat lebih diarahkan, terukur, dan selaras dengan target
pembangunan daerah.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci
Baseline Target Tabun Kat
e s Satuan | TEUUN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030
[01) (02 o3 | ) (5] (6} m | o8 | g9 | (1G] (11
2.22.0.00.0.00.32.0000 - DINAS KEBUDAYAAN |
Poi 56,16 | 56,27- | 6,31- | 56,73- | 57,15- | 57,57- | 58,00- | Ditentukan melalui
: ﬁﬁammnwm " 56,55 | 56,73 | 57.29 | 57.87 | 5B.44 ! 59,02 | 7 Dimenal, yaitu ;

Ekonomi Buadayea,
Pendidikarn,
Ketnhanan Sosal
Budeys, Warisan
Budaya, Kebebasan
Eksprosi Budaya,
Bucdaya Literasi
dan Gender

Sumber; Hasil Analisis Disbuad, 2025
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4.5 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029 mengacu
kepada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sebagai pedoman
utama. Serta berpijak pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029,
Dukungan terhadap Tematik Pembangunan Kaebupaten Bandung yang
disampaikan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, terdapat
dalam tematik pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu. Fokus dukungan
pembangunan tersebut dalam pengembangan kebudayaan yang digunakan
sebagai Daya Tarik Wisata, Dukungan dapat dilakukan lebih rinei dalam
Kebijakan Pembangunan Pariwisata Hijau di Kabupaten Bandung.

1. S8ub Tema : Kawasan Ekonomi Terpadu

Kabupaten Bandung memiliki kekayaan budaya berupa desa adat dan
kawasan heritage yang berpotensi besar menjadi pusat ekonomi budaya
dan daya tarik wisata unggulan. Beberapa di antaranya adalah Desa Adat
Cikondang di Kecamatan Pangalengan, vang dikenal dengan tata ruang
tradisional dan tradizsi masyarakat Sunda yang masih terjaga, serta
Kawasan Heritage Majalaya vang memiliki jejak sejarah penting sebagai
pusat industri tekstil dan perdagangan di masa lalu. Namun demikian,
potensi tersebut hingga saat ini belum dikelola secara optimal.
Permasalahan mendasar terlihat pada keterbatasan sarana prasarana
pendukung kegiatan budaya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, serta belum
terintegrasinya upaya pelestarian warisan budaya dengan sektor
pariwisata dan pengembangan UMKM. Akibatnya, kontribusi sektor
kebudayvaan terhadap perekonomian daerah masih relatif kecil
dibandingkan dengan potensi yang tersedia.

Tujuan pengembangan kawasan ckonomi terpadu melalui desa adat dan
kawasan heritage adalah menjadikan sektor kebudayaan sebagai salah
satu penggerak utama perckonomian lokal. Dengan tata kelola yang baik
dan profesional, desa adat dan kawasan heritage tidak hanya berfungsi
sebagai penjaga kelestarian nilai dan tradisi, tetapi juga scbagai pusat
pertumbuhan ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat lokal secara
aktif,. Harapannva, keberadaan kawasan budaya di Cikondang dan
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Majalaya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus
memperkuat identitas budaya Kabupaten Bandung.

Terdapat dua faktor kunei keberhasilan (erifical success factors] yang
harus dicapai. Pertama, penguatan tata kelola desa adat dan kawasan
heritage yvang berkelanjutan serta berbasis masyarakat. Hal ini menuntut
adanya kebijakan wvang mendorong kolaborasi antara pemerintah,
komunitas budaya, dan pelaku usaha dalam mengelola potensi budaya.
Kedua, tersedianya sarana prasarana serta ekosistem ekonomi kreatif
vang mampu mendukung pengembangan budava lokal, Sarana tersebut
dapat berupa pusat informasi budava, galeri, panggung seni, maupun
fasilitas untuk pengembangan produk kreatif yang bernilai ekonomi.
Kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut mencakup
adanya regulasi yang mengintegrasikan sektor kebudayaan dengan
pariwisata dan UMKM, Lketersediaan infrastruktur budaya yang
representatif, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan
event budaya, produksi kerajinan, dan kuliner khas, Selain itu, sinergi
lintas perangkat daerah juga mutlak diperlukan, baik melalui promos:
destinasi budaya oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
pengembangan UMEM berbasis budaya oleh Dinas Koperasi dan UKM,
maupun dukungan pendidikan berbasis muatan lokal budava oleh Dinas
Pendidikan.

Dinas Kebudayaan sendiri berkomitmen untuk mengawal agenda tersebut
melalui beberapa program strategis, seperti Program Pengembangan
Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program
Pembinaan Sejarah, serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
Budaya. Kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya akan memperkuat
upaya menjadikan desa adat dan kawasan heritage scbagai destinasi
budayva vang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu memberikan
manfaat ckonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar,

4.6 Inovasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Inovasi dalam penvelenggaraan urusan kebudayaan merupakan sebuah
keniscayaan di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai leading sector dalam penyelenggaraan
pemerintah urusan kebudayaan memiliki tanggung jawab besar tidak hanya
menjaga kelestarian budava, tetapi juga menghadirken inovasi-inovasi agar
kebudayaan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui inovasi,
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kebijakan kebudavaan dapat lebih dekat dengan masvarakat, mendorong
partisipasi publik, serta memberikan manfaat nyata dalam pembangunan
daerah.

Selain  melaksanaankan pemajuan kebudayaan daerah, Dinas
Kebudayaan dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan program yang
menjawab kebutuhan generasi muda, Penggunaan teknologi digital,
penyelenggaraan festival berbasis komunitas, serta penciptaan ruang ekspresi
budaya yang inklusif merupakan contoh nyata inovasi yang dapat memperkuat
ekosistem kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanyva menjadi
warisan masa lalu, melainkan juga modal sosial dan ekonomi bagi masa depan.
Inovasi juga berarti membangun kolaborasi lintas sektor. Dinas Kebudayaan
tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bermitra dengan berbagai
stalkeholder. Melalui kolaborasi, inovasi kebudayaan dapat terintegrasi dalam
pembangunan daerah, misalnya melalui pengembangan desa wisata berbasis
budaya, digitalisasi arsip sejarah, maupun program literasi budaya di sekolah.
Akhirnva, inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan harus tetap berpijak
pada nilai kearifan lokal. Kreativitas dan terobosan program tidak boleh
menghilangkan  identitas  budaya, melainkan  memperkuat  dan
menvesuaikannya dengan konteks kekinian., Dengan cara ini, kebudayaan
dapat terus hidup, berkembang, dan memberikan kontribusi bagi peningkatan
kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkokoh jati diri bangsa. Serat
kebudayaan dapat tepat dekat dan hidup dengan pemiliknya, yaitu masyarakat
itu sendiri.

A. SADAYA BEDAS (SISTEM APLIKASI DATABASE KEBUDAYAAN BEDAS)
Sistern Aplikasi Database Kebudayaan BEDAS hadir sebagai instrumen
penting untuk menjawab kebutuhan data kebudayaan yang akurat.
Melalui pendataan yang sistematis, pemerintah, akademisi, maupun
masyarakat dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aset
budaya vang dimiliki. Data tersebut dapat dimanfaatkan schagai dasar
perumusan kebijakan, perencanaan program pelestarian, pengembangan
ekonomi kreatif, hinpga pendidikan kebudayaan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan SADAYA BEDAS yaitu:

1. Mewujudkan basis data kebudayaan Kabupaten Bandung yang
akurat dan komprehensif
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2. Menjadi dasar perumusan kebijakan dan program Pemajuan
Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung
3, Mendukung pelindungan dan pelestarian Warisan Budaya di
Kabupaten Bandung
SADAYA BEDAS bertujuan untuk menghimpun informasi secara
sistematis mengenai potensi budaya, baik vang bersifat benda maupun
takbenda, vang di wilayah Kabupaten Bandung Untuk mendapatkan
data kebudayaan yang kuat dan sahih, pelaksanaan kegatan akan
diakukan dalam tiga tahap:

1. Tahap pengumpulan data
2. Tahap pengelolaan/pengolahan data
3. Tahap penginputan

Data vang terkumpul akan mencakup kategori yang sudah disebutkan di
atas. Pengolahan data akan memunculkan hasil kesimpulan serta
bagaimana kondisi, keberlanjutan sekaligus tantangan yang dihadapi
oleh masing-masing unsur budaya. Pada titik ini, Dinas Kebudayaan
sebagai pengampu Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bandung akan
menentukan arah kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang
dihasilkan.

. SAPA PESONA BUDAYA INDONESIA

SAPA PESONA BUDAYA BEDAS dirancang untuk menghadirkan ruang
ekspresi seni budaya bagi masyarakat Kabupaten Bandung dalam
melestarikan dan mengembangkan seni budaya lokal di Kabupaten
Bandung. Sebagai upaya untuk mendorong masyarkat agar aktif terlibat
dalam pelestarian seni pertunjukan dan workshop kebudayaan secara
langsung, Tujuan dari Inovasi ini yaitu:

1. Menyediakan ruang dan fasilitas bagi masyarakat untuk
menampilkan ckspresi budaya

2, Menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya
melestarikan seni dan tradisi lokal

3. Memfasilitasi ruang untuk menampilkan ekspresi budaya dan
sebagai sarana edukasi, hiburan, sekaligus pelestarian seni
pertunjukan budaya

4, Memperkuat jaringan pelaku budaya, pemerintah, dan masyarakat
untuk mendukung keberlanjutan pemajuan kebudayaan.
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Bentuk kegiatan Sapa Budaya yaitu pertunjukan atau pagelaran seni
budaya, dalam kegiatan vang menjadi penampilan utama yaitu potensi
kesenian dan kebudayaan yang ada wilayah-wilayah yang ada di
Kabupaten Bandung. Sapa Budaya merupakan kegiatan yang
menampilkan Seni Pertunjukan Tradisional yang menampilkan beberapa
potensi kesenian di antaranya yaitu:

e Tari Tradisional: Tari Jaipong, Tari Merak, Tari Topeng, dsb.

s Musik Tradisional: Angklung, Degung, Kacapi Suling, Karinding.

o Teater Rakvat: Wavang Golek, Longser, Sandiwara Sunda.

s Pencak Silat: Seni bela diri tradisi vang sekaligus mengandung nilai

filosofi.

Salah satu inovasi vang diupayakan oleh Dinas Kebudayaan, yaitu dengan
menghadirkan kendaraan yang dapat menjadi panggung pagelaran
sebagai solusi bagi daerah yang jarang mendapatkan panggung untuk
menampilkan potensi seni budaya.

C. M.D.S (MUSEUM DIGITAL SEJARAH) KABUPATEN BANDUNG

Museum Digital Sejarah Kabupaten Bandung merupakan media baru bagi
edukasi sejarah masyarakat. Perpaduan antara kemajuan teknologi dan
nilai-nilai luhur sejarah Kabupaten Bandung hadir dengan memberikan
materi edukasi yang menarik bagi masyarakat, sehingga dapat
memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Bandung yang berakar pada
sejarah dengan cara yang menarik dan adaptil dengan teknologi.
Kehadiran inovasi ini, diharapkan bisa memberikan warna baru bagi
pelestarian kebudayaan. Secara khusus, tujuan dari pelaksanaan inovasi
ini yaitu;

. Media baru untuk edukasi masyarakat terkait sejarah

Pelestarian pengetahuan sejarah Kabupaten Bandung

Pemanfaataan film sebagai media untuk pemajuan kebudayaan

B o N

Pengembangan kreativitas dan industri digital di Kabupaten
Bandung

Pendirian M.D.5 (Museum Digital Sejarah) Kabupaten Bandung ditujukan
untuk masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri. Secara khusus,
terdapat beberapa sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:
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1. Generasi muda (pelajar/mahasiswa) sebagai target utama edukasi
sejarah.

2, Masyarakat umum yang membutuhkan media alternatil untuk
memahami sejarah.

3. Pelaku budaya dan sejarawan sebagei narasumber dan kolaborator
dalam film.

4, Komunitas perfilman dan sineas lokal sebagai penggerak produksi
dokumenter.

5. Institusi pendidikan dan pemerintah daerah sebagal pengguna dan
pernanfaat hasil film.

D. INKUBASI KEBUDAYAAN - RUPAKA BEDAS [(RUANG PEMAJUAN

KEBUDAYAAN BANDUNG BEDAS)
Kebudayaan merupakan inti dari sebuah peradaban yang tidak hanya
menyimpan nilai-nilai luhur, tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk
menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Namun, arus
modernisasi yang begitu cepat membuat sebagian tradisi berisiko tergerus
dan kehilangan relevansinya di mata generasi muda. Dalam konteks
inilah diperlukan sebuah ruang inovauf yang mampu menjembatani
antara pelestarian dengan pengembangan, agar kebudayaan tetap hidup,
berkembang, dan memberi manfaat nyata.
Inkubasi kebudayaan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.
Melalui pendekatan ini, pelaku budaya, komunitas, maupun generasi
muda mendapatkan kesempatan untuk didampingi, diasah kapasitasnya,
serta difasilitasi dalam mengembangkan ide, karya, maupun produk
budaya, Inkubasi bukan hanya ruang belajar, tetapi juga arena kolaborasi
dan penciptaan nilai baru yang menempatkan kebudayaan sebagai
kekuatan strategis dalam pembangunan daerah.
Pemilihan nama Rupaka yang berarti wujud/gambar dalam Bahasa
Sunda bermakna sebagai sebuah wadah untuk setiap kegiatan
kebudayaan di Kabupaten Bandung. Diharapkan RUPAKA BEDAS dapat
menjadi sebuah wadah untuk pemajuan kebudayaan di Kabupaten
Bandung RUPAKA sendiri merupakan singkatan dari Ruang Pemajuan
Kebudayaan.
Adapun tujuan utama dari pelaksanaan Program ini vaitu:

1. Melahirkan generasi baru kreator dan penggerak kebudayaan.
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2. Mengembangkan produk, karya, dan narasi budaya vang relevan di
era kini.

3. Mendorong budaya sebagai sumber daya ekonomi budaya, ekonomi
kreatif dan pariwisata.

Fokus pelaksanaan dari Inkubasi Kebudayaan yaitu untuk para Pelaku
Budaya di antaranya seniman, budayawan, komunitas adat dan penulis
sejarah lokal Sementara tujuannya yaitu untuk menghasilkan sebuah
produk budaya yang berbentuk seperti seni pertunjukan dan berbagai
kegiatan riset/inovasi seperti digitalisasi naskah, museum virtual, dan
peta kebudayaan interakti. Kegiatan dan event scperti festival budaya,
lawatan sejarah dan kegaitan kreatif kebudayaan lain dapat dihadirkan
dari kegiatan ini. Adapun manfaat dan dampak yang diharapkan yaitu:

. Produk/karya budaya siap publik/siap pasar.

Mode! program pendidikan budaya lokal.
Festival/agenda budaya berkelanjutan.

Jaringan pelaku budaya lintas komunitas dan dacrah.

S T
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BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman arah
pembangunan kebudayaan daerah dalam jangka menengah lima tahunan.
Penyusunan Renstra ini berangkat dari amanat RPJMD Kabupaten Bandung
2025-2029, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan, serta berbagai regulasi yang relevan. Dengan demikian, dokumen
ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem
perencanaan pembangunan daerah.

Keseluruhan analisis dan penjabaran dalam Renstra menunjukkan
bahwa kebudayaan memiliki peran sentral dalam memperkuat identitas daerah,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pembangunan
ekonomi kreatif yang berkelanjutan, Sasaran strategis yang ditetapkan
menckankan pada peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK),
peningkatan persentase objek pemajuan kebudaysan yang dilindung,
dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina, serta peningkatan partisipas:
masvarakat dalam kegiatan kebudayaan.

Dalam rangks mencapai sasaran tersebut, Dinas Kebudayaan telah
merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mencakup aspek
pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
Kegiatan vang dimaksud antara lain pelestarian cagar budaya, pengembangan
kesenian tradisional maupun medern, penguatan lembaga budaya, fasilitasi
festival dan pameran seni, pengelolaan permusecuman, serta pembangunan
sistem  informasi kebudayaan yang terintegrasi. Dengan desain ini,
pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung diharapkan dapat berjalan
lebih terarah, terukur, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
2025-2029 dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan
dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Prinsip utama yang
dijadikan dasar adalah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan

efisiensi,
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Pertama, pelaksanaan Renstra ini menuntut adanya keterpaduan
perencanaan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten. Dengan posisi
Kabupaten Bandung sebagai bagian dari kawasan strategis nasional Cekungan
Bandung, maka kebijakan kebudayaan di daerah harus mampu menjawab
kebutuhan pembangunan lokal sckaligus sclaras dengan arah kebijakan
regional dan nasional.

Kedua, dibutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat. Urusan kebudayaan
tidak bisa dijalankan secara parsial, melainkan memerlukan dukungan
perangkat daerah lain, dunia pendidikan, komunitas seni, pelaku ckonomi
kreatif, akademisi, media, serta masyvarakat luas. Kolaborasi pentahelix im
menjadi kunci agar kebijakan kebudayaan benar-benar berdampak luas.

Ketiga, pelaksanaan program kebudayaan harus menjamin pemerataan
akses. Lokus kegiatan perlu didesain agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah
perkotaan, tetapi juga menjangkau kecamatan dan desa di wilayah selatan
maupun timur Kabupaten Bandung yang memiliki potensi budaya besar namun
masih terbatas fasilitasnya.

Keempat, penguatan sumber daya menjadi prasyarat utama. Ketersediaan
tenaga fungsional kebudayaan, kapasitas kelembagaan, serta dukungan sarana
prasarana harus diperkuat agar pelaksanaan Renstra tidak berhenti pada
tataran konsep, melainkan mampu diimplementasikan dengan baik.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan krusial untuk
memastikan bahwa seluruh rencana yang dituangkan dalam Renstra benar-
benar terlaksana sesuai dengan arah dan target yang telah ditetapkan.
Mekanisme pengendalian dilakukan secara berjenjang melalui pemantauan
rutin terhadap pelaksanaan program, serapan anggaran, serta pencapaian
indikator kinerja.

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama
(IKU) dan Indikator Kinerja Kuneci (IKK) yang telah dirumuskan dalam dokumen
ini. IKU dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan strategis, seperti
peningkatan IPK, sedangkan IKK digunakan untuk menilai capaian sasaran
operasional, misalnya persentase cagar budaya yang dilindungi, tingkat
partisipasi masyarakat, jumlah kunjungan museum, serta jumlah kegiatan
budaya yang difasilitasi.
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Pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap tahun melalui penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta laporan akuntabilitas kinerja
lainnya. Ewaluasi tahunan berfungsi untuk menilai efektivitas program,
menemukan kendala vang dihadapi, dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Sementara itu, evaluasi menyeluruh pada akhir periode Renstra menjadi dasar
penting dalam penyusunan Renstra periode berikutnya, schingga
kesinambungan kebijakan dapat terjaga.

Selain evaluasi internal, dibutuhkan pula mekanisme evaluasi partisipatif
vang melibatkan masvarakat, komunitas budaya, akademisi, dan mitra
pembangunan. Hal ini untuk memastikan bahwa hasil evaluasi tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan
pengalaman langsung para pemangku kepentingan.

Dengan adanya sistem pengendalian dan evaluasi yang kuat, pelaksanaan
Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung 2025-2029 diharapkan dapat
berjalan konsisten, adaptif terhadap perubahan, serta menghasilkan capaian
vang memberi manfaat nyata. Pada akhirnya, dokumen ini bukan hanya
pedoman formal, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan Kabupaten
Bandung sebagai daerah yang berdaya saing, berkarakter, serta mampu
menjaga dan mengembangkan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan
berkelanjutan,

Soreang, 18 September 2025
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Ttd

IRVAN AHMAD
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